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KATA PENGANTAR 
 
Setelah melewati serangkaian tantangan, akhirnya dengan mengucap 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyajikan penulisan yang 
berjudul: Identifikasi Faktor Kritikal Program Pengembangan Masyarakat Dalam 
Upaya Peningkatan Kelancaran Operasional Perusahaan (Studi Pada Wilayah 
Kerja ExxonMobil Cepu Limited di Kabupaten Bojonegoro) dengan maksimal. 
Pokok-pokok bahasan yang disajikan dalam penulisan ini meliputi: 
identifikasi faktor kritikal Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL 
yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran operasional perusahaan dan 
mendeskripsikan langkah perusahaan dalam meningkatkan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada strategic, serta 
rekomendasi model Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang 
memberikan dampak positif dalam peningkatan kelancaraan operasional 
perusahaan. Sedari awal penulis sangat menyadari bahwa ada kekurangan dan 
keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini. Diantaranya adalah 
keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menjabarkan menjadi lebih teliti, 
namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Sehingga saran, kritik dan 








An Identification of the Critical Factor of Community Development Program in the Effort of 
Company’s Operational Effectiveness Improvement 
(A Study the Operational Region of ExxonMobil Cepu Limited in Bojonegoro Regency) 
 
Abstract: The upstream oil and gas industry, which is included in extractive industry, is incomparable with 
any other industries. Banyu Urip oil field in Cepu Block is an upstream industry operated by ExxonMobil 
Cepu Limited. Communities around the operation area are active in demanding the implementation of social 
justice concept such as improvements in welfare, employment, business opportunities, and community 
program. The company requires not only official permit but also social permit to run their operation. Based 
on the phenomena, this study aims to identify the company’s community development programs that 
improve their operational effectiveness and to describe measures taken by the company to improve their 
strategy-oriented community development programs. This research uses qualitative case study method. 
There are six villages selected as the research sites, from which twelve key informants were obtained. This 
study finds that the company’s programs beneficial for the people’s welfare and village development are 
those in infrastructure, health, and education, while those in economy are not entirely felt by the community. 
Furthermore, programs that improves the company’s operation are those that meets the basic and primary 
needs of the local people. Measures taken by the company to improve their strategy-oriented community 
development programs are conducting programs compatible with local community’s needs and dynamics 
exactly at their operational region and consulting with related stakeholders. 
Abstract: Keberadan industri hulu Migas yang termasuk dalam industri ekstraktif tidak dapat disamakan 
dengan industri lainnya. Termasuk di lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, yang dioperatori oleh 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Masyarakat sekitar operasi lebih aktif dalam menuntut konsep 
keadilan sosial: peningkatan kesejahteraan, ketenagakerjaan, peluang usaha dan program kemasyarakatan. 
Kemudian, perusahaan tidak hanya memerlukan izin resmi tetapi juga izin sosial untuk menjalankan 
operasinya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mengidentifikasi Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran operasional 
perusahaan; (2) Mendiskripsikan langkah perusahaan dalam meningkatkan PPM yang berorientasi pada 
strategik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus. Terdapat enam desa yang menjadi 
lokasi sasaran penelitan dengan 12 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program EMCL 
yang dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa terdapat pada program 
di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pada bidang ekonomi belum sepenuhnya 
dirasakan. Kemudian ditemukan bahwa program EMCL yang berdampak pada peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan merupakan program yang menjawab kebutuhan dasar dan pokok masyarakat 
setempat. Langkah perusahaan dalam meningkatkan PPM yang berorientasi strategis adalah dengan 
melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat sekitar, 
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1.1 Latar Belakang  
Kegiatan program kemasyarakatan, dengan menggunakan istilah CSR 
(corporate social responsibility) atau dalam Bahasa Indonesia disebut TJSP 
(tanggung jawab sosial perusahaan), CD (community development) atau dengan 
sebutan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau dalam instri hulu 
minyak dan gas bumi dalam beberapa dekade terakhir disebut PPO (program 
penunjang operasi) – sekarang disebut dengan PPM (program pengembangan 
masyarakat, SKKMigas 2018) dan istilah lainnya telah menjadi perhatian utama 
perusahaan, lembaga nirlaba, universitas dan organisasi lainnya. Jika kegiatan 
tersebut dilaksanakan dengan baik oleh suatu perusahaan, tentunya akan 
memberikan dampak positif bagi keberadaan perusahaan itu sendiri dan 
masyarakat di sekitarnya. Perusahaan bisa tumbuh dan menjalankan operasinya 
dengan baik, dan satu sisi masyarakat sekitar mampu meningkatkan 
kesejahteraannya. 
Apa yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut bisa diartikan sebagai 
upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif 
dan memaksimumkan dampak positif bagi operasi perusahaan terhadap seluruh 
stakeholder dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan (CSR Indonesia, 2013). 
Jauh sebelumnya pada tahun 1970, Milton Friedman (pemenang Nobel 
ekonomi) telah mengemukakan pendapat tentang CSR. Friedman (1970) 
menjelaskan bahwa ada satu dan hanya satu tanggungjawab sosial pada bisnis 
yaitu menggunakan sumberdaya serta terlibat dalam kegiatan yang dirancang 





dalam persaingan bebas dan terbuka tanpa melakukan kecurangan. Sehingga, 
bisnis atau perusahaan sudah memperlihatkan tanggung jawabnya. Dari 
penjelasan tersebut jelas bahwa Fiedman masih belum sampai pada CSR yang 
sebenarnya. 
Tentunya pandangan Friedman ini mendapat tantangan dari berbagai 
pihak, salah satunya John Mackey (CEO Whole Foods). Dia menentang 
pandangan Friedman terlalu dangkal yang hanya menggambarkan pandangan 
umum para pebisnis waktu itu. Padahal sebuah korporasi harus berupaya 
menciptakan nilai-nilai bagi semua konstituennya (Djogo, 2005). 
Dalam perkembangannya (termasuk di Indonesia), banyak pihak yang 
merujuk pada ISO 26000. Ini merupapak sebuah standar yang diakui dunia untuk 
mendefinisikan dan memberikan pedoman rinci tentang social responsibility atau 
tanggung jawab sosial. Judul resmi dokumen tersebut adalah “Guidance on Social 
Responsibility”, selanjutan dikenal dengan istilah ISO SR. Negara kita, Indonesia, 
merupakan salah satu negara dari 157 negara yang telah mengadopsi ketentuan 
tersebut. ISO SR merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh berbagai jenis 
dan tipe organisasi yang ada. Tidak dibatasi untuk organisasi swasta dalam wadah 
perusahaan namun juga diterapkan untuk semua organisasi, termasuk organisasi 
publik dan pemerintah. Ada 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek 
inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi dalam ISO SR 
tersebut. 
Kalau diperhatikan, awalnya CSR berawal dari semangat kedermawanan 
perusahaan. Namun, adanya tekanan dari masyarakat yang keras, terutama 
ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan 
CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh 
komunitas, bukan oleh negara.  Sehingga terkadang pelaksanaan CSR masih 





banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas 
(Susanto, 2007). 
Dalam melaksanakan CSR atau TJSP (tanggung jawab sosial perusahaan) 
di industri hulu minyak dan gas bumi, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan 
perusahaan Migas lainnya melaksanakannya berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 
Pasal 11 ayat (3) huruf p dan Pasal 40 ayat (5) tentang pengembangan 
masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Kemudian PP No. 
27 tahun 2017 (perubahan atas PP No. 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang 
dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha minyak dan 
gas bumi). 
EMCL sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas dan 
operator lapangan Banyu Urip (masih dari bagian Blok Cepu) juga melakukan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang terbagi dalam 4 sektor: 
Pendidikan, Pengembangan Ekonomi, Kesehatan, Infrastruktur (Sosialisasi PPM 
EMCL, 5 Maret 2019). 
Secara umum, perusahaan Migas melakukan kompromi strategis dalam 
pelaksanaan CSR; memadukan konsep CSR dan ijin sosial perusahaan (social 
license to operate) dengan maksud agar perusahaan diterima dengan baik oleh 
masyarakat sekitar. Program tersebut berfungsi sebagai sarana untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan, mengurangi potensi konflik yang 
berkembang antara perusahaan dengan masyarakat sebelum menjadi konflik 
yang terbuka dan tentunya membantu mengurangi persoalan dasar masyarakat 
sekitar.  
Walau demikian, seperti yang dijelaskan oleh Carrol (1999) dan Stone 
(2001) bahwa kinerja pelaksanaan CSR tidak menjamin baik-buruknya hubungan 
perusahaan dengan stakeholder. Namun dari kinerja ini akan terlihat komitmen, 





Wujud dari social license to operate tidak bisa diukur secara baku, tentunya 
mengacu pada tingkat penerimaan atau persetujuan oleh komunitas lokal dan 
pemangku kepentingan dalam organisasi di sekitar operasi perusahaan. Hal ini 
dikarenakan setiap perusahaan dan komunitas lokal masing-masing memiliki 
karakteristik sendiri-sendiri.  
Pada banyak perusahaan akhirnya menyadari bahwa lembaga atau 
perusahaan tidak hanya memerlukan izin resmi (formal license) tetapi juga izin 
sosial (social license) untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. Ini adalah hasil 
dari cara perusahaan dan lembaga untuk mengelola diri mereka sendiri (dengan 
etika, praktik ketenagakerjaan, keberlanjutan, dll.) di lingkungan mereka yang lebih 
luas dan resiko komunikasi dan keterlibatan dalam kegiatan mereka dengan para 
pemangku kepentingan. Semakin lama, memiliki izin sosial untuk beroperasi 
adalah bagian penting dari operasi di dalam aturan demokrasi, karena tanpa 
dukungan rakyat yang memadai, tidak mungkin bahwa lembaga-lembaga dari 
pemerintah terpilih akan dengan sukarela memberikan izin atau lisensi 
operasional. Lisensi sosial tidak merujuk pada perjanjian atau dokumen formal 
tetapi pada kredibilitas, keandalan, dan penerimaan nyata atau terkini dari 
organisasi dan proyek (Gehman et.al, 2017). 
Walau ijin sosial sudah mampu dikelola oleh perusahaan dengan baik, 
bukan kemudian kewajiban mengurus ijin formal atau formal license terhadap 
peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Perusahaan tetap taat pada peraturan yang 
berlaku di Indonesia, baik yang diatur oleh pemerintah pusat, propinsi, 
kabupaten/kota dan juga pemerintah dibawahnya dengan jumlah yang relatif 
banyak. Bahkan untuk ijin formal yang harus diurus oleh perusahaan Migas 
jumlahnya relatif lebih banyak daripada perusahaan di sektor yang lainnya. 
Banyaknya ijin formal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 





sumberdaya lainnya yang tidak sedikit dalam mengurusnya. Jumlah ijin yang harus 
diurus oleh perusahaan Migas di Indonesia dapat dilihat pada ulasan dibawah ini: 
Gambar 1.1. 







Sumber : BUMI, buletin SKKMigas, edisi Juni 2015. 
Walau dalam perkembangannya pada beberapa tahun kemudian, tepatnya 
pada tahun 2018 pemerintah pusat membuat terobosan dengan memangkas 
sejumlah peraturan yang ada untuk memudahkan investasi masuk dalam 
mengelola sumber daya alam (SDA). Saat ini jumlahnya sudah jauh berkurang bila 
dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat ada 186 perijinan yang 
dicabut dengan perincian 56 perijinan di sektor minyak dan gas bumi (Migas), 96 
perijinan di sektor mineral dan batu bara (Minerba), 20 perijinan di sektor listrik dan 
15 perijinan di sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). 
Menurut menteris ESDM Ignasius Jonan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, 
pemerintah memangkas perijinan dan birokrasi untuk menciptakan iklim 
investment friendly, mendukung pertumbungan ekonomi dan lapangan kerja 
(Buletin Kementerian ESDM, Versi 2.1, Oktober 2018) 
Ada banyak perusahaan Migas baik dalam dan luar negeri yang melakukan 
kegiatan operasinya di Indonesia. Baik di sektor hulu maupun hilir. Salah satu 





Serikat. Di Indonesia, ExxonMobil sendiri sudah lebih dari 120 tahun melakukan 
operasinya atau sejak sebelum Indonesia merdeka.  
Salah satu wilayah kerja Migas yang dioperatori oleh ExxonMobil adalah 
Blok Cepu. Sebuah wilayah geologis yang berada di perbatasan Jawa Timur dan 
Jawa Tengah. Di blok ini mereka menggunakan entitas bisnis yang bernama 
EMCL (ExxonMobil Cepu Limited) - dulunya bernama Mobil Cepu Limited (MCL). 
EMCL sendiri merupakan BUT (bentuk usaha tetap) dari perusahaan Migas 
internasional ExxonMobil yang berpusat di Houston, Amerika Serikat dan bukan 
BU (badan usaha) seperti PT, CV dan lainnya dalam melaksanakan aktivitasnya 
di Indonesia.  
Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan Blok Cepu yang mencakup 
wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah telah ditandatangani pada 17 September 
2005. Mobil Cepu Limited (MCL) atau sekarang dengan nama ExxonMobil Cepu 
Limited (EMCL), PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), Ampolex Cepu Pte Ltd., dan 
empat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang terdiri dari: PT Asri Dharma 
Sejahtera (milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu 
(milik Pemerintah Kabupaten Blora), PT Petrogas Jatim Utama Cendana (milik 
Pemerintah Propinsi Jawa Timur) dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (milik 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah),  yang tergabung menjadi kontraktor di bawah 
konsorsium KKS Cepu.  
Pembagian saham di Blok Cepu sendiri, ExxonMobil (induk dari EMCL) 
memegang 45 persen dari total saham partisipasi di Blok Cepu, sekaligus menjadi 
operatornya. Kemudian Pertamina EP Cepu 45 persen dan 10 persen dibagi 
empat BUMD (badan usaha milik daerah) yaitu 4,48 persen untuk PT. Asri Dharma 
Sejahtera, 2,24 persen untuk PT. Petrogas Jatim Utama Cendana, 2,18 persen 
untuk PT. Blora Patragas Hulu dan 1,09 persen untuk PT. Sarana Patra Hulu 





dinamakan BKS PI Blok Cepu (badan kerjasama participating interest). Untuk 
kontrak kerja sama ini akan berakhir hingga tahun 2035 (www.exxonmobil.com). 
Terkait pembagian partisipasi saham ini merujuk pada PP (Peraturan 
Pemerintah) No. 35 / 2004 yang menjelaskan bahwa prioritas utama dalam 
penawaran Participating Interest (PI) atau penyertaan modal harus diberikan 
kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. 
Gambar 1.2 
Peta Blok Cepu 
 
Sumber : ExxonMobil Cepu Limited, 2016 
1.1.1 Lapangan Minyak Banyu Urip 
Didalam wilayah kerja Blok Cepu, Lapangan minyak Banyu Urip 
merupakan pengembangan awal yang dilakukan oleh EMCL. Cadangan minyak 
mentah yang ditemukan diperkirakan sebanyak 450 juta barel. Penemuan ini 
diumumkan pada April 2001. Rencana semula, Lapangan Banyu Urip 
dikembangkan degan target menghasilkan 165.000 barel minyak per hari. Namun 
pada tahun ini telah berproduksi lebih dari 200.000 barel minyak per hari, atau 
menyediakan 25 persen produksi minyak nasional. 
Untuk diketahui bahwa produksi awal dari lapangan minyak Banyu Urip 





dengan sebutan EPF (early production facility), dimana awal produksi sebesar 
20.000 barel minyak per hari pada bulan Agustus 2009. Dengan proses inovasi 
dan keunggulan dari manajemen proyek yang dimiliki, produksi terus menglami 
peningkatan menjadi lebih dari 80.000 barel per hari pada tahun 2015 (masih 
menggunakan fasilitas EPF). 
Kemudian, EMCL mengembangkan seluruh fasilitas Lapangan Banyu Urip 
terdiri dari CPF (cetral processing facility) atau Fasilitas Pengolahan Pusat, jalur 
minyak pipa darat dan lepas pantai, fasilitas penyimpanan dan alir muat terapung 
atau disebut Floating Storage and Offloading (FSO), serta fasilitas- fasilitas 
infrastruktur pendukung lainnya. Fasilitas CPF sendiri terletak sejauh 10 km dari 
sisi tenggara Kota Cepu di Jawa Tengah dan 20 km dari sisi barat daya Kota 
Bojonegoro di Jawa Timur, yang berfungsi mengolah minyak yang dihasilkan dari 
Lapangan Banyu Urip. Minyak dari perut bumi yang telah diolah menjadi minyak 
mentah kemudian dialirkan melalui pipa bervolume 20 inci dengan panjang 72 km 
ke pesisir Kabupaten Tuban. Dari pesisir Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban, 
kemudian minyak dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang 23 km menuju 
fasilitas FSO. Produksi minyak tersebut kemudian diangkut untuk diserap pada 
kebutuhan pasar domestik dan internasional oleh kapal-kapal tanker. 
Gambar 1.3 












Dikutip dari exxonmobil.co.id, dijelaskan bahwa Lapangan Banyu Urip 
dibangun oleh 5 (lima) konsorsium yang dipimpin perusahaan Indonesia. Dimana 
kontraktor tersebut menggandeng 460 subkontraktor dan pemasok Indonesia, 
dengan lebih dari 17.000 pekerja Indonesia yang terlibat dalam pekerjaannya. 
Sebelum fasilitas utama dari Lapangan Banyu Urip dikembangkan, pada 
tahun 2007, EMCL telah melatih 110 teknisi khusus bagian operasi dan 
pemeliharaan. Mereka berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Mereka telah dilatih di berbagai daerah operasi ExxonMobil di seluruh 
dunia dan setelah fasilitas utama terbangun, mereka sekarang telah kembali untuk 
mengoperasikan Lapangan tersebut.  
1.1.2 CSR di Perusahaan Minyak dan Gas (Migas) 
Dewasa ini, hampir semua perusaan Migas di dunia (termasuk yang 
beroperasi di Indonesia) sudah melaksanakan CSR. Tentunya balam bentuk, 
model, jenis dan strategi yang berbeda beda. Menyesuaikan visi misi perusahaan, 
lingkungan sekitar dan kepentingan stakeholder terkait.  
Pelaksanaan CSR semakin diharapkan dapat membantu menangani 
banyak masalah penting dan paling mendesak di dunia, termasuk perubahan iklim, 
kemiskinan, pengangguran, HIV/AIDs dan lainnya. Meningkatkan harapan kepada 
CSR dengan memperhatikan keberadaan perusahaan-perusahaan di negara maju 
seperti Exxon dan Shell, serta perusahaan dari negara-negara berkembang 
seperti Brasil Petrobras dan China CNOOC. CSR memiliki potensi untuk 
mengatasi tiga tantangan penting dalam bisnis hubungannya dengan masyarakat: 
lingkungan, pembangunan dan pemerintahan (Frynas, 2009). 
Beberapa contoh perusahaan migas multinasional yang memberi 
kontribusi melalui CSR terhadap pembangunan di banyak negara menurut 





a. Angola: BP-Amoco, Chevron mengembangkan sektor pendidikan 
(melalui beasiswa) dan penanggulangan penyakit AIDS;  
b. Nigeria: Shell, ENI, ExxonMobil, Chevron, dan Total Final Elf 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 
masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian 
dalam masyarakat setempat;  
c. Afrika Selatan: BP-Amoco dan Shell secara signifikan berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal dan transfer teknologi, 
penyediaan pasar bagi ekspor negara itu, pasokan impor dan 
akuntansi sekitar 25% dari PDB (PBB, 1986);  
d. Chad, Sudan, Gabon, Aljazair dan Libya: Talisman, PETRONAS, 
Chevron Texaco, ExxonMobil dan ENI adalah sumber utama dari 
pendapatan dan kontribusi sebagian besar belanja negara 
e. Kongo Brazzaville dan Guinea Khatulistiwa: Elf, Occidental Petroleum 
dan ExxonMobil adalah kontributor utama tenaga kerja, PDB dan 
pertumbuhan ekonomi 
Banyak perusahaan melaksanakan CSR fokus dengan sumber daya yang 
ada. Berkembanglah kerancuan tentang CSR, penyamaan konsep CSR dengan 
Community Development atau Philantrophy (charity=bagi-bagi uang). 
Berkembang juga di kalangan Marxian anti kapitalis, yang banyak dianut oleh 
kalangan NGO, pesimis dan apatis terhadap perkembangan CSR. Pelaksanaan 
CSR hanya memperhatikan kepentingan perusahaan dengan mengelola persepsi 
bahwa perusahaan ikut berperan terhadap pembangunan masyarakat, sehingga 
memiliki reputasi baik di mata masyarakat (Frynas, 2005). 
Penelitian-penelitian sebelumnya tentang CSR perusahan minyak dan gas 
sering mengalami kegagalan atau hambatan dikarenakan perusahaan tidak 





dan sikap staf perusahaan dengan masyarakat yang hanya fokus teknis dan 
manajerial. Program CSR ditujukan memberikan keuntungan perusahaan dan 
bukan ditujukan pada masyarakat secara umum. CSR hanya untuk meningkatkan 
citra perusahaan terhadap masyarakat sehingga tidak banyak pro dan kontra 
dalam menjalankan bisnisnya (Fyrnas, 2009). 
Penelitian Tuodolo, (2009) menyatakan bahwa, perusahaan-perusahaan 
migas dunia yang kolaborasi dengan lembaga lain untuk menjalankan program 
CSR telah menjadi target isu negatif atau kampanye anti korporasi. Masyarakat 
sipil memunculkan isu kampaye anti korporasi, anti kapitalis, anti globalisisasi, dan 
green industri. Penelitian ini merupakan kisah tidak sinkronnya hubungan antara 
masyarakat lokal dan perusahaan migas, kontra pembangunan, bekerja dengan 
cara kompleks dan kontradiktif. Masyarakat mengharapkan adanya hubungan 
kolaborasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat lokal. 
Di dunia Migas Indonesia, dalam pelaksanaan program pengembangan 
masyarakat merujuk pada beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku. 
Kemudian dalam turunannya, SKK Migas (dulunya BP Migas), yang merupakan 
wakil pemerintah dalam mengawasi industri hulu Migas, mengaturnya lebih teknis 
melalui Pedoman Tata Kerja (PTK). Aturan teknis inilah yang mengatur 
perusahaan dalam menyusun atau merencanakan setiap program yang dijalankan 
setiap tahunnya. 
Prinsip-prinsip program pengembangan masyarakat untuk industri hulu 
migas tertuang dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 017/PTK/iii/2005 (revisi 
terbaru tahun 2018) tentang pedoman program pengembangan masyarakat untuk 
KKKS (kontraktor kontrak kerjasama, istilah untuk perusahaan yang mendapatkan 
kontrak mengelola industri hulu Migas) di lingkungan kegiatan usaha hulu Migas, 





1. Komitmen kontraktor kontrak kerja sama/perusahaan pada 
pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan 
sekitarnya. Daerah terdampak langsung 
2. Program diberikan dalam bentuk natura (inkind) 
3. Program yang disusun mengacu pada skala prioritas kebutuhan 
masyarakat, serta memberikan manfaat yang berkesinambungan 
4. Dilakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program 
5. Diupayakan bersinergi dengan program pemerintah setempat 
6. Tidak boleh berorientasi ideologi, politik serta suku, agama, dan ras 
(SARA). 
Dari prinsip prinsip yang digariskan dalam PTK tersebut, kemudian 
perusahaan Migas di Indonesia menjalankan program pengembangan masyarakat 
di berbagai sektor, menyesuaikan dengan visi misi perusahaan dan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat sekitar. Seperti halnya yang terlihat dalam gambar dibawah 
ini tentang penyebaran program pengembengan masyarakat yang bisa didapatkan 
peneliti pada tahun 2017. 
Gambar 1.4 






Sumber : BUMI, buletin SKKMigas edisi 64, Agustus 2018. 
SKKMigas sebagai perwakilan pemerintah dalam industri hulu Migas 
menjelaskan bahwa perencanaan program pengembangan masyarakat harus 
berbasis kepada AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), studi sosial, 
dan hasil musyawarah dengan masyarakat setempat. Selain itu, harus juga 
dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dimana perusahaan 
tersebut melaksanakan operasinya (BUMI, 2018).  
Selain mendapatkan dana bagi hasil (DBH) migas, pemerintah daerah juga 
berkepentingan untuk terlibat dalam program TJSP atau PPM tersebut. 
Kepentingan pemerintah daerah dimaknai sebagai sinkronisasi dan koordinasi 
antara program pemerintah dan perusahaan agar saling mendukung satu dengan 
yang lainnya. Kegiatan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan 
oleh KKKS merupakan upaya mendukung kegiatan operasi migas agar berjalan 
dengan baik tanpa adanya gangguan sosial, keamanan dan lingkungan. upaya itu 
diwujudkan dengan melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan batasan daerah prioritas yang sudah diatur dalam AMDAL. Selain itu, 
TJSP ini pun menjadi salah satu cara untuk mendapatkan izin sosial untuk 
beroperasi (social licence to operate)  
Industri hulu migas termasuk dalam industri ekstraktif yang “sensitif” dan 
tidak dapat disamakan dengan industri lainnya. Ketika pengambilan sumber daya 
alam (SDA) di suatu wilayah dilakukan, meskipun proyek tersebut atas nama 
negara, namun masyarakat sekitar daerah operasi yang telah lama tinggal di sana 
akan secara alami memiliki keterikatan dengan SDA dimaksud. Pada akhirnya 
gejolak masyarakat akan lebih aktif dan intens untuk menuntut konsep keadilan 
sosial melalui peningkatan kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Apabila 
hal ini tidak ditangani dengan baik lewat TJSP, maka akan berpotensi 





1.1.3 Program Pengembangan Masyarakat EMCL 
ExxonMobil di Indonesia juga turut berkomitmen dalam program 
pengembangan masyarakat melalui tiga sektor utama, termasuk infrastruktur, 
yaitu pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dimulai pada tahun 
2007, sekitar US$ 33 juta telah dilaksanakan berbagai program pengembangan 
masyarakat yang telah memberikan manfaat kepada lebih dari 100.000 penerima 
manfaat yang adai di Indonesia (sumber: www.exxonmobil.co.id). 
Mengutip pada dokumen EMCL dalam acara sosialisasi program 
pengembangan masyarakat EMCL 2019 (5 maret 2019), bahwa selama ini 
program pengembangan masyakat EMCL dibadi kedalam 4 (empat) sektor: 
Pendidikan, Pengembangan Ekonomi, Kesehatan dan Infrastruktur. Dalam 
melaksanakan program tersebut mereka memiliki tujuan, baik secara umum 
maupun khusus. 
Tujuan umum: 
• Memperkuat hubungan kerja sama dan dukungan masyarakat dan 
pemangku kepentingan lainnya bagi operasi Lapangan Banyu Urip 
• Berkontribusi bagi pembangunan masyarakat di Bojonegoro, Blora 
dan Tuban. 
Tujuan khusus: 
 Pendidikan berkualitas, inovatif, kreaif dan berkarakter 
 Generasi masyarakat yang sehat serta penurunan angka kesakitan 
 Peningkatan kesejahteraan melalui usaha di bidang pertanian, 
perikanan, peternakan serta mendorong terciptanya komunitas 
mandiri energi 
 Penyediaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan 





Lebih lanjut dalam penelitian Universitas Brawijaya Malang (Sosialisasi 
PPM EMCL, 5 Maret 2019) tentang evaluasi Program Pengembangan Masyarakat 
ExxonMobil Cepu Limited tahun 2012 – 2017 dan pengembangan strategi program 
pengembangan masyarakat tahun 2018 – 2022, dijelaskan bahwa pelaksanaan 
program pengembangan masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat 
setempat.  
Menurut informan yang diteliti bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur 
memberikan manfaat yang tinggi bila dibanding dengan sektor lainnya, yaitu 
presentasi responden yang menyatakan sebesar 55% untuk sektor pendidikan 
dan 52% untuk sektor infrastruktur (EMCL, 2019). 
Kemudian jika melihat pada kesesuaian program tersebut dengan 
kebutuhan masyarakat itu sendiri, program tersebut dirasakan juga sudah sesuai. 
Dimana responden yang menyatakan sudah sesuai sebesar 42% untuk sektor 
pendidikan dan 51% untuk sektor infrastruktur. Hal ini bisa diartikan bahwa 
program pengembangan masyarakat pada sektor kesehatan dan infrastruktur 
sudah sesuai dengan kebutuhan masyakat sekitar wilayah operasi (EMCL, 2019). 
Dalam penelitian ini, Universitas Brawijaya Malang meneliti pelaksanaan 
program pengembangan masyakat EMCL di 20 desa sebagai sampling dengan 
melibatkan 324 responden, tersebar di kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten 
Tuban, Jawa Timur.  
Adapun jumlah program yang diteliti sebanyak 18 program, meliputi : PBG 
Bojonegoro, PBG Tuban, Pendidikan Karakter (PAUD), Model Belajar Berbasis IT, 
Penghidupan Masyarakat Melalui Pengelolaan SDA yang mandiri dan 
berkelanjutan, Taruna Bangga Usaha II, PIB (pusat inkubasi bisnis), Rintisan 
Biogas, Batik Bojonegoro, Grameen Bank, Pelatihan Ketrampilan, Supralink, 
KBSR (kandang belajar sapi rakyat), Air Bersih, Penguatan Posyandu, 





Berangkat dari penjelasan diatas, tesis dengan judul “Identifikasi Faktor 
Kritikal Program Pengembangan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan 
Kelancaran Operasional Perusahaan (Studi Pada Wilayah Kerja ExxonMobil 
Cepu Limited di Kabupaten Bojonegoro)” akan menggunaan metode kualitatif 
studi kasus dengan teknik wawancara yang mendalam (in-depth-interview) yang 
diharapkan dapat menjelaskan fokus penelitian ini. Hal ini berpijak pada pendapat 
Creswell (2007) yaitu: 
“….qualitative research in an inquiring process of understanding based on 
district methodological tradition of inquiry that explores a social or human problem. 
The research build a complex, analysis words, holistic picture, report views of 
informan, and conduct the study in a natural setting” 
Pada dasarnya penelitian kualitatif ini akan diarahkan pada penggunaan 
metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Sayekti, 1986) 
yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif, disebut dengan case study 
ataupun qualitative, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala 
sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut dikemukakan 
pendapat dari Moh. Surya dan Djumhur yang menyatakan bahwa studi kasus 
dapat diartikan sebagai suatu teknik mempelajari seseorang individu secara 
mendalam untuk membantunya memperoleh penyesuaian diri yang baik. 
Dalam judul penelitian ini juga terkait dengan faktor kritikal, dimana 
dijelaskan bagaimana setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan Program 
Pengembangan Masyarakat memahami dengan baik program tersebut. Semisal 
apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, sudah mampu membantu mensejahterakan 
masyakat, maupun membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan.  
Faktor kritikal juga terkait dengan cara bagaimana berpikir kritis terhadap 





dan cara berpikir secara teratur, serta secara sistematis guna memahami informasi 
yang secara mendalam. Kemudian membentuk sebuah keyakinan tentang 
kebenaran dari informasi tersebut yang didapatkan atau pendapat-pendapat yang 
telah disampaikan. Proses aktif menunjukkan bahwa keinginan dan atau 
semangat guna menemukan jawaban serta mencapai pemahaman (Hendra 
Surya, 2013:159). 
1.2 Fokus Penelitian 
Menurut Carrol (1999) dan Stone (2001) bahwa kinerja CSR tidak 
menjamin baik-buruknya hubungan perusahaan dengan stakeholder, namun dari 
kinerja ini terlihat komitmen, kebijakan dan tindakan perusahaan terhadap 
stakeholder atau khususnya terhadap masyarakat sekitar. 
Kemudian pada sisi yang lainnya, kebutuhan untuk mendapatkan ijin sosial 
dalam suatu operasi perusahaan baru-baru ini berada pada peringkat ketiga pada 
daftar sepuluh tantangan industri teratas (Ernst dan Young, 2015). Kemudian 
Mapstone (2017) menjelaskan bahwa ijin sosial atau social lisence to operate terus 
menjadi yang terdepan dan utama dalam wacana baik industri ekstraktif maupun 
industri dalam pengelolaan sumber daya alam lebih luas. Social license to operate 
dapat didefinisikan sebagai tingkat penerimaan masyarakat yang berkelanjutan 
oleh pemangku kepentingan, di berbagai tingkatan, yang dapat dicabut pada 
setiap tahap siklus hidup proyek berdasarkan perubahan persepsi, dan 
mencerminkan hubungan antara perusahaan dan eksternal pemangku 
kepentingan (Franks et al., 2010). 
Model pelaksanaan program pengembangan masyarakat (PPM) 
diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat 
dan pembangunan desa di sekitar wilayah operasi dengan adanya keberadaan 
ExxonMobil Cepu Limited di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. 





setempat, pemetaan kebutuhan, koordinasi dengan stakeholder dan pemerintah 
setempat. 
Menurut pendapat Strauss dan Corbin (2003), penetapa fokus penelitian 
harus dilakukan dengan tujuan untuk: 1) membatasi studi atau membatasi bidang 
inquiry (penyelidikan) dalam penelitian, 2) untuk menentukan kriteria-kriteria dalam 
memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. 
Sehingga fokus penelitian ini ditetapkan pada: 
Pertama, mengidentifikasi faktor kritikal pelaksanaan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berdampak terhadap peningkatan 
kelancaran operasional perusahaan melalui pandangan hidup masyarakat, tokoh 
dan stakeholder di sekitar wilayah eksplorasi migas. Yaitu di Desa Gayam, 
Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Ngraho dan Sudu dalam menjelaskan 
pelaksanaan PPM EMCL selama ini. 
Kedua, penelitian ini juga melakukan pengkajian terhadap langkah 
perusahaan dalam meningkatkan PPM yang berorientasi pada peningkatan tujuan 
strategik perusahaan. Langkah yang dilakukan perusaan tentunya juga harus 
terkonfirmasi pada data dan fakta lapangan yang didapatkan selama penelitian. 
1.3 Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti lebih 
mendalam dengan mengajukan pertanyaan utama sebagai rumusan masalah 
yaitu :  
1. Bagaimana faktor kritikal pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan?  
2. Bagaimana langkah perusahaan dalam meningkatkan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada 





1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitan ini memiliki tujuan 
sebagai berikut :  
1. Mengidentifikasi faktor kritikal Program Pengembangan Masyarakat 
(PPM) EMCL yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan.  
2. Mendeskripsikan langkah perusahaan (EMCL) dalam meningkatkan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada 
strategic. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini, maka peneliti menyajikan manfaat penelitian ini, baik secara teoritis 
(kontribusi kepada keilmuan) maupun secara praktis (kontribusi kepada 
masyarakat umum) yang dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Manfaat Teroritis 
1. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan sumbangsih 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terus 
berkembang dari waktu ke waktu, khususnya ilmu manajemen pada 
peminatan manajemen strategik. Bagaimana penerapan Corporate 
Social responsibility (CSR) atau istilah lainnya, seperti istilah 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang biasa disebut 
dalam industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. 
2. Menerangkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam 
perencanaan dan pelaksanaan CSR/PPM di perusahaan yang 
bergerak di bidang minyak dan gas bumi, dimana dalam 






3. Berkontribusi dalam konsep pelaksanaan dan pengkajian 
CSR/PPM yang menyesuaikan kondisi masyarakat setempat 
dengan memperhatikan faktor suistainability dari sebuah 
CSR/PPM. 
b. Manfaat Praktis  
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data yang lebih 
lengkap dan terukur dari pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) terhadap peningkatan kelancaran operasional 
perusahaan di Lapangan Banyuurip, Bojonegoro, yang dioperatori 
oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).  
2. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak manajemen 
ExxonMobil Cepu Limited. (EMCL) dalam menyusun strategi 
pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di 
sekitar wilayah operasinya.  
3. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk 
mengukur hubungan pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) di perusahaan Migas dengan dukungan 






2.1 Landasan Teori 
Berikut ini penjelasan secara teori tentang beberapa hal yang menjadi 
fokus dalam penelitian ini. 
2.1.1 CSR atau TJSP 
CSR (corporate social responsibility) atau dalam bahasa Indonesia disebut 
TJSP (tanggung jawab sosial perusahaan) merupakan bentuk tanggung jawab 
perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, baik di internal 
perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Diantaranya adalah konsumen, 
karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek 
operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  
Hal itu sejalan dengan definisi dari World Business Council for Sustainable 
Development (2009) yang mengartikan tentang CSR merupakan komitmen 
berkelanjutan oleh perusahaan untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi 
kepada pengembangan ekonomi masyarakat setempat, disamping peningkatan 
taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. 
Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan 
berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam 
melaksanakan kegiatannya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata 
dalam aspek ekonomi : keuntungan atau deviden. Namun diharapakan juga harus 
menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya 
tersebur. Sehingga bisa dikatakan sebagai kontribusi perusahaan kepada tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan dengan menggunakan manajemen dampak, 
yaitu meminimalisasi dampak negatif dan memaksimisasi dampak positif terhadap 
seluruh pemangku kepentingannya. 
22 
 
Sebagaimana Carroll, (1991) menjelaskan bahwa CSR digambarkan 
menggunakan piramida CSR seperti dibawah ini. 
Gambar 2.1 
Piramida Corporate Social Responsibility (CSR) 
 
Pada piramida paling atas, Carroll (1991), terdapat Filantropic 
Responsibilities yaitu tanggung jawab filantropi semata-mata diinginkan 
perusahaan tanpa diminta atau diharapkan. Menjadikan mereka 'kurang penting 
daripada tiga kategori lainnya'. Walaupun bukan tanggung jawab dalam arti kata 
sebenarnya, ini dipandang sebagai tanggung jawab karena mencerminkan 
harapan bisnis saat ini oleh publik. Sifat dan jumlah kegiatan ini bersifat sukarela, 
hanya dipandu oleh keinginan bisnis agar terlibat dalam kegiatan sosial yang tidak 
diamanatkan, tidak diharuskan oleh peraturan, dan umumnya tidak diharapkan 
dari bisnis dalam arti etis. Walau demikian, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa 
bisnis akan "memberikan kembali," dan dengan demikian kategori ini telah menjadi 
bagian dari kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat. Kegiatan semacam itu 
dapat mencakup pemberian perusahaan, sumbangan layanan dan produk, 
kesukarelaan karyawan, kemitraan dengan organisasi lain dan pemerintah 
daerah, serta segala bentuk keterlibatan sukarela lainnya dari organisasi dan 
karyawannya dengan masyarakat atau stakeholder lainnya. 
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Kemudian tentang Ethical Responsibilities atau tanggung jawab etis ini 
harus dipenuhi perusahaan untuk melakukan apa yang adil dan benar. Bahkan 
ketika perusahaan tidak dipaksa untuk melakukannya oleh kerangka 
peraturan/hukum. Tanggung jawab etis ini dibutuhkan untuk merangkul kegiatan 
dan praktik yang diharapkan dan atau dilarang oleh masyarakat meskipun hukum 
itu tidak dikitabkan menjadi undang-undang. Tanggung jawab etis menjadikan 
ruang lingkup penuh norma, nilai, standart serta harapan yang mencerminkan apa 
yang karyawan, pemegang saham, konsumen dan masyarakat anggap sebagai 
adil dan konsisten dengan penghormatan atau perlindungan terhadap hak moral 
stakeholder.  
Pada piramida Legal Responsibilities, Carroll (1991) mengemukakan 
bahwa kepuasan pada tanggung jawab hukum diperlukan dari semua perusahaan 
yang ingin bertanggung jawab secara sosial. Seperti halnya masyarakat telah 
menyetujui sistem ekonomi dengan mengizinkan kegiatan bisnis dilakukan untuk 
mengambil peran produktif yang disebutkan sebelumnya, sebagai pemenuhan 
sebagian dari kontrak sosial, bahkan telah menetapkan aturan dasar/undang-
undang, dimana kegiatan bisnis diharapkan beroperasi. Tanggung jawab hukum 
menggambarkan pandangan masyarakat tentang "codified ethics/etika 
terkodifikasi" dalam artian bahwa mereka mewujudkan gagasan dasar tentang 
praktik yang adil seperti yang diputuskan oleh peraturan yang berlaku. 
Pada piramida paling bawah, Economic Responsibilities atau tanggung 
jawan ekonomi menurut Carroll (1991), kepuasan tanggung jawab ekonomi 
diperlukan dari semua shareholder yang menuntut pengembalian investasi yang 
wajar. Karena memiliki karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan 
kemudian dibayarkan dengan adil. Mereka memiliki pelanggan yang menuntut 
barang yang berkualitas terbaik dengan harga yang tentunya wajar. Ini adalah 
alasan mengapa kegiatan bisnis didirikan di masyarakat. Dengan demikian 
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tanggung jawab utama perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi 
dengan baik dan tetap dalam kegiatan bisnis. 
Kalau menurut Kotler dan Lee (2005) terdapat enam model CSR yang dapat 
diterapkan di perusahaan, yaitu: Cause Promotion, Cause Related Marketing, 
Coporate Social Marketing, Corporate Philanthropy, Community Volunteering, dan 
Socially Responsible Business Practice. 
Cause Promotion seperti yang diterangkan oleh Kotler (2005:23): “The 
corporation may initiate and manage the promotion on its own”. Dimana 
perusahaan dapat memulai dan mengelola kegiatan promosinya sendiri. Tujuan 
dari kegiatan ini : 
1. Building awareness and concern. Perusahaan berusaha membangun 
sebuah kesadaran dan kepedulian pada masyarakat dengan 
menampilkan faktda dan data statistik, seperti mempublikasikan angka 
gizi buruk di Indonesia 
2.  Persuading people to find out more. Perusahaan terus berupaya menarik 
minat warga masyarakat untuk mengetahui persoalan sosial yang 
diangkat dalam dengan brosur, tool kit dan web atau media terkait 
lainnya. 
Cause Related Marketing (CRM) merupakan model kegiatan CSR yang 
memungkinkan potensi bergabungnya pelanggan baru melalui pelaksanaan 
kegiatan tersebut, terjangkaunya ceruk pasar (market niche) tertentu dan dapat 
meningkatkan jumlah penjualan barang dari perusahaan serta membangun 
identitas merek yang positif di mata konsumen atau pelanggan. Tahapan dalam 
melaksanakan program model CRM sebagaimana dalam Kotler (2005:111-112): 
“beginning with a situation assessment, setting objectives and goals, selecting 
target audiences, determining the marketing mix and developing budget, 
implementation, and evaluation plans”. (Diawali dengan melaksanakan 
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assessment atau penilaian terhadap situasi yang ada, kemudian menetapkan 
tujuan, memilih target atau audiens, dan pada akhirnya melakukan kalkulasi 
terhadap rencana pemasaran, rencana biaya, serta rencana pelaksanaan dan 
evaluasi). 
Corporate Social Marketing (CSM) yaitu perusahaan mengembangkan 
serta melakukan kegiatan kampanye untuk merubah perilaku warga dengan tujuan 
meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan masyarakat, menjaga 
kelestarian lingkungan alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Kampanye model CSM lebih banyak terfokus pada perubahan perilaku yang 
berkaitan dengan beberapa isu yakni perlindungan terhadap kecelakaan/kerugian, 
kesehaan, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat (Kotler dalam Solihin: 2009). 
Kelebihan yang diperoleh oleh perusahaan melalui program model CSM tersebut, 
meningkatnya penguatan merek atau brand positioning perusahaan di mata 
pelanggan, mendorong pada peningkatan penjualan, mendorong pada 
antusiasme partner perusahaan untuk mendukung program ini, serta memberikan 
dampak yang nyata pada perubahan sosial masyarakat. 
Corporate Philanthropy memberikan kontribusi langsung secara cuma-
cuma (charity) dalam bentuk sumbangan, hibah tunai dan sejenisnya. 
Sebagaimana diterangkan oleh Kotler (2005: 144): Merupakan tindakan dari 
perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat, sebagian dari 
kekayaannya sebagai ungkapan rasa terimakasih atas kontribusi yang diberikan 
masyarakat. 
Community Volunteering. Perusahaan memberikan dukungan serta 
mendorong para karyawan, rekan pedangan eceran atau para pemegang 
franchise untuk menyisihkan waktu yang dimiliki secara sukarela guna membantu 
organisasi-organisai pada masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi 
sasaran dari program. 
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Keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari kegiatan Community 
Volunteering, dapat terciptanya relasi yang tulus antara perusahaan dengan 
masyarakat sekitar, kemudian juga memberikan kontribusi terhadap tujuan 
perusahaan serta meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan (Rahmatulah, 
2011). 
 Socially Responsible Business Practice (SRBP) seperti yang 
disampaikan oleh Kotler (2005:208) bahwa: “where the corporation adapts and 
conducts discretionary business practices and investments that support social 
causes to improve community well being and protect the environment”. Dimaknai 
bahwa praktek bisnis dimana perusahaan melaksanakan investasi yang 
mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan melindungi lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut mencakup 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Designing facilities, membangun fasilitas yang sesuai dengan standar 
keamanan yang telah direkomendasikan.  
2. Developing process improvements. Mengembangkan aktivitas 
pengurangan sampah dan mengolahnya kembali.  
3. Discontinuing product offerings. Menghentikan penawaran pada produk 
yang membahayakan kesehatan manusia. 
4. Choosing manufacturing and packaging materials. Memilih pemasok 
material yang menggunakan bahan ramah lingkungan. 
5. Developing programs to support employee well being. Mengembangkan 
berbagai kegiatan untuk menunjang terciptanya kesejahteraan 
karyawan. 
Dalam panduan lebih lanjut tentan tanggung jawab sosial yaitu menurut 
ISO 26000 tentang Guidance on social responsibility, suatu referensi/ukuran yang 
memuat panduan perilaku tanggung jawab sosial bagi organisasi guna 
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berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Standar ini telah 
dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tanggal 
1 November 2010 yang lalu,  yang terdiri 7 prinsip, dari 6 bab, 7 subjek inti, 2 
praktik dasar, 36 isu, dan 6 praktik integrasi pada tanggung jawab sosial 
organisasi. ISO 26000 adalah tanggapan terhadap semakin maraknya perhatian 
masyarakat internasional terhadap isu tanggung jawab sosial perusahaan. 
Bab enam ISO 26000 menerangkan subjek inti dan isu yang berhubungan 
dengan tanggung jawab sosial. Pada tiap subjek mengandung informasi mengenai 
lingkup, kemudian kaitannya dengan tanggung sosial, prinsip dan juga 
pertimbangan terkait, serta kegiatan dan harapan untuk subjek tersebut. Dibawah 
ini ketujuh subjek inti yang dibahas dalam ISO 26000: 
1. Tata kelola organisasi atau organizational governance: sistem 
pengambilan keputusan dan penerapan perusahaan dalam rangka 
pencapaian tujuannya. 
2. Hak asasi manusia atau human rights: hak dasar yang berhak dimiliki 
oleh semua orang sebagai manusia, yang diantaranya mencakup hak 
politik, sipil, sosial, ekonomi, dan budaya. 
3. Praktik ketenagakerjaan atau labour practices: segala praktik dan 
kebijakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang 
dilaksanankan didalam atau atas nama perusahaan. 
4. Lingkungan atau the environment: dampak kegiatan dan keputusan 
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. 
5. Prosedur operasi yang wajar atau fair operating procedures: perilaku 




6. Isu konsumen atau consumer issues: tanggung jawab perusahaan 
terhadap penyedia barang atau jasa pada konsumen dan 
pelanggannya. 
7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat atau community 
involvement and development: hubungan organisasi terhadap 
masyarakat sekitar wilayah operasinya. 
2.1.2 Peraturan CSR atau TJSP Migas di Indonesia 
Dasar hukum beserta referensi perusahaan Migas di Indonesia dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau dikenal dengan 
program pengembangan masyarakat (PPM) mengacu pada beberapa peraturan. 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) maupun perusahaan Migas lainnya (disebut 
K3S – Kontraktor Kontrak Kerjasama) melaksanakannya berdasarkan peraturan 
sebagai berikut: 
1. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada pasal 
11 Ayat 3 UU tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu yang 
dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan 
Pelaksana (sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi - SKK Migas) mewajibkan memuat 
ketentuan-ketentuan pokok atau utama yang salah satunya mengenai 
pengembangan masyarakat sekitar. Serta jaminan hak-hak 
masyarakat adat. Kemudian, di Pasal 40 pada ayat 5 disebutkan 
bahwa BU (badan usaha) atau BUT (bentuk usaha tetap) yang 
melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik di hulu 
maupun hilir, ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan 
masyarakat setempat dan lingkungan. 
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2. Kemudian PP Nomor 27 tahun 2017 (perubahan atas PP No. 79 tahun 
2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan 
pajak penghasilan bidang usaha minyak dan gas bumi).  
3. PP Nomor 34 tahun 2005 (perubahan atas PP No. 35 tahun 2004). 
Pasal 72, 74, 76 dan Pasal 88 huruf i tentang pengembangan 
lingkungan dan masyarakat setempat. Kemudian pada pasal 97 huruf 
huruf g tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat 
setempat. Serta pada pasal 98 huruf j tentang pengembangan 
lingkungan masyarakat setempat. 
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 
membahas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pada Perseroan 
Terbatas (“PP 47/2012”). Untuk EMCL tidak mengacu pada peraturan 
tersebut. Hal ini dikarenakan EMCL bukan Perseroan Terbatas (PT), 
namun Badan Usaha Tetap (BUT). 
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan 
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 
Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini 
secara unum digunakan pada perusahaan BUMN di Indonesia. 
6. Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 017/PTK/iii/2005 
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7. PTK 017 – Buku Kesatu – Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media 
revisi – 01. Nomor : PTK-017/SKKMA0000/2018/S0 
8. PTK 017 – Buku Kedua – Pengelolaan Pemangku Kepentingan revisi 
– 01. Nomor : PTK-017/SKKMA0000/2018/S0 
9. PTK 017 – Buku Ketiga – Pengembangan Masyarakat revisi – 01. 
Nomor : PTK-017/SKKO0000/2018/S0 
2.1.3 Dampak dan Ijin Sosial (social licence to operate) 
Keberadaan suatu perusahaan di tengah tengah masyarakat tentunya 
akan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga kita 
perlu memahami dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan tersebut.  
Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, yaitu 
pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh 
sendiri merupakan daya yang ada dan kemudian timbul dari sesuatu (bisa orang 
atau benda) yang ikut membentuk kepercayaan, watak ataupun perbuatan 
seseorang. Pengertian yang lain, pengaruh merupakan suatu keadaan dimana 
ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 
mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online, 2018).  
Dampak sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau 
akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan biasanya 
mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak negatif maupun positif. Dampak 
juga bisa menjadikan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan 
internal. Seorang pemimpin yang handal sudah barang tentu bisa memprediksi 
jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah kebijakan yang akan diambil.   
Selain menjelaskan tentang dampak (baik positif maupun negative), 
peneliti juga perlu menjelaskan tentang ijin sosial atau Social licence to operate 
(SLO) yang diasumsikan menjadi sesuatu yang lebih mahal daripada aturan atau 
ijin yang berlaku pada umumnya. Karena sulit untuk diukur berdasarkan ukuran-
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ukuran formal yang berlaku. Sehingga dukungan dari masyarakat dan stakeholder 
terkait menjadi sangat penting bagi keberadaan sebuah industri. Apalagi industri 
ektraktif. Seperti EMCL yang menjadi operator Blok Cepu, dimana sekitar wilayah 
operasinya sudah lebih dulu bermukim puluhan desa dan ratusan ribu warga 
masyarakat. 
Kebutuhan untuk mendapatkan ijin sosial dalam suatu operasi perusahaan 
baru-baru ini berada pada peringkat ketiga pada daftar sepuluh tantangan industri 
teratas (Ernst dan Young, 2015). Kemudian Mapstone (2017) menjelaskan bahwa 
isu tersebut terus menjadi yang terdepan dan utama dalam wacana baik industri 
ekstraktif maupun industri dalam pengelolaan sumber daya alam lebih luas. Social 
license to operate dapat didefinisikan sebagai tingkat penerimaan masyarakat 
yang berkelanjutan oleh pemangku kepentingan, di berbagai tingkatan, yang dapat 
dicabut pada setiap tahap siklus hidup proyek berdasarkan perubahan persepsi, 
dan mencerminkan hubungan antara perusahaan dan eksternal pemangku 
kepentingan (Franks et al., 2010). 
Didalam social licence to operate, banyak tingkatan yang melingkupinya. 
Hal ini penting sekali bagi perusahaan untuk mengetahui di posisi mana 
keberadaannya diterima oleh masyarakat sekitar, diterima oleh stakeholder terkatr 
dan pemerintah lokal setempat. Posisi tersebut memang tidak bisa bersifat 
permanen, hari ini dan besok, maupun seterusnya bisa selalu berubah-rubah. 
Tergantung situasi dan kondisi saat itu berlangsung. Namun perusahaan pastinya 
akan mempertahankan posisi terbaiknya dalam hubungan ini, karena dengan 
posisi terbaik itulah dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasional 
perusahaan akan terjaga. Untuk menjaganya, biasanya perusahaan memiliki 
strategi lewat social mapping dan stakeholder mapping. Nampak dibawah ini 




Gambar 2.2  












Sumber : Boutilier and Thomson (2011) 
Secara lebih rinci, Boutilier and Thomson (2011) menjelaskan komponen 
normatif social license to operate diatas sebagai berikut : 
Social Legitimacy. Legitimasi sosial didasarkan pada norma-norma yang 
telah ada, norma-norma masyarakat, yang mungkin legal, sosial dan budaya dan 
bersifat formal dan informal. Perusahaan harus mengetahui dan memahami 
norma-norma komunitas dan dapat bekerja dengan mereka karena mereka 
mewakili “aturan permainan” lokal. Kegagalan melakukan hal itu berisiko ditolak. 
Dalam praktiknya, dasar awal untuk legitimasi sosial berasal dari keterlibatan 
dengan semua anggota masyarakat dan memberikan informasi tentang proyek, 
perusahaan dan apa yang mungkin terjadi di masa depan dan kemudian 
menjawab setiap dan semua pertanyaan. 
Credibility. Kapasitas untuk dapat dipercaya sebagian besar diciptakan 
dengan secara konsisten memberikan informasi yang benar dan jelas dan dengan 
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mematuhi setiap dan semua komitmen yang dibuat untuk masyarakat. Kredibilitas 
seringkali ditetapkan dan dipelihara dengan baik melalui penerapan perjanjian 
formal dimana aturan, peran, dan tanggung jawab perusahaan dan masyarakat 
dinegosiasikan, ditetapkan, dan dikonsolidasikan. Kerangka kerja seperti itu 
membantu mengelola harapan dan mengurangi risiko kehilangan kredibilitas 
dengan dianggap sebagai pelanggaran dari janji yang dibuat, sebuah situasi yang 
umum di mana hubungan belum didefinisikan dengan benar. Tips bagi karyawan 
perusahaan : hindari membuat komitmen verbal karena, tanpa adanya catatan 
resmi, ini selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali di kemudian hari. 
Trust. Kepercayaan atau kesediaan untuk percaya terhadap tindakan 
orang lain, adalah kualitas hubungan yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu 
dan upaya untuk menciptakannya. Kepercayaan sejati berasal dari pengalaman 
bersama. Tantangan bagi perusahaan adalah melampaui transaksi dengan 
masyarakat dan menciptakan peluang untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan 
menghasilkan pengalaman bersama dimana kepercayaan dapat tumbuh. 
Keberadaan sebuah industri di sebuah wilayah, tentunya diharapkan 
memberikan dampat positif baik secara langsung kepada masyarakat sekitar 
melalui multiplayer effect yang ditimbulkan maupun tambahan pendapatan 
keuangan untuk negara dan daerah. Termasuk didalamnya adalah program 
pengembangan masyarakat yang diterima oleh masyarakat sekitar perusahaan. 
Secara umum, perusahaan Migas ataupun industri ekstraktif di Indonesia 
melakukan kompromi strategi dalam pelaksanaan CSR; memadukan konsep CSR 
dan ijin sosial (social license to operate) agar diterima oleh masyarakat sekitar. 
Pelaksanaan program kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk 
menyelesaikan berbagai masalah, mengurangi potensi konflik yang berkembang 
antara perusahaan dengan masyarakat sebelum menjadi konflik yang terbuka. 
Termasuk membantu mengurangi persoalan dasar masyarakat sekitar.  
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2.1.4 Pengembangan Masyarakat  
Pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah model 
pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh 
warga masyarakat. PBB (1955) sendiri mengartikan pengembangan masyarakat 
sebagai berikut: “………….sebagai suatu proses yang dirancang untuk membuat 
kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat untuk 
partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa atau inisiatif 
masyarakat itu sendiri”. Kemudian Tropman, dkk (1993) menjelaskan, bahwa : 
"….locality development merupakan suatu cara dalam memperkuat warga 
masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar 
mampu melaksanakan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula”. 
Menurut Jim Ife (1995) community development mempunyai 22 prinsip. 
Satu prinsip dengan prinsip yang lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi. 
Prinsip-prinsip ini diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses atau tidaknya 
suatu kegiatan Pengembangan Masyarakat dan dianggap konsisten dengan 
semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis. Prinsip tersebut mendasari 
pendekatan Pengembangan Masyarakat bagi semua praktik kerja masyarakat, 
yaitu : 
 Integrated development. Pengembangan masyarakat harus mencakup 
aspek ekonomi, polik, sosial, lingkungan, budaya dan personal atau 
spiritual.  
 Confronting structural disadvantage. Struktural sosial pada masyarakat 
yang menghambat dan tidak menguntungkan perkembangan masyarakat 
yang dihilangkan.  
 Human rights. Perlindungan dan promosi hak asasi manusia 
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 Sustainability. Penggunaan sumber daya yang terbarukan daripada tidak 
terbarukan.  
 Empowerment. Menyediakan kesempatan, pengetahuan, sumber dan 
keterampilan untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat untuk 
menentukan masa depannya sendiri, serta berpartisipasi dalam dan 
mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. 
 The personal and the political. Permasalah pribadi dan publik saling 
berkaitan. 
 Community ownership. Aset masyarakat bersama perlu untuk 
perkembangan. 
 Self-reliance. Masyarakat agar berusaha untuk menggunakan sumber 
daya yang dimiliknya daripada tergantung kepada dukungan pihak lainnya. 
 Independence from state. Sebisa mungkin tidak tergantung kepada 
sumber-sumber yang diberikan oleh negara, tentunya agar dapat 
mengontrol negara.  
 Immadiate goals and ultimate visions. Tujuan yang cepat perlu untuk 
segera dipenuhi, tapi tidak mengabaikan visi jangka panjang. Pemenuhan 
tujuan cepat dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang.  
 Organic development. Masyarakat yang bersifat organis, artinya memiliki 
kapasasitasnya sendiri untuk berkembang dan menggantungkan pada 
lingkungannya. Pengembangan masyarakat adalah proses yang komplek 
dan dinamis; diperlukan seni.  
 The pace of development. Masyarakat tidak dapat dipaksa untuk berubah 
secara cepat; masyarakat mempunyai kecepatannya sendiri.  
 External expertise. Penggunaan skill yang berasal dari luar harus 
memperhatikan sifat unik dari masyarakat lokal (local context).  
36 
 
 Communtiy building. Pengembangan masyarakat harus berusaha 
mencapai penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, kebersamaan 
dengan warga, membantu masyarakat untuk berkomunikasi satu dengan 
yang lainnya dapat menimbulkan adanya interaksi, kesepahaman dan 
pada akhirnya tindakan sosial secara bersama.  
 Process and outcome. Proses akan menentukan hasil. 
 The integrity of process. Proses yang terjadi pada pengembangan 
masyarakat harus dapat mencakup teknik, motode, pendekatan serta lain-
lain yang terpadu dan saling mendukungnya.  
 Non-violence. Pengembangan masyarakat tidak dilaksanakan dengan 
cara-cara pemaksana atau kekerasan.  
 Inclusiveness. Proses dapat mencari cara ”to include” dari ”to exclude”, 
semua orang kiranya dapat dihargai walupun mereka berlawanan dan 
tentunya diberikan kesempatan merubah kedudukannya tanpa harus 
”kehilangan muka”. 
 Consensus. Proses pengembangan masyarakat dilaksanakan atas dasar 
konsensus atau ada kesepakatan bersama.  
 Cooperation. Dalam proses pengembangan masyarakat, harus mengatasi 
masalah secara bersama-sama mereka.  
 Participation. Pengembangan masyarakat dapat selalu berupaya 
memaksimalkan keterlibatan dengan tujuan membuat semua orang terlibat 
secara aktif dalam proses kegiatannya.  
 Defining need. Pengembangan masyarakat dapat mencapai kesepakatan 
mengenai kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Definisi kebutuhan 
masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.  
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Pada industri minyak dan gas bumi di Indonesia, kegiatan pengembangan 
masyarakat tentunya menjadi salah satu prioritas yang dilakukan setiap 
perusahaan dalam mengembangkan masyarakat sekitar wilayah operasinya. 
Termasuk ExxonMobil Cepu Limited. yang menjadi operator Lapangan Banyu Urip 
di Blok Cepu Kabupetan Bojonegoro, Jawa Timur. 
Dalam PTK (pedoman tata kerja) 017 – Buku Ketiga – Pengembangan 
Masyarakat revisi – 01. Nomor : PTK-017/SKKO0000/2018/S0 yang diterbitkan 
oleh SKKMigas dijelaskan bahwa Program Pengembangan Masyarakat (“PPM”) 
adalah program yang dilaksanakan oleh KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) 
secara sistematis dan terencana di daerah operasi kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi sebagai langkah mitigasi sosial, ekonomi, dan budaya untuk 
mendukung kegiatan operasi agar berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan 
sosial, keamanan, dan lingkungan, sekaligus untuk meningkatkan kemandirian 
masyarakat melalui program pemberdayaan yang terencana dan strategis (poin 
5.3). 
Dalam menjalankan PPM yang menjadi prioritas sasaran adalah daerah 
operasi. Dimana dalam poin 5.4 dijelaskan yang dimaksud dengan daerah operasi 
adalah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan industri hulu minyak dan 
gas bumi. Sehingga daerah operasi ExxonMobil Cepu Limited. adalah wilayah 
Blok Cepu yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di Jawa Timur dan 
Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Dan biasanya yang menjadi prioritas adalah 
desa-desa yang paling dekat dengan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. 
2.1.5  Operasional  
Operasional merupakan kegiatan utama bisnis dari sebuah perusahaan, 
baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Menurut Pramono (2007) kegiatan 
ini dihitung berdasarkan hasil penjualan barang atau jasa dikurangi dengan biaya 
produksi, biaya penjualan dan biaya rutin lainnya seperi biaya listrik, biaya gaji, 
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biaya telepon dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan operasional adalah 
kegiatan inti dari suatu bisnis ataupun organisasi untuk menghasilkan pendapatan 
serta untuk terus menjalankan aktivitas bisnisnya. 
Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahaw kegiatan operasional 
merupakan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada 
pada sebuah perusahaan agar dapat terlaksana rencana-rencana startegis untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Mulai dari pengaturan sumber daya manusia, 
kegiatan administrasi, pengelolaan bahan baku, proses produksi dan kegiatan 
lainnya yang setiap hari dilaksanakan oleh perusahaan. Satu kegiatan dengan 
kegiatan yang lainnya sama-sama memegang peranan penting. Jika salah satu 
kegiatan tidak terlaksana atau kurang terlaksana, maka akan berpengaruh pada 
kegiatan yang lainnya. 
Dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan harus dikelola 
dengan baik atau dalam arti lain adalah adanya manajemen operasional. Menurut 
Herjanto (2003:2) manajemen operasional adalah suatu proses yang 
berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen 
untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka 
mencapai tujuan. 
2.1.6  Stakeholder  
Dalam buku Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural 
Resources Management, Ramirez (1999) menjabarkan berbagai pendapat 
mengenai pengertian stakeholder ini. Beberapa definisi tersebut dikemukakan 
seperti Freeman (1984) yang mengartikan stakeholder merupakan indivisu atau 
kelompok yang bisa dipengaruhi atau memengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan 
tertentu. Kemudian Biset (1998) secara ringkas mendefinisikan stekeholder 




Menurut ISO 26000 SR, stakeholder didefenisikan “Individu atau kelompok 
yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” 
sedangkan menurut standard pengelolaan stakeholder AA1000 SES, definisinya 
adalah ”Kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, 
produk atau layanan, serta kinerja organisasi”. 
Sedangkan Smith dalam stakeholder theory the state of the art (2010: 24) 
membagi stakeholders menjadi dua yaitu primary stakeholder dan secondary 
stakeholder, sebagaimana di bawah ini:  
a. Stakeholder primer adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 
secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko. 
Contoh: pelanggan, pemasok, investor dan kreditor, karyawan, dan 
masyarakat.  
b. Stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang memiliki sifat 
hubungan yang saling memengaruhi namun kelangsungan hidup 
perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. 
Contoh adalah media, pemerintah, pesain, kelompok yang memiliki 
kepentingan khusus seperti perguruan tinggi dan LSM, dan 
sebagainya.  
Tabel 2.3 tentang peringkat stakeholder oleh Sybille Sachs dan Edwin 
Rühli dalam bukunya Stakeholders Matter (2011: 101), memberi peringkat kepada 
semua stakeholder berdasarkan tingkat kepentingannya. Dari posisi tersebut 
perusahaan bisa membuat strategi dan perencanaan, termasuk mengalokasi 
waktu dan tenaga kepada stakeholder mana perusahaan lebih 
memprioritaskannya. Sehingga pekerjaan perusahaan dalam membangun 





Tabel 2.3  
Peringkat Stakeholder 
Peringkat Stakeholder 
1  Pelanggan  
2  Karyawan  
3  Investor dan Pemilik Saham  
4  Masyarakat dan LSM  
5  Pembuat Regulasi  
6  Mitra Bisnis  
7  Pemerintah  
8  Pemasok  
9  Politisi  
10  Serikat Perusahaan  
Sumber: (Sybille Sachs dan Edwin Rühli, 2011) 
Selain pengelompokan di atas, stakeholder juga dikelompokkan ke dalam 
beberapa kelompok berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya. Busyra 
Azheri dalam Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory 
(2012: 115), membagi dalam beberapa kelompok yaitu:  
a. Stakeholder yang terorganisasi, stakeholder ini terhimpun dalam suatu 
organisasi atau kelompok tertentu, di mana pimpinan atau anggota 
yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya memberi pandangan dan 
sikap dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan 
perusahaan. Contohnya, pemerintah, serikat pekerja, perguruan 
tinggi.  
b. Stakeholder yang tidak terorganisasi, yaitu stakeholder individu yang 
tidak dapat diwakili dan mewakili pihak lain. Contohnya, masyarakat, 
pengamat, dan media.  
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c. Stakeholder yang terorganisasi semu, yaitu stakeholder yang memiliki 
organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan 
dalam pengambilan keputusan. Contohnya, lembaga atau organisasi 
masyarakat sipil dan LSM.  
Untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola stakeholder, maka 
diperlukan pengelompokan stakeholder. Gambar 2.1 menjelaskan tentang matrik 
atau kuadran sebagai acuan perusahaan dalam menyusun strategi dalam 
membangun hubungan dengan pemangku kepentingan terkait (stakeholder). 
Pada gambar tersebut ada empat kuadran untuk pengelompokan stakeholder 
yang kemudian dianalisa berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan pada influence 
(mempengaruhi) dan interest (kepentingan). Gambar ini lebih spesifik pada 
penjelasan stakeholder yang ada di industri hulu migas pada umumnya. Sehingga 
secara umum EMCL sebagai perusahaan hulu migas di Blok Cepu juga 
menggunakan stakeholder matrik tersebut dengan dikaitkan dengan stakeholder 
konkrit yang sebenarnya ada. Penjelasan masing-masing posisi sebagai berikut: 
- High – high : stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi. 
Mereka dapat memberikan pengaruh langsung pada operasi perusahaan 
karena memiliki kekuasaan dan kepentingan. Seperti lembaga pemberi ijin 
dan masyarakat lokal. 
- High – low : stakeholder dengan pengaruh tinggi tetapi memiliki 
kepentingan rendah. Mereka memiliki kekuasaan tetapi biasanya dibatasi 
oleh kuajiban dan aturan yang berlaku. Seperti polisi dan TNI. 
- Low – high : stakeholder dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki 




- Low – low : stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah. 
Seperti asosiasi professional dan kelompok usaha. 












Sumber : IraKoesno Cummunication, pelatihan EMCL 15-16 Agustus 2019. 
Bojonegoro. 
 
Dari kajian pustaka diatas yang membedah lebih mendalam tentang 
pemahaman tentang corporate social respinsibility (CSR), ISO 26000 yang 
memuat panduan CSR, peraturan-peraturan CSR di Indonesia, social lisence to 
operate, pengembangan masyarakat, operasional dan stakeholder, kemudian 
peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam antara satu konsep tersebut dengan 
konsep yang lainnya. Kemudian dihubungkan dengan keberadaan industri hulu 
migas yang berada di Blok Cepu, yang dioperatori oleh ExxonMobil Cepu Limited. 
Hal ini dikarenakan satu konsep dengan yang lainnya saling terhubung, sehingga 
faktor kritikal program pengembangan masyarakat dalam upaya peningkatan 




2.2 Kajian Empiris 
Sudah banyak penelitian yang dilakukan berbagai organisasi maupun 
individu mengenai CSR ataupun istilah lainnya sepeti Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) baik di industri Migas maupun pada industri lainnya, tentunya 
dengan tujuan, variabel, metode dan subyek penelitian yang berbeda beda. Hasil 
dari penelitian tersebut juga menunjukan hasil beragam, tergantung sudut 
pandang menilainya. Misalnya penelitian yang membahas tentang efektivitas CSR 
di sektor Migas dan batu bara. Terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda 
terhadap baik buruknya perusahaan dalam program CSR yang dilakukan. 
Mengelola persepsi yang baik akan membuat orang diluar perusahaan memiliki 
pandangan yang positif tentang perusahaan. Faktor CSR yang membawa citra 
positif perusahaan diantaranya, pelaksanaan CSR akan menjaga kestabilan 
lingkungan kerja, menjaga persepsi eksternal serta memastikan kesejahteraan 
karyawan. Namun juga dijelaskan bawah CSR yang dilakukan oleh perusahaan 
Migas sering mengalami kegagalan atau hambatan dikarenakan kurangnya 
masyarakat dilibatkan, kurangnya sumber daya manusia, sikap para staf 
perusahaan Migas yang hanya fokus pada solusi manajeria dan teknis (Frynas, 
2005). 
Dampak CSR terhadap kinerja bisnis juga dapat diukur dengan 
menggunakan sistem EFQM (European Foundation of Quality Management) yaitu 
menyediakan model yang berguna untuk menetapkan nilai faktor lunak yang 
sesuai untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Studi lebih lanjut bisa fokus pada 
penentuan anggaran CSR yang optimal yang akan memberikan infromasi yang 
berguna bagi perusahaan dalam perjuangan mereka untuk menyatukan CSR 
kedalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan (Kaufmann and Olaru, 2012). 
Asyari (2009) dalam penelitiannya pada PT. Newmon di Nusa Tenggara 
Barat menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR yang baik akan berdampak pada : 
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Terlaksananya seluruh program yang direncanakan; Terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang dinyatakan hendak dipenuhi dalam rencana program, 
terpeliharanya integrasi sosial masyarakat, program berhasil mendorong 
kemandirian masyarakat dan tidak menimbulkan ketergantungan, perusahaan 
secara umum diterima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, adanya 
pengakuan dari pemerintah dan pihak lain bahwa perusahaan telah berpartisipasi 
dalam pembangunan daerah. 
CSR harus dikelola dengan baik, mengkombinasikan kebutuhan dasar 
masyarakat dan untuk jangka panjang mengurangi kesenjangan antara harapan 
pemangku kepentingan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, CSR mampu 
membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar melalui 
interaksi antara aktor, sumber daya dan kegiatan (Vaaland and Heide, 2007). 
Sebuah penelitian dalam perusahaan MNC juga menunjukkan bahwa 
pelembagaan CSR dapat melayani masalah yang tepat. CSR dimaksudkan untuk 
mengatasi: mengejar tujuan ekonomi dengan tidak mengorbankan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan (Bondy, Moon and Matten, 2012). Termasuk 
bagaimana perusahan menguatkan posisi sebuah merek dalam pasar yang 
berkembang. Penguatan merek dapat dicapai dengan inisiatif CSR dan 
komunikasi yang baik dari inisiatif itu sendiri (Scharf, Fernandes and Kormann, 
2012).  
Penelitian yang dilakukan oleh Yam (2012) pada perusahaan properti di 
Malaysia menunjukkan bahwa sebagian besar pengembang memiliki tanggung 
jawab perusahaan (CSR), inisiatif sosial mereka di tempat dan ada variasi dalam 
pendekatan mereka dan proses pelaporan. Dari semua, kegiatan filantropi adalah 
sebagian besar dilaporkan secara luas diikuti oleh inisiatif sumber daya manusia. 
Meskipun sebagian besar perusahaan properti melaporkan praktik lingkungan 
mereka secara baik.  
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Terkadang beberapa perusahaan dituntut oleh masyarakat sekitar maupun 
stakeholder terkait dalam melaksanakan CSR tersebut. Seyogyanya perusahaan 
tidak perlu menanggapi reaktif dalam pelaksanaan CSR, juga tidak memaksakan 
implikasi strategis CSR. Hal ini menunjukkan bahwa kehati hatian dalam 
pelaksanaan CSR dalam konteks strategi perusahaan adalah harus dilakukan dan 
semakin perlu untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan 
saat ini (Galbreath, 2009). 
Menurut Ganescu (2012) CSR yang tepat adalah penting dalam 
pencapaian nilai tambah melalui penciptaan dan penguatan bisnis yang 
berkelanjutan pada beberapa tingkatan: mulai dari pemangku kepentingan 
(investor, pelanggan, pemasok, masyarakat, LSM, mitra dan distributor), 
kemudian pada tingkat organisasi (pangsa pasar, penjualan, modal intelektual, 
reputasi, brand), dan pada akhirnya di tingkat lingkungan. 
Pada stakeholder tertentu, CSR juga perlu diperjuangkan untuk 
kepentingan masyarakat yang lebih luas. Termasuk melalui sebuah peraturan 
CSR di tingkat lokal. Seperti penetian yang dilakukan oleh Shodikin (2016) di 
Kabupaten Bojonegoro. Perjuangan aliansi OMS (organisasi masyarakat sipil) 
untuk advokasi Perda CSR dipengaruhi oleh dua kondisi, yakni kondisi obyektif 
berupa permasalahan pengelolaan CSR di Bojonegoro dan kondisi subyektif 
berupa semangat membangun ‘kampung halaman’ daerah Bojonegoro. Namun 
ide perjuangan Aliansi tersebut menjadi bias, pihak Aliansi bersikukuh dengan isi 
draft Raperda usulannya, karena berisi besarnya kewenangan LSM lokal. 
Sementara pihak DPRD beranggapan bahwa Raperda CSR tersebut sarat 
kepentingan Aliansi, dan anggota DPRD sendiri juga memiliki kepentingan pribadi 
di dalam draft Raperda CSR tersebut.  
Pada kabupaten yang sama, yaitu kabupaten Bojonegoro dan rentang 
waktu yang relatif sama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2015) di 
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sekitar wilayah operasi ExxonMobil Cepu Limited. menjelaskan bahwa 
keberhasilan pelaksanaan program CSR dipengaruhi oleh partisipasi dalam 
perencanaan, berbasis kebutuhan, dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan 
program CSR. 
Namun dalam sisi penelitian yang lainnya, (Tuodolo, 2009) yang mengkaji 
kegiatan CSR perusahaan minyak Shell untuk mengembangkan masyarakat lokal 
dari daerah Delta Niger Nigeria. Dimana perusahaan tersebut dipersepsikan 
memiliki peran dalam kerusakan lingkungan dan sosial Ogoniland. Temuan 
penelitian di daerah Bonny, Olugbobiri, Okigbene, Odioma, Rumukpe, Ogbogoro, 
Olomoro, Joinkrama, dan Koluama, menceritakan kisah hubungan antara 
masyarakat lokal dan perusahaan multinasional hampir seragam, yaitu kisah 
kontra antara masyarakat dan perusahaan multinasional pada proses 
pembangunan dan bekerja dengan  melawan satu sama lain dalam cara yang 
kompleks dan kontradiktif. Ada gerakan pemuda/organisasi di Delta Niger terlibat 
dalam berbagai kegiatan perusahaan minyak multinasional, sementara tekanan 
dari masyarakat lokal kepada perusahaan multinasional untuk membuat 
kesepakatan yang lebih baik juga meningkat. Kasus protes, invasi fasilitas minyak, 
vandalisasi jaringan pipa minyak dan penculikan pekerja minyak di Delta Niger 
yang tidak biasa dan terus meningkat setiap tahunnya. 
Dari hasil penelitan diatas menunjukan bahwa keberhasilan CSR atau 
program pengembangan masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh perusahaan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti lingkungan sosial ekonomi sekitar, 
strategi perusahaan, komitmen perusahaan, visi misi perusahaan, dukungan 
stakeholder terkait, keberadaan lembaga mitra program dan juga inisiatif berbagai 
pihak dalam malaksanakan CSR yang baik dan berkelanjutan. Mamahami bahwa 
program pengembangan masyarakat merupakan sarana bersama sama untuk 
mencapai tujuan bersama sama. 
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Rangkuman penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini bisa 
dilihat dibawah ini.  
Tabel 2.5 
Penelitian Terdahulu 
No Judul dan Penulis Variabel Alat 
Analisis 
Lokasi/Negara Hasil 
1. The False Developmental 














Guinea  Terdapat berbagai sudut 
pandang yang berbeda terhadap 
baik buruknya perusahaan dalam 
program CSR yang dilakukan. 
Mengelola persepsi yang baik 
akan membuat orang diluar 
perusahaan memiliki pandangan 
yang positif tentang perusahaan. 
Faktor CSR yang membawa citra 
positif perusahaan diantaranya, 
pelaksanaan CSR akan menjaga 
kestabilan lingkungan kerja, 
menjaga persepsi eksternal serta 
memastikan kesejahteraan 
karyawan. Namun juga dijelaskan 
bawah CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan Migas sering 
mengalami kegagalan atau 
hambatan dikarenakan 
kurangnya masyarakat dilibatkan, 
kurangnya sumber daya 
manusia, sikap para staf 
perusahaan Migas yang hanya 
fokus pada solusi teknis dan 
manajerial. 
2. The impact of corporate 
social responsibility on 
business performance – 
can it be measured, and of 
so, How? 
(Dd. Dipl.-Vw. Malte 
Kaufmann and Prof. 
Marieta Olaru, Ph. D., The 
Bucharest Academy of 


























Dampak CSR terhadap Kinerja 
Bisnis dapat diukur.  
Sistem EFQM menyediakan 
model yang berguna untuk 
menetapkan nilai faktor lunak 
yang sesuai untuk kesuksesan 
bisnis jangka panjang. Studi lebih 
lanjut bisa fokus pada penentuan 
anggaran CSR yang optimal yang 
akan memberikan perusahaan 
dengan informasi yang berguna 
di perjuangan mereka untuk 
mengintegrasikan CSR ke dalam 

























No Judul dan Penulis Variabel Alat 
Analisis 
Lokasi/Negara Hasil 
3. Implementasi Corporate 
Social Responsibility 
Sebagai Modal Sosial Pada 
PT. Newmont (Hasan 






















Pelaksaan CSR yang baik akan 
berdampak pada : 





yang dinyatakan hendak 
dipenuhi dalam rencana 
program 
- Terpeliharanya integrasi 
sosial masyarakat 
- Program berhasil 
mendorong kemandirian 
masyarakat dan tidak 
menimbulkan 
ketergantungan 
- Perusahaan secara umum 
diterima keberadaannya di 
tengah-tengah masyarakat 
- Adanya pengakuan dari 
pemerintah dan pihak lain 
bahwa perusahaan telah 
berpartisipasi dalam 
pembangunan daerah. 
4. Managing corporate social 
responsibility: lessons from 
the oil industry 
(Terje I. Vaaland and 












Studi literatur CSR harus dikelola dengan baik, 
mengkombinasikan kebutuhan 
dasar masyarakat dan untuk 
jangka panjang mengurangi 
kesenjangan antara harapan 
pemangku kepentingan dan 
kinerja perusahaan. Selanjutnya, 
CSR mampu membangun dan 
memelihara hubungan baik 
dengan masyarakat sekitar 
melalui interaksi antara aktor, 
sumber daya dan kegiatan. 
 
5. An Institution of Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
In Multi-National 
Corporations (MNCs): Form 
and Implications (Krista 
Bondy, jeremy Moon and 
Dirk Matten, 2012). 
 
 















CSR dapat melayani masalah 
yang tepat. CSR dimaksudkan 
untuk mengatasi: mengejar 
tujuan ekonomi dengan tidak 
mengorbankan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. 
6. Corporate social 
responsibility to 
build strong Brazilian bank 
brand (Edson Roberto 
Scharf, Josiane Fernandes 
and 
Bruno Diego Kormann, 
2012) 
- Merek 
- Inisiatif CSR 
Qualitative 
method – 
case study  
Brazil  Penguatan merek dapat dicapai 
dengan inisiatif CSR dan 




















No Judul dan Penulis Variabel Alat 
Analisis 
Lokasi/Negara Hasil 
7. The practice of corporate 
social 
responsibility by Malaysian 













Penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar 
pengembang memiliki tanggung 
jawab perusahaan (CSR) inisiatif 
sosial mereka di tempat dan ada 
variasi dalam pendekatan mereka 
dan proses pelaporan. Dari 
semua, kegiatan filantropi adalah 
sebagian besar dilaporkan secara 
luas diikuti oleh inisiatif sumber 
daya manusia. Meskipun 
sebagian besar perusahaan 
properti melaporkan praktik 
lingkungan mereka. 
























 Untuk menjelaskan presentasi 
yang berbeda dari konteks 
kompetitif dan konsekuensi 
strategis, peneliti mempelajari 
dua jenis utama sumber dengan 
khalayak yang dituju berbeda: 
pertama, dokumen yang diminta 
oleh theAMFfrom semua 
perusahaan yang terdaftar bagi 
investor, dan laporan kedua 
didedikasikan untuk 
"pembangunan berkelanjutan" 
atau halaman dalam laporan 
tahunan perusahaan 'mengenai 
isu-isu sosial dan lingkungan. 
Para penerima dari kategori 
kedua dokumen lebih sulit untuk 
mengidentifikasi (Quairel-
Lanoizele'e, 2004). Secara 
teoritis, "pembangunan 
berkelanjutan" laporan yang 
ditujukan untuk semua pemangku 
kepentingan: investor, karyawan, 
konsumen, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), dll 
Sebenarnya, mereka terutama 
menargetkan investor yang 
bertanggung jawab secara sosial 
dan lembaga pemeringkat non-
keuangan. 
9. Building corporate social 
responsibility into strategy 








Studi literatur Perusahaan tidak perlu 
menanggapi reaktif dalam 
pelaksanaan CSR, juga tidak 
memaksakan implikasi strategis 
CSR. Makalah ini menunjukkan 
bahwa pemeriksaan CSR dalam 
konteks strategi perusahaan 
adalah mungkin dan semakin 
perlu untuk mengembangkan 
keunggulan kompetitif dalam 
lingkungan saat ini. 
10. Corporate social 
responsibility, 














Studi literatur CSR yang tepat adalah 
penting dalam pencapaian nilai 
tambah melalui penciptaan dan 
penguatan 
bisnis yang berkelanjutan pada 
beberapa tingkatan: pada tingkat 
pemangku kepentingan (investor, 
pelanggan, pemasok, 
masyarakat, LSM, mitra dan 
distributor), pada tingkat 
organisasi (pangsa pasar, 
penjualan, modal intelektual, 




No Judul dan Penulis Variabel Alat 
Analisis 
Lokasi/Negara Hasil 
11. Masyarakat sipil merebut 
aksebilitas pengelolaan 
CSR - studi tentang 
advokasi Perda CSR di 
Bojonegoro (Ahmad 
Sodikin, 2016).  






- Aliansi OMS 
melakukan 
konsolidasi 








Perjuangan Aliansi OMS untuk 
advokasi Perda CSR dipengaruhi 
oleh dua kondisi, yakni kondisi 
obyektif berupa permasalahan 
pengelolaan CSR di Bojonegoro 
dan kondisi subyektif berupa 
semangat membangun ‘kampung 
halaman’ daerah Bojonegoro. 
Namun ide perjuangan Aliansi 
tersebut menjadi bias, pihak 
Aliansi bersikukuh dengan isi 
draft Raperda usulannya, karena 
berisi besarnya kewenangan 
LSM lokal. Sementara pihak 
DPRD beranggapan bahwa 
Raperda CSR tersebut sarat 
kepentingan Aliansi, dan anggota 
DPRD sendiri juga memiliki 
kepentingan pribadi di dalam draft 
Raperda CSR tersebut. 
12. Pemahaman Corporate 
Social Responsibility Bagi 
Masyarakat Lokal Sekitar 
Wilayah Eksplorasi 
Perusahaan Exxon Mobil 
Cepu Ltd. Di Bojonegoro 







































program CSR dipengaruhi oleh 
partisipasi dalam perencanaan, 
berbasis kebutuhan, dan 
pelibatan dalam penyusunan 
program CSR bagi masyarakat 
13. Corporate Social 
Responsibility: Between 
Civil Society and the Oil 
Industry in the Developing 










Shell - Delta 
Niger Nigeria. 
Perusahaan tersebut 
dipersepsikan memiliki peran 
dalam kerusakan lingkungan dan 
sosial Ogoniland. Temuan 
penelitian di daerah Bonny, 
Olugbobiri, Okigbene, Odioma, 
Rumukpe, Ogbogoro, Olomoro, 
Joinkrama, dan Koluama, 
menceritakan kisah hubungan 
antara masyarakat lokal dan 
perusahaan multinasional hampir 
seragam, yaitu kisah kontra 
antara masyarakat dan 
perusahaan multinasional pada 
proses pembangunan dan 
bekerja dengan  melawan satu 
sama lain dalam cara yang 






KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 
  
3.1 Kerangka Konseptual  
APBD Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu APBD (anggaran 
pendapatan dan belanja daerah) yang melonjak drastis dalam 5 (lima) lima tahun 
terakhir ini. Dan salah satu sumber keuangan terbesarnya berasal dari dana bagi 
hasi (DBH) Migas yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah penghasil. 
Pada tahun 2019, APBD Kabupaten Bojonegoro ditetapkan Rp4,6 trilyun (BPKAD 
Bojonegoro, Desember 2018) dimana sebesar Rp2,6 triliun lebih merupakan DBH 
Migas (Kemenkeu, 2019). Artinya sektor Migas benar-benar menjadi penopang 
utama keuangan daerah saat ini. Tentunya dengan APBD yang besar tersebut 
pembangunan di Kabupaten Bojonegoro di semua wilayah dan sektor bisa 
dipercepat, agar tidak ketinggalan dengan wilayah lainnya di Indonesia.  
Kabupaten Bojonegoro memperoleh pendapatan DBH Migas dari produksi 
empat lapangan minyak yang berada di daerahnya: lapangan Banyuurip, 
Sukowati, Tiung Biru dan sumur tua Wonocolo. Tentunya sumbangan terbesar dari 
DBH Migas tersebut berasal dari lapangan Banyuurip (Blok Cepu) yang dioperatori 
oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dimana rata-rata tiap hari EMCL mampu 
menghasilkan minyak mentah sebesar 220,000 barel per hari pada tahun 2018 
(kumparan.com, 2018). Jumlah tersebut bisa terus bertambah karena Bojonegoro 
memiliki cadangan minyak bumi sebesar 0,6-1,4 miliar barel dan potensi gas 
sebesar 1,7-2 triliun kaki kubik. Dimana sebagian dari cadangan tersebut belum 
diproduksi sepenuhnya (katadata.co.id, 2017). 
Besarnya anggaran tersebut tentunya diharapkan membawa keberkahan 
bagi masyarakat Bojonegoro. Suyoto (Bupati Bojonegoro dua periode, 2008 – 
2018) menekankan bahwa banyak daerah-daerah yang kaya Migas justru 
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masyarakatnya miskin, kerusakan lingkungan semakin parah, korupsi merajalela, 
uang dihambur-hamburkan. Itu terjadi karena tidak dikelola dengan baik. 
(suarabanyuurip.com, 2016). Jangan sampai melimpahnya sumber daya alam 
justru menjadi kutukan bagi daerah penghasil, karena gagal dalam mengelola 
keuangan daerah untuk melaksanakan program pembangunan yang baik. 
Dalam UU No. 22 tahun 2001 ditekankan bahwa kegiatan usaha minyak 
dan gas bumi harus memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah 
secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, jika kinerja dari 
industri migas di Indonesia baik, pengelolaan migas tersebut harus dapat secara 
maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuai 
dengan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan eksploitasi sumber daya 
alam di Indonesia. Migas sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak termasuk sumber daya alam yang dikuasai 
negara.  
Selain memaksimalkan anggaran APBD untuk menopang pembangunan 
dan program-program lainnya, tentunya masyarakat sekitar industri Migas juga 
mendapatkan program pengembangan masyarakat atau secara umum dikenal 
dengan sebutan CSR. EMCL telah menjalan programnya yang meliputi 
pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan infrastruktur sejak tahun 
2007, ketika mereka memulai proses eksplorasi di Blok Cepu ini. 
Isu tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya sudah beberapa 
dekade lalu muncul di negara-negara maju. Untuk di Indonesia sendiri, isu tersebut 
baru menjadikan perhatian yang cukup intens dari berbagai pihak mulai 
perusahaan, akademisi, pemerintah dan NGO (non government organization). 
Dalam melaksanakan kegiatan program kemasyarakat tersebut, ada yang 
menggunakan istilah CSR (corporate social sustainability) atau dalam Bahasa 
Indonesia disebut TJSP (tanggung jawab sosial perusahaan), CD (community 
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development), program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), PPO (program 
penunjang operasi) biasanya dikenal dalam industri minyak dan gas bumi (Migas) 
dalam dekade terakhir – sekarang PPM (program pengembangan masyarakat, 
SKKMigas 2018). 
Memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya, 
juga bisa dilihat dari bagaimana kinerja PPM yang dilakukan perusahaan. 
Rendagh tingginya kinerja program CSR tidak mutlak menjamin buruk-baiknya 
hubungan perusahaan dengan stakeholder terkait. Namun dari kinerja ini terlihat 
bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap pemangku 
kepentingan mereka atau khususnya terhadap komunitas terdekat dari 
perusahaan tinggal (Carrol 1999 dan Stone 2001). 
Fenomena yang berkembang dari implementasi program CSR 
menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan strategi manajemen stakeholder 
di negara berkembang memerlukan pertimbangan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah. CSR yang dijalankan seringkali 
kurang menyentuh pokok permasalahan, juga tidak melibatkan masyarakat secara 
langsung sehingga penentuan program yang dilaksanakan tidak didasarkan pada 
kebutuhan dasar masyarakat setempat yang sebenarnya. 
Melakukan identifikasi pada Program Pengembangan Masyarakat (PPM) 
yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran operasional perusahaan perlu 
dilakukan sehingga dapat dilihat relasi antara korporasi dengan masyarakat dan 
para pemangku kepentingannya. 
Untuk melihat lebih jauh relasi tersebut, maka kinerja dari pelaksanaan 
program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh korporasi menjadi 
penting. Salah satu parameternya adalah program pengembangan masyarakat 
dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dan bukan dari kaca mata 
perusahaan semata. Menurut Frynas (2005) serta Idemudia (2007), alasan utama 
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kegiatan CSR tidak berhasil di negara yang sedang berkembang adalah karena 
kegagalan mengintegrasikan CSR kedalam perkembangan kebutuhan 
masyarakat lokal. Kegiatan CSR seringkali kurang menyentuh pokok 
permasalahan, juga tidak melibatkan warga sehingga penentuan program tidak 
didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. 
Kualitatif studi kasus akan digunakan dalam penelitian ini (case study) yang 
akan menggambarkan kondisi pelaksanaan program pengembangan masyarakat 
EMCL. Penelitian ini memfokuskan pada satu obyek tertenu secara intensif yang 
mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data pada metode studi kasus bisa 
diperoleh dari semua pihak yang berkaitan, sehingga dengan kata lain bahwa studi 
ini dikumpulkan dari data berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). 
Dengan demikian, secara singkat yang membedakan metode studi kasus 
dengan penelitian metode kualitatif lainnya adalah pada kedalaman analisinya 
yaitu pada kasus yang spesifik, baik kejadian maupun fenomena tertentu. 
Dapat dipahami bahwa penelitian ini dilatar belakangi sebuah fenomena 
sosial yang terjadi antara keberadaan perusahaan dengan masyarakat sekitar. 
Dalam penelitian ini tentunya menitikberatkan pada keberadaan EMCL dalam 
melaksanakan program pengembangan masyarakat dan gambaran dampaknya 
baik untuk masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Peneliti kemudian 
mencoba untuk mengkaitkan kejadian tersebut dengan teori dan kajian yang ada 
sembari berdiskusi dengan dosen dan para ahli di bidangnya.  
Desain kualitatif studi kasus memungkinkan untuk melihat suatu kejadian 
baik itu yang mencakup individu, kelompok atau gambaran kehidupan di suatu 
wilayah. Sehingga lebih lanjut, Creswell memaparkan bahwa beberapa 
karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu 
studi; (2) Kasus atau kejadian tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh 
tempat dan waktu; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi untuk 
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pengumpulan datanya yang memberikan gambaran secara terinci dan mendalam 
tentang respons dari suatu kejadian; dan (4) Dalam menggunakan pendekatan ini, 
peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting 
untuk suatu kasus. Berkaitan dengan ini, dapat diisyaratkan bahwa suatu kasus 
dapat dikaji menjadi sebuah objek studi (Stake, 1995), maupun juga bisa 
mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi (Merriam, 1988). 
Berdasarkan desain dan fokus penelitian tersebut, diharapkan penelitian 
ini mampu menyajikan data yang lebih lengkap dan terukur dari pelaksanaan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) terhadap peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan di Lapangan Banyuurip, Bojonegoro, yang dioperatori 
oleh EMCL, dan memberi rekomendasi kepada pihak manajemen perusahaan 
dalam menyusun strategi dalam pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasinya. 
Gambar 3.1 pada halaman selanjutnya menunjukkan kerangka alur 
berpikir dari awal mengemukakan latar belakang yang mendasari penelitian ini, 
sebuah penemuan lapangan minyak dan gas terbesar dalam dekade tahun 
terakhir ini yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk negara melalui DBH 
Migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi). DBH tersebut juga mengucur 
sampai ke daerah dan desa sekitar. Sampai saat ini, eksplorasi yang dilakukan 
oleh berbagai perusahaan dalam dan luar negeri melalui arahan 
pemerintah/SKKMigas sampai saat ini belum ada yang diumumkan cadangan 
ditemukannya melampaui penemuan di Blok Cepu. Bahkan mendekatinya pun 
belum pernah terdengar.  
Apa yang dihasilkan dari perut bumi Bojonegoro tersebut tentunya juga 
berimbas pada DBH Migas yang didapatkannya. Baik untuk pemerintah pusat 
maupun untuk pemerintah daerah. Dari kejadian itu, kemudian penelitian ini 
memadukannya dengan teori-teori dan jurnal yang mendukung fokus dan 
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permasalahan penelitian yang diteliti. Pada akhirnya hasil yang akan dicapai 
dalam penelitian ini adalah teridentifikasi program pengembangan masyarakat 
yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran operasional perusahaan, 
tergambarkan langkah perusahaan dalam meningkatkan program pengembangan 
masyarakat yang berorientasi pada strategik dan pada gilirannya peneliti mampu 
merekomendasikan model proram pengembangan masyarakat seperti apa yang 
memberikan dampak positif dalam peningkatan kelancaraan operasional 
perusahaan. Dari ketiga fokus penelitian inilah diharapkan mampu memberikan 
manfaat baik untuk kontribusi keilmuan (pengembangan ilmu pengetahuan), 
maupun kontribusi bagi masyarakat secara umum (termasuk perusahaan dan 











































CSR yang dilaksanakan seringkali 
kurang menyentuh akar 
permasalahan,  
juga tidak melibatkan masyarakat 
sehingga penentuan program tidak 
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4.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini  memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor kritikal program 
pengembangan masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan dan menggambarkan langkah perusahaan dalam 
meningkatkan program pengembangan masyarakat (PPM) yang berorientasi pada 
strategik perusahaan. Termasuk diakhir penelitian, diharapkan mampu 
merekomendasikan model program pengembangan masyarakat yang 
memberikan dampak positif dalam peningkatan kelancaran operasional 
perusahaan. 
Tujuan penelitian tersebut dibangun berdasarkan dua prinsip perspektif 
teoritis, yaitu: 1) prinsip post-positivisme. Prinsip ini dimaknai bahwa dunia sosial, 
hanya dapat dipahami dari sudut pandang individu yang secara langsung terlibat 
dalam aktifitas yang diteliti, dan 2) sifat determinisme manusia. Manusia dan 
aktivitas mereka, ditentukan oleh situasi atau lingkungan dimana mereka tinggal. 
Dalam situasi sosial (social setting) dalam melakukan penelitian ini 
menurut Spradley (Sugiyono: 2010) terdiri atas tiga komponen yaitu: Place, yaitu 
sebuat tempat, dimana interaksi sosial sedang berlangsung. Actor, yaitu orang-
orang yang sedang memainkan perannya atau pelaku, misalnya kepala sekolah, 
pengawas sekolah dan guru. Activity, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor 
dalam situasi yang sedang berlangsung seperti halnya kegiatan belajar mengajar. 
Yang kasat mata pada hakekatnya belum tentu yang nyata (realitas). 
Diperlukan cara untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi persoalan 





penelitian ini menggunakan metode kualitatif (qualitative methods), dengan 
beberapa pertimbangan, yaitu:  
Pertama, penelitian mengenai pelaksanaan CSR pada industri migas 
menjadi isu yang penting sejalan dengan kuatnya perhatian terhadap industri 
ekstraktif, baik karena alasan pelestarian lingkungan, Hak Asasi Manusia, 
perlindungan hak-hak ekonomi dan politik masyarakat lokal (Sharma et.al 1999). 
Penelitian kualitatif merupakan proses untuk menjelaskan pemahaman 
metodologis keadaan sebenarnya dengan melakukan penyelidikan dan eksplorasi 
terhadap permasalahan sosial dan manusia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 
membangun sebuah gambar yang kompleks, holistik, pandangan dan pemaknaan 
terhadap ungkapan informan, dan melakukan penelitian yang bersifat alamiah (in 
natural setting) Creswell (2007). 
 Kedua, penelitian tentang CSR diharapkan mampu memberikan kontribusi 
bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah Migas, agar mereka merasakan manfaat 
dari keberadaan perusahaan tersebut di daerahnya. Konsep tanggung jawab 
sosial bagi masyarakat ini disesuaikan dengan kearifan lokal dan identitas daerah 
(Rudi 2008).  
Ketiga, penelitian bidang CSR untuk memahami implementasi CSR dan 
partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR dirasakan tepat 
menggunakan metode kualitatif interpretatif berdasarkan prinsip teoritis post-
positivisme. Menurut Frynas (2005) dan Idemudia (2007), program CSR dan 
strategi stakeholder di negara berkembang memerlukan pertimbangan kebutuhan 
spesifik masing-masing daerah, kegagalan mengintegrasikan CSR dalam 
perkembangan kebutuhan masyarakat setempat adalah alasan program CSR 
tidak berhasil di negara berkembang.  
Bagi peneliti, pendekatan penelitian kualitatif ini menjadi menarik untuk 





Pertama. Program pengembangan masyarakat merupakan salah satu 
bidang kajian bukan disiplin yang “bebas nilai”. Dimana kegiatan sangat 
tergantung pada norma, budaya, nilai‐nilai, dan perilaku tertentu yang terjadi di 
suatu lingkungan. Jika lingkungannya berbeda, maka pendekatan dan gaya yang 
digunakan juga dapat berbeda. Chariri (2009) menjelaskan bahwa 
manajemen/bisnis merupakan realitas yang terbentuk secara sosial melalui 
interaksi individu dengan lingkungannya (socially constructed reality); merupakan 
praktik yang diciptakan oleh manusia (human creation); merupakan wacana 
simbolik yang dibentuk individunya (symbolic discourse) dan hasil dari kreatifitas 
dari manusia (human creativity).  
Kedua. Bahwa tidak semua perilaku, nilai dan interaksi antara social actors 
dengan lingkungannya dapat dihitung atau dikuantifikasi.  Hal ini disebabkan 
pandangan seseorang atas sesuatu sangat tergantung pada budaya, nilai‐nilai 
yang dianut maupun pengalaman dan lain‐lain yang dibawa individu tersebut. 
Ketiga. Adanya kedekatan hubungan personal dan emosional antara 
peneliti dengan obyek yang diteliti, termasuk dengan lokasi penelitian. Hal ini 
dikarenakan peneliti bekerja di perusahaan tersebut dan tinggal di salah satu desa 
yang menjadi lokasi penelitian. Selama ini peneliti selalu bertanya dalam diri 
peneliti tentang dampak program pengembangan masyarakat yang telah 
dilakukan perusahaan, baik untuk masyarakat maupun untuk perusahaan. Hampir 
tiap hari peneliti berinteraksi dengan informan kunci selama proses penelitian 
dilakukan.  
Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitia melakukan observasi secara 
langsung. Tanpa mewakilkan penggalian data primer kepada pihak lainnya. 
Peneliti datang dari satu desa ke desa lainnya, satu tempat dan bahkan warung 





observation (pengamatan berpartisipasi) menjadi cara yang dilakukan dalam 
penelitian ini. Spradley (1988) dalam (Sugiyono, 2010 : 311) membagi  
pengamatan berpartisipasi menjadi empat : pasif, moderat, aktif dan lengkap. 
Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan keempat observasi partisipatif tersebut 
sebagai berikut:  
a) Partisipasi pasif. Peneliti datang pada tempat kegiatan orang yang 
diamati, tetapi tidak ikut terlibat pada kegiatan tersebut.  
b) Partisipasi moderat. Terdapat kesinambungan antara peneliti, menjadi 
orang dalam dengan orang luar. Dalam mengumpulkan data, peneliti ikut 
observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan.  
c) Partisipasi aktif. Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh 
informan atau narasumber. Belum sepenuhnya lengkap. Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan hal demikian. 
d) Partisipasi lengkap. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data, 
sudah sepenuhnya terlibat terhadap apa yang dilakukan sumber data. 
Sehingga suasananya sudah natural. Merupakan keterlibatan peneliti 
yang tertinggi terhadap kegiatan kehidupan yang diteliti. Selama 
berlangsungnya penelitian, sebagian informan juga tidak merasa sedang 
diteliti. Hal ini partisipasi lengkap yang dilakukan oleh peneliti. 
Lebih lanjut pemilihan metode kualitatif studi kasus didasarkan pada 
spesifikasi kasus suatu kejadian, baik itu yang mencakup kelompok budaya, 
individu maupun suatu gambaran kehidupan. Hal ini juga nampak dari obyek yang 
sedang diteliti terkait faktor kritikal pelaksanaan program pengembangan 
masyarakat. Creswell mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan 
karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi sebuah “kasus” 
untuk studi; (2) Kasus tersebut adalah sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan 





untuk memberikan gambaran secara mendalam dan terinci tentang respons dari 
suatu peristiwa; dan (4) tentunya pendekatan studi kasus akan “menghabiskan 
waktu” dalam menyajikan konteks/setting untuk suatu kasus. Sehingga 
mengisyarakan bahwa suatu kasus juga dikaji menjadi sebuah sasaran studi 
(Stake, 1995), maupun mempertimbangkannya untuk menjadi sebuah metodologi 
(Merriam, 1988). 
Sehingga dapat diartikan bahwa studi kasus merupakan sebuah 
penggalian dari suatu sistem yang terikat pada suatu kasus atau beragam kasus, 
yang dari waktu ke waktumelalui pengumpulan data yang mendalam. Juga 
pelibatan sumber informasi yang “kaya” suatu konteks. Sistem yang terikat ini 
diikat oleh suatu waktu dan tempat. Sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu 
peristiwa, aktivitas, program atau suatu individu. Dengan penjelasan lain bahwa 
studi kasus merupakan penelitian dimana menggali suatu kejadian atau fenomena 
tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, proses, kegiatan, 
institusi atau kelompok sosial). Termasuk mengumpulkan informasi secara detail 
dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, 
tentunya selama periode tertentu.  
Menurut Yin (1994: 21) bahwa tidak cukup jika pertanyaan penelitan studi 
kasus hanya menanyakan “apa” (what), tetapi juga “bagaimana” (how) dan 
“mengapa” (why). Pertanyaan “apa” dimaksudkan untuk mendapatkan 
pengetahuan deskriptif (descriptive knowledge), “bagaimana” (how) untuk 
mendapatkan pengetahuan eksplanatif (explanative knowledge), dan “mengapa” 
(why) untuk mendapatkan pengetahuan eksploratif (explorative knowledge). Yin 
menekankan penggunaan pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Hal ini 
dikarenakan pada pertanyaan keduanya dipandang sangat tepat untuk 
mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang fenomena yang dikaji, juga 





Diharapkan dengan cara pertanyaan bagaimana dan mengapa yang selalu 
peneliti lakukan, diharapkan mampu mengungkap fakta dan data baru yang 
dihasilkan dalam penelitian ini. Sehingga tidak hanya apa yang ada di permukaan 
saja yang terlihat, banyak hal yang kemudian muncul ke permukaan. Dalam 
melakukan wawancara, banyak pertanyaan yang yang dilakukan peneliti berulang-
ulang, baik di kesempatan yang sama atau kesempatan yang berbeda. Terkadang 
menjadi kesulitan tersendiri bagi peneliti untuk menguraikan hal tersebut kembali. 
Apalagi semua informan tersebut sudah dikenal baik oleh peneliti. Sehingga 
membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang valid. 
4.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada: 
- Masyarakat 6 desa di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, 
yang merupakan wilayah terdekat dari lapangan minyak Banyu Urip, 
Blok Cepu. Desa-desa tersebut adalah desa Gayam, Mojodelik, 
Bonorejo, Brabowan, Ngraho dan Sudu. Keenam desa tersebut 
berbatasan langsung dengan pagar atau fasilitas utama yang dimiliki 
oleh EMCL. Sehingga interaksi antara perusahaan dengan warga 
sekitar terjadi intensif dan dinamis. Desa-desa tersebut juga tiap tahun 
mendapatkan program pengembangan masyarakat dari EMCL. 
- Manajemen ExxonMobil Cepu Limited dan unsur perwakilan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kedua unsur ini 
untuk diambil konfirmasinya. 
4.3 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sebenarnya kurun 
waktu 2018 - 2020. Ada data dan informasi yang sudah peneliti mulai kumpulkan 
beberapa tahun yang lalu. Namun mulai fokus pada rentang waktu akhir tahun 







No Kegiatan Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Persiapan dan desain penelitian             
2. Pengumpulan data, dalam bentuk : 
- Dokumentasi (surat, foto, laporan, proposal, hasil 
penelitian, artikel) 
- Rekaman arsip (peta, data survey, daftar nama, 
rekaman pribadi, kalender) 
- Wawancana open-ended 
- Observasi langsung 
- Observasi partisan 
            
3. Analisis data : 
- Penjodohan pola 
- Pembuatan eksplanasi 
- Analisis deret waktu 
            
4. Penulisan laporan             
5. Presentasi laporan             
 
4.4 Informan Penelitian 
Informan dalam penelitian ini adalah perorangan yang terpilih dari 
beberapa kandidat. Mereka merupakan perorangan yang terlibat baik secara 
langsung ataupun tidak langsung dalam program pengembangan masyarakat 
EMCL. Atau setidaknya mereka memiliki perhatian terhadap keberadaan EMCL, 
baik menyangkut operasi bisnisnya maupun pelaksanaan progam pengembangan 
masyarakat. 
Kandidat informan awalnya berjumlah 21 orang, dengan asumsi per desa 
diambil 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh formal (kepala desa), tokoh 
masyarakat (LSM/DPRD/lainnya) dan masyarakat biasa yang menjadi penerima 
manfaat program dari EMCL. Kemudian ditambahkan 3 perorangan dari luar desa 
tersebut yang mewakili manajemen EMCL di kantor pusat (Jakarta), manajemen 
EMCL di kantor lapangan (Bojonegoro) dan perwakilan pemerintah kabupaten 
Bojonegoro (Bappeda). Dalam perkembangannya, 21 kandidat ini kemudian 
mengerucut dan ditetapkan pada 12 informan kunci. Hal ini dikarenakan informasi 
yang didapatkan sudah mendekati sama antara satu informan dengan informan 





Menurut Fatchan (2009) suatu penelitian kualitatif jumlah sampelnya tidak 
diatur secara pasti berapa jumlahnya, bisa tiga, sepuluh atau bahkan lebih, yang 
penting adalah cukup untuk dapat memberikan berbagai pengalaman tentang 
fenomena yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, jumlah 12 informan kunci 
dirasa sudah mencukupi. 
Table 4.2 
Informan Penelitian 
No Nama Jabatan Kenapa Dipilih Alasan Dipilih 
1. Winto Kepala Desa Gayam (2014 
– 2019, 2020 – 2026) 
Tokoh formal dan salah satu 
stakeholder perusahaan. Memiliki 
perhatian lebih pada isu operasional 
perusahaan dan program 
kemasyarakat di semua bidang. 
Kepala Desa merupakan jabatan 
formal yang menjadi rujukan berbagai 
hal di tingkat desa. Masyarakat masih 
sangat menghormati jabatan kepala 
desa tersebut (patron – client). Scott 
(1981) menjelaskan bahwa relasi 
Patron-Klien memiliki ikatan yang 
cukup kuat untuk hak-hak dan 
kewajiban timbal balik, yang memberi 





Kepala Desa Mojodelik 
(2014 – 2019, 2020 – 
2026) 
Tokoh formal dan salah salah satu 
stakeholder perusahaan. Memiliki 
perhatian lebih pada relasi 
perusahaan dengan masyarakat 
sekitar, termasuk penangan 
komplain. 
Kepala Desa merupakan jabatan 
formal yang menjadi rujukan berbagai 
hal di tingkat desa. Masyarakat masih 
sangat menghormati jabatan kepala 
desa tersebut (patron – client). Scott 
(1981) menjelaskan bahwa relasi 
Patron-Klien memiliki ikatan yang 
cukup kuat untuk hak-hak dan 
kewajiban timbal balik, yang memberi 
kekuatan sosial kepada ikatan-ikatan 
tertentu. 
 
3. Sukiran Kepala Desa Brabowan 
(2014 – 2019) 
Selain kepala desa pada periode 
tersebut, yang bersangkutan 
memiliki perhatian pada isu 
ketenaga kerjaan lokal. Bagaimana 
warga sekitar terlibat dalam 
pekerjaan di EMCL. 
 
Kepala Desa merupakan jabatan 
formal yang menjadi rujukan berbagai 
hal di tingkat desa. Masyarakat masih 
sangat menghormati jabatan kepala 
desa tersebut (patron – client). Scott 
(1981) menjelaskan bahwa relasi 
Patron-Klien memiliki ikatan yang 
cukup kuat untuk hak-hak dan 
kewajiban timbal balik, yang memberi 
kekuatan sosial kepada ikatan-ikatan 
tertentu. 
 
4. Trikasih Kepala Desa Sudu 
(2014 – 2019) 
Selain menjadi kepala desa pada 
periode tersebut, dia juga pernah 
menjadi anggota DPRD Kabupaten 
Bojonegoro. Memiliki perhatian lebih 
pada pelaksanaan PPM EMCL. 
 
Kepala Desa merupakan jabatan 
formal yang menjadi rujukan berbagai 
hal di tingkat desa. Masyarakat masih 
sangat menghormati jabatan kepala 
desa tersebut (patron – client). Scott 
(1981) menjelaskan bahwa relasi 
Patron-Klien memiliki ikatan yang 
cukup kuat untuk hak-hak dan 
kewajiban timbal balik, yang memberi 








Pembangunan Ekonomi - 
BAPPEDA Kab. 
Bojonegoro 
Menjadi salah satu rujukan dari 
perusahaan dalam menyusun 
pelaksanaan CSR/PPM 
Peran pemerintah menjadi penting 










No Nama Jabatan Kenapa Dipilih Alasan Dipilih 
6. Parmani Tokoh Masyarakat/Ketua 
LSM Forkomasbaja 
Merupakan seorang guru dan tokoh 
LSM yang aktif menyuarakan segala 
hal di masyarakat. Banyak isu-isu 
lingkung, peluang usaha lokal dan 
lainnya menjadi perhatian 
utamanya. 
Salah satu stakholder dan Freeman 
(1984) mengartikan stakeholder 
sebagai individu atau kelompok yang 
dapat dipengaruhi dan atau 
memengaruhi oleh suatu tujuan 
tertentu. 
7. Suparno Anggota DPRD  
(2019 – 2024) 
Merupakan angota DPRD 
Kabupaten Bojonegoro (fraksi PKB), 
warga desa Gayam dari hasil pemilu 
2019. Sebelumnya merupakan 
pegiat LSM lokal yang aktif dalam 
pendampingan program 
pengembangan masyarakat. 
Salah satu stakholder dan Freeman 
(1984) mengartikan stakeholder 
sebagai individu atau kelompok yang 
dapat dipengaruhi dan atau 
memengaruhi oleh suatu tujuan 
tertentu. 
8. Musyadad Ketua LSM Tropis LSM Tropis merupakan LSM lokal 
dari Kecamatan Gayam, yang sejak 
tahun 2012 aktif dalam program 
pengembangan masyarakat EMCL. 
Peran LSM menjadi penting dalam 
pembangunan masyarakat. LSM 
merupakan salah satu lembaga dalam 
mendorong terjadinya perubahan 
sosial di berbagai sektor di masyarakat. 
9. Kundori Ketua LSM/Ketua Karang 
Taruna Kecamatan Gayam 
LSM Ademos merupakan LSM lokal 
yang didirikan oleh Prof. Dr. 
Pratikno, M.Sc (Menteri Sekretaris 
Negara). Sejak tahun 2008, Ademos 
aktif dalam program pengembangan 
masyarakat baik dengan EMCL 
maupun pihak lainnya. 
Peran LSM menjadi penting dalam 
pembangunan masyarakat. LSM 
merupakan salah satu lembaga dalam 
mendorong terjadinya perubahan 
sosial di berbagai sektor di masyarakat. 
10. Azi Nur Alam Vice President, Public & 
Government Affairs, EMCL 
 
Merupakan wakil manajemen EMCL 
yang menjabat sebagai Vice 
President Public & Government 
Affair, yang bertanggung jawab 
terhadap urusan pemerintahan dan 
masyarakat secara umum di 
Indonesia. 
Jabatan VP PGA EMCL merupakan 
jabatan tertinggi dalam pengambilkan 
keputusan yang terkait hubungan 
eksternal, termasuk kebijakan program 
pengembangan masyarakat. Sehingga 
sangat memahami strategi perusahaan 




Ketua Karang Taruna 
Desa Brabowan/Penerima 
Manfaat Program Agro 
Wisata Jambu Kristal 
Merupakan aktor dari pelaksanaan 
program pengembangan 
masyarakat, sehingga perannya 
menjadi penting. Mengikuti proses 
pelaksanaan PPM dari awal sampai 
akhir 
Merupakan salah satu penerima 
manfaat program. Collins English 
Dictionary-Complete and Unabridged 
(HaperCollins Publisher, 2003), 
menjelaskan bahwa penerima manfaat 
adalah “a person who gains or benefit 
in some way from something”, yaitu 
seseorang yang mendapat manfaat 
atau keuntungan dalam beberapa hal 
dari segala sesuatu. 
 
12. Damianto Penerima manfaat 
program kambing Desa 
Bonorejo 
Merupakan aktor dari pelaksanaan 
program pengembangan 
masyarakat, sehingga perannya 
menjadi penting. Sebagai pelaku 
utama, informasinya menjadi 
penting untuk didengarkan. 
Merupakan salah satu penerima 
manfaat program. Collins English 
Dictionary-Complete and Unabridged 
(HaperCollins Publisher, 2003), 
menjelaskan bahwa penerima manfaat 
adalah “a person who gains or benefit 
in some way from something”, yaitu 
seseorang yang mendapat manfaat 
atau keuntungan dalam beberapa hal 
dari segala sesuatu. 
 
 
4.5 Jenis, Sumber dan Keabsahan Data 
Jenis data dalam sebuah penelitian terdiri dari data primer dan data 





data yang bersumber atau berasal dari sumber asli atau pertama. Bentuk data ini 
tidak tersedia dalam bentuk file-file atau dalam kompilasi. Data ini harus dicari oleh 
narasumber atau dalam istilah teknisnya disebut informan, yaitu orang yang kita 
jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 
data atau informasi. Pada kesempatan ini, data primer akan diperoleh oleh peneliti 
berdasar hasil observasi dan wawancara langsung terhadap subyek penelitian.  
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi: hasil penelitian 
pihak lainnya, dokumen EMCL, kutipan media dan dokumen pendukung lainnya. 
Dari data yang diperoleh, diperlukan wawancara yang mendalam dengan pihak 
perusahaan, stakeholder kunci dan masyarakat penerima manfaat. Menurut 
Sugiono (2008), data sekunder merupakan sumber data yang tidak 
langsung memberikannya kepada pengumpul data. 
Karena penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, maka peneliti juga 
merujuk dari apa yang dijelaskan oleh Yin (1987) bahwa ada enam sumber bukti 
yang dijadikan fokus pengumpulan data penelitian studi kasus; rekaman arsip, 
dokumentasi, wawancara, observasi langsung, observasi terlibat/pameran serta 
(participant observation) dan artifak fisik/perangkat fisik. Masing-masing dari teknis 
tersebut untuk saling melengkapi. Dan inilah kelebihan studi kasus dibanding 
metode lain dalam penelitian kualitatif. Hampir semua sumber bukti dalam 
penelitian ini, peneliti dapatkan. Namun lebih banyak pada observasi dan 
wawancara. 
Pengumpulan data primer penelitian dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara mendalam atau disebut in-depth interview, melalui wawancara 
semi terstruktur yang dirangkai dalam bentuk dialog secara bebas, mendalam, dan 
terbuka. Wawancara semiterstruktur dalam implementasinya lebih bebas. Dalam 
melaksanakan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 





Pada penggalian data primer yang dilakukan oleh peneliti sendiri, ternyata 
selama penelitian di lapangan peneliti tidak cukup sekali untuk bertemu atau sekali 
melakukan wawancara mendalam. Beberapa kali dalam kesempatan yang 
berbeda, peneliti melaksanakan wawancara lanjutan. Bahkan satu informan ada 
yang lebih dari tiga kali dilakukan pertemuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
informasi yang didapatkan sebelumnya, maupun melakukan klarifikasi terkait data 
sekunder yang didapatkan peneliti maupun infomasi lainnya. Bahkan terkadang 
dilakukan pada jam malam sekalian minum kopi di warung kopi desa. 
Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka peneliti langsung 
melakukan pemeriksaan data untuk mengetahui keabsahannya. Dalam 
melaksanakan pemeriksaan keabsahan (trustworthiness), Lincoln dan Guba 
(1985: 289-331) menganjurkan pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan empat kriteria: (1) Credibility (kepercayaan), (2) 
Transferability (keteralihan), (3) Dependability (kebergantungan), dan (4) 
kepastian (confirmability). 
Untuk menguji kepercayaan (credibility) terhadap data yang diperoleh perlu 
dilakukan pengamatan yang berulang ulang, menjaring informasi berbagai pihak 
dan tentunya melakukan trianggulasi. Menurut Sugiyono (2012:241), dalam teknik 
pengumpulan data, kegiatan triangulasi dimaknai sebagai suatu teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan 
data dari sumber data yang telah ada. Jika peneliti melaksanakan pengumpulan 
data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data, sekaligus 
menguji kredebilitas data. Yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data. Situasi seperti inilah yang membuat 
waktu dalam penelitian ini cukup lama. 
Dalam melaksanakan uji keteralihan (transferability) yaitu dengan 





maupun pihak lainnya, dan dimungkinan mudah untuk diterapkan oleh peneliti 
lainnya. 
Pengujian kebergantungan (dependability) dengan cara memeriksa 
seluruh rangkaian proses penelitian mulai cara pengambilan data, pemilihan 
sampel, penentuan informan dan teknik analisnya. Sehingga agar lebih akurat, 
peneliti perlu wawancara langsung ke tempat dimana narasumber (informan) 
tinggal atau melakukan kegiatan sehari harinya. 
Kepastian (confirmability) dilakukan untuk memastikan tidak ada satupun 
data yang luput dari pengumpulan data. Juga untuk menjaga objektivitas 
penelitian, maka perlu tahapan analisa sudah dilakukan sebelum  terjun lapangan, 
maupun selama di lapangan dan tentunya juga setelah dari lapangan. 
Derajat kepercayaan dari data yang diperoleh oleh peneliti, maka perlu 
dilakukan dengan teknik: (1) perpanjangan keikut-sertaan; (2) ketekunan 
pengamatan; (3) triangulasi; (4) pemeriksaan sejawat; (5) kecukupan referensial; 
(6) kajian kasus negatif; (7) pengecekan anggota. Teknik ini dilakukan peneliti 
selama berlangsungnya penelitian, yang terkadang dilakukan secara berulang-
ulang. 
Selain ketepatan memilih paradigma dan pendekatan, peneliti juga dituntut 
untuk melakukan penelitian yang bisa dilakukan secara operasional dan 
69ias696969n69l yang meliputi transparansi atau keterbukaan (expliciteness), 
penelitian tersebut dapat dilakukan. Subjek yang diteliti secara harus detail, tingkat 
kepercayaan subjek, bagaimana sebuah data dikumpulkan, kemudian direkam, 
selanjutkan diberikan kode untuk dilakukan analisis. Juga kemungkinan-
kemungkinan penolakan temuan oleh subjek. Untuk itu, setidaknya terdapat 9 
(69ias696969n) pertanyaan standar yang 69ias digunakan sebagai pedoman 
untuk mengukur procedural dan methodological rigour, yang terdiri dari : 1) 





siapa yang diinterview atau diobservasi, 3) berapa kali observasi dapat dilakukan, 
4) berapa lama waktu yang dilakukan, 5) apa saja pertanyaan yang diajukan pada 
saat dilakukan interview, 6) apa saja tujuan dari observasi, 7) Catatan atau 
dokumen apa saja yang dikahi atau diperlukan, 8) bagaimana untuk mengkajinya, 
dan 9) bagaimana pengumpulan data tersebut dilakukan (Rahardjo, 2014). 
4.6. Analisis Data  
Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara 
kualitatif dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan, menginterpretasikan dan 
memformulasikan permasalahan penelitian secara induktif. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukan oleh Miles dan Heberman 
(1992)  yang menerangkan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang 
terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis seperti ini dimaksudkan agar peneliti 
dapat mengidentifikasi, menganalisis, menggambarkan dan menginterprestasikan 
setiap fenomena yang tampak pada waktu melakukan observasi dan wawancara. 
Tentunya untuk menggali makna dibalik fenomena yang 70ias7070 waktu 
melakukan penelitian. 
4.6.1. Reduksi Data  
Data yang diperoleh peneliti dari lapangan biasanya jumlahnya cukup 
banyak.  Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Ketika peneliti ke lapangan 
semakin lama dan semakin banyak data sekunder, maka jumlah data akan 
semakin banyak, rumit dan kompleks. Sehingga perlu segera dilakukan analisis 
data. Menurut Sugiono (2011: 247) reduksi data adalah memilah hal-hal pokok, 
merangkum, 70ias70 pada hal-hal penting, dicari tema dan tentunya polanya. 
Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 





Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir 
penelitian. Fungsinya untuk menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, juga 
membuang yang tidak perlu. Serta mengorganisasi sehingga interpretasi 71ias 
ditarik. Data yang diperoleh dari data sekunder, lalu dikroscekkan dengan hasil 
observasi dan wawancara, kemudian dirangkum kembali dalam catatan substansi 
dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. 
4.6.2. Penyajian Data 
Miles & Huberman (1992) membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan pengambilan 
tindakan dan kesimpulan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 
tersusun untuk memberi kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, 71ias71, dan 
bagan. Data yang telah melalui proses reduksi, selanjutnya dipilih dan 
dikategorikan sesuai dengan tema. Data tersebut kemudian diolah menjadi bentuk 
tulisan, bagan, gambar dan 71ias71 yang akan memberikan deskripsi analitis 
mengenai 71ias71 permasalahan penelitian.  
4.6.3 Mengambil Kesimpulan/Verifikasi 
Miles & Huberman (1992) menjelaskan penarikan kesimpulan merupakan 
sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Pada kesimpulan yang 
didapatkan juga akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang 
muncul dari data harus selalu di uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga 
validitasnya 71ias terjamin. Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak 
klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan 
data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya 
data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data 





penelitian berlangsung verifikasi pun harus selalu dilakukan, baik dengan mencari 
data-data baru, maupun dengan melakukan wawancara beberapa kali. 
Berdasarkan uraian tersebut, langkah yang dilakukan dalam analisis data 
dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut sebagai Model Interaktif 
sebagai berikut : 
Gambar 4.3  
Analisis Data Kualitatif 








Sumber: Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman (1992). 
Kemudian Patton (Moleong, 2000: 103) menjelaskan tentang analisis data 
yang terdiri dari proses untul mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan 
data tersebut kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Kemudian 
membedakannya dengan penafsiran yang memberikan arti atau makna yang 
signifikan terhadap analisis tersebut, menjelaskan pola uraiannya, dan mencari 
hubungannya di antara dimensi-dimensi uraian tersebut. Selanjutnya Bogdan dan 
Taylor (Moleong, 2000: 103) mengungkapkan bahwa analisis data sebagai proses 
yang merinci upaya secara formal untuk menemukan tema, merumuskan ide atau 
hipotesis seperti yang disarankan oleh dan sebagian data, serta sebagai usaha 





Setelah data terkumpul baik itu berupa transkrip hasil wawancara, 
observasi, gambar, foto, catatan harian dan sebagainya yang dianggap lengkap 
dan sempurna, maka peneliti untuk segera melakukan analisis data. Analisis data 
studi kasus ini dilaksanakan oleh peneliti sendiri, bukan oleh teman, pembimbing 
ataupun melalui jasa orang lain. Karena sebagai instrumen kunci, hanya peneliti 
sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang sedang diteliti. 
Sehingga secara konsep dan operasional penelitian, peneliti memahami setiap sisi 
dari fenomena kasus yang sedang diteliti lebih mendalam. 
Proses analisis data pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan untuk 
memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengelompokkan, 
mengurutkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan hal tersebut 
menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, didapatkan suatu 
temuan terhadap rumusan masalah yang sedang diajukan peneliti. Melalui 
serangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang biasanya bertumpuk-tumpuk 
atau berserakan dapat disederhanakan sehingga mudah dipahami. Tidak ada 
analisis data atau prosedur yang baku dalam penelitian kualitatif, namun langkah-
langkah berikut bisa digunakan sebagai referensi: 
a. Peneliti membaca kesemua transkrip untuk memperoleh informasi 
secara umum (general) dari masing-masing transkrip yang ada. 
b. Pesan-pesan umum tersebut kemudian dikompilasi untuk diambil pesan 
khususnya (specific messages) 
c. Dari pesan-pesan khusus tersebut terus diketahui pola umum datanya. 
Kemudian data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pada urutan 
kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana umumnya dalam 
penelitian kualitatif, analisis data pada penelitian studi kasus dimulai 
sejak peneliti di lapangan, ketika mengumpulkan data dan juga ketika 





Stake (2005) menerangkat 4 (empat) bentuk analisis data beserta tafsiran 
dalam penelitian studi kasus, adalah : (1) pengumpulan kategori. Mengumpulkan 
contoh-contoh data yang ada, serta berharap menemukan makna yang relevan 
dengan isu yang akan muncul; (2) interpretasi langsung. Peneliti melihat pada satu 
contoh serta menarik makna dari contoh tersebut tanpa mencari banyak contoh 
yang lain. (3) peneliti membentuk pola serta mencari kesepadanan antara dua atau 
lebih kategori. (4) Peneliti mengembangkan teknik generalisasi naturalistik melalui 
suatu analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar 
dari suatu kasus, baik kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah 
populasi kasus.  
Jenis analisis pada data ini bisa berupa analisis holistik, dimana analisis 
dari keseluruhan kasus atau dapat berupa analisis terjalin. Seperti suatu analisis 
untuk kasus yang unik, spesifik atau ekstrim. Yin (2008) membagi menjadi tiga 
teknik analisis untuk studi kasus, yaitu (1) penjodohan pola. Menggunakan logika 
penjodohan pola dengan membandingkan pola yang didasarkan pada data 
empirik dengan pola yang telah/akan diprediksikan atau dengan beberapa 
alternatif prediksi lainnya. Bila pada kedua polanya memiliki persamaan, maka 
hasilnya bisa menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan; (2) 
pembuatan eksplanasi. Tujuannya untuk menganalisis data studi kasus dengan 
cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan; dan (3) analisis 
deret waktu. Analisis ini dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan 
pendekatan eksperimen (sungguhan) dan kuasi eksperimen (semu). 
4.7 Keabsahan Data  
Banyak data yang didapatkan oleh peneliti selama berlangsungnya 
penelitian. Kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, data dipilah sesuai 
spesifikasi permasalahan atau fokus kajian seperti tujuan dalam penelitian. 





sejalan spesifikasi kasus atau fokus masing-masing informan tersebut. Klarifikasi 
tersebut dilakukan dengan wawancara mendalam atau diskusi intensif yang 
bertujuan mendapatkan data yang valid. Dengan kegiatan ini maka diperoleh 
sebuah umpan balik data hasil di lapangan. Peneliti sendiri melakukannya 
beberapa kali dengan cara informal di rumah, warung kopi, balai desa bahkan di 
lapangan sepak bola. 
Teknik klarifikasi data juga dilakukan dengan para ahli dan teman yang 
memahami penelitian ini. Hal ini bertujuan agar temuan penelitian ini lebih valid 
secara ilmiah. Cara melakukannya berkonsultasi dengan para pembimbing, 
berdialog dengan para ahli yang berkompeten, dan diskusi terbatas dengan teman 
yang memahami isu-isu tersebut. 
Selain itu, untuk memastikan keabsahan data penelitian diperlukan 
pemeriksaan yang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan itu hal 
tersebut untuk memastikan data sebagai hasil penelitian tersebut merupakan data 
sahih dan kredibel. 
Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menerapkan beberapa 
prosedur dari Creswell dan Miller (2000), yaitu: triangulasi, research reflexivity, 
member checking, prolonged engangement in the field, the audit trail, thick and 
rich description, yaitu: 
1. Triangulasi dilakukan untuk memahami sumber-sumber data dan informasi, 
serta konsistensi jawaban informan dengan memeriksa bukti-bukti hasil 
temuan sebelumnya, tentang implementasi dan dampak CSR, teori 
stakeholder, CSR efektif, dan teori social lisence to operate. Ada empat 
macam triangulasi yang dapat dilakukan menurut Fatchan (2009) yaitu 
triangulasi data dilakukan dengan pengecekan terhadap sumber data, 
metode/teknik, waktu penyidikan, dan cara peneliti memperoleh datanya. 





a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil 
wawancara. 
Data hasil pengamatan dan dokumentasi menunjukkan banyaknya PPM 
yang dilakukan oleh EMCL, dengan beberapa plakat/prasasti/penanda 
program yang tersebar di banyak sudut desa. Hasil pengamatan ini sejalan 
dengan jawaban informan kunci pada saat menjelaskan bahwa EMCL 
telah malaksanakan beberapa PPM. 
b. Membandingkan perspektif seorang informan dengan berbagai pendapat 
informan lain dan orang lain yang bukan informan 
Penerima manfaat program kambing asal desa Bonorejo, bernama 
Damianto mengungkapkan bahwa program yang dilakukan oleh EMCL 
niatnya baik, namun dalam perjalanannya kurang maksimal sehingga 
hasilnya biasa-biasa saja. Kurang menjawab kebutuhan ekonomi 
masyarakat. Sejalan dengan informan kunci yang lain mengatakan bahwa 
program ekonomi yang dilakukan oleh EMCL kurang dirasakan 
manfaatnya.  
2. Research reflexivity dilakukan dengan menunjukkan dan menjelaskan kepada 
orang lain yang paham tentang alasan menggunakan teori dan metode 
penelitian. Langkah ini dilakukan peneliti untuk meyakinkan terhadap teori dan 
metode yang digunakan. Pada penelitian ini dilakukan konsultasi dan diskusi 
dengan komisi pembimbing untuk mendapatkan arahan, masukan, dan saran 
atas hasil penelitian ini.  
3. Ketiga, member checking merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 
dengan cara mengekspose atau mendiskusikan hasil penelitian sementara 
atau hasil akhir melalui diskusi formal maupun informal. Dilakukan peneliti 





diperoleh dari informan. Langkah ini dilakukan peneliti bersama teman di 
kantor EMCL dan teman kuliah satu angkatan. 
4. Keempat, prolonged engangement in the field dilakukan peneliti untuk 
meningkatkan kredibilitas penelitian dengan mengalokasikan waktu yang 
cukup lama. Waktu penelitian yang awalnya direncanakan 3-4 bulan, nyatanya 
dilakukan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. 
5. Kelima, audit trail dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkonsultasikan 
metode penelitian yang digunakan, hasil temuan data penelitian dan 
interpretasi terhadap hasil penelitian dengan tim pembimbing tesis.  
6. Keenam, thick and rich description merupakan tahapan dimana peneliti harus 
dapat mempertahankan dan menjelaskan secara terperinci hasil penelitian. 
Tahapan ini dilakukan melalui tahapan ujian Komisi, Ujian Proposal, Ujian 
Seminar Hasil, dan Ujian Akhir tesis yang melibatkan tim pembimbing dan tim 
penguji. 
BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kabupaten Bojonegoro marupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 
Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah 
baratnya, yaitu tepatnya dengan Kabupetan Blora. Kemudian dengan Kabupaten 
Tuban di sebelah utaranya, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian 
selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi.  
Kabupaten ini berada pada letak Geografis Bujur Timur: 111º25′ dan 112º09′ 
Lintang Selatan: 6º59′ dan 7º37′. Jarak dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota 
propinsi Jawa Timur ± 110 Km, merupakan jalur utama kereta api Jakarta-
Surabaya melaui jalur utara bahkan bis antar propinsi juga melalui kabupaten ini. 
Dengan luas wilayah 230.706 ha kabupaten ini memiliki 28 kecamatan dengan 11 
kelurahan dan 419 desa dengan jumlah penduduk 1.211.042 jiwa pada tahun 
2018. 
Gambar 5.1  
Peta Kabupaten Bojonegoro 
 
Sumber : Bojonegorokab.go.id 
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Selain lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, di kabupaten Bojonegoro juga 
ada lapangan minyak yang dioperatori oleh perusahaan Migas lainnya. Semisal 
lapangan Sukowati oleh Pertamina Aset IV (dulu dikelola oleh PetroChina) dan 
lapangan sumur tua. Namun sejak EMCL melakukan produksi awal pada tahun 
2009, setahun kemudian terjadi lonjakan APBD yang besar di kabupaten 
Bojonegoro. Tentunya salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari dana 
bagi hasil Migas yang diterima oleh Bojonegoro dari pemerintah pusat. Bahkan 
hampir tiap tahunnya terjadi lonjakan jumlah APBD yang begitu besar hingga 
mencapai 6 trilyun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut nampak dari gambaran 
tabel dibawah ini: 
Tabel 5.2 
APBD Kabupaten Bojonegoro (dalam Rupiah) 
Tahun Jumlah Keterangan 
2008 882.347.658.449 Setelah APBD-P (perubahan) 
2009 947.009.197.825 Setelah APBD-P 
2010 1.167.862.467.550 Setelah APBD-P 
2011 1.375.281.173.024  Setelah APBD-P 
2012 1.686.213.152.951  Setelah APBD-P 
2013 2.071.170.836.658  Setelah APBD-P 
2014 2.472.878.676.126  Setelah APBD-P 
2015 2.982.389.275.486 Setelah APBD-P 
2016 3.359.984.491.638 Setelah APBD-P 
2017 3.190.645.377.487 Setelah APBD-P 
2018 3.350.746.300.371 Setelah APBD-P 
2019 5.110.767.092.951 Setelah APBD-P 
2020 6.403.552.416.000 
 
Disahkan pada Desember 
2019 atau sebelum APBD-P. 
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Pendapatan yang tertera 
sebesar 4.083.758.680.181. 
Sehingga kekurangan sebesar 
2.319.793.818.000 diambilkan 
dari Silpa tahun 2019. 
Sumber : Bapenda Bojonegoro 
Peningkatan pendapatan yang luar biasa besar dalam APBD (anggaran 
pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Bojonegoro tersebut tentunya jika 
melihat pada data yang ada bersumber dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi 
(DBH Migas), dan lebih khusu pada DBH minyak. Lompatan besar terjadi pada 
tahun 2015 seiring dengan produksi yang meningkat di lapangan Banyu Urip yang 
dioperatori oleh EMCL.  
Menurut UU No 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil 
(DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (anggaran 
pendapatan dan belanja negara) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan 
angka persentase untuk mendanai berbagai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. DBH sendiri bersumber dari dua komponen, yaitu 
pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak sesuai dengan 
maksud pada ayat (1) terdiri atas: PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 
serta Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 
Kemudian DBH yang bersumber dari sumber daya alam seperti dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan 
minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.  
Kemudian untuk penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan 
dari wilayah atau daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak 
serta pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian 
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dibagi dengan imbangan: 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk 
pemerintah pusat ; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk pemerintah 
daerah. Daerah yang dimaksud pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam 
provinsi dan kabupaten/kota penghasil. 
Tabel 5.3 
DBH Minyak Bumi Kabupaten Bojonegoro 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi Terhadap Target 
(%) 
2006 28.878.445.146 49.499.205.836 171 
2007 21.203.663.000 12.754.142.620 60 
2008 68.203.374.000 88.184.834.333 129 
2009 61.876.033.000 37.925.000.420 61 
2010 131.405.142.796 164.021.709.307 125 
2011 167.900.000.000 213.506.987.605 127 
2012 283.508.896.065 442.873.078.468 156 
2013 445.497.072.431 408.707.761.853 92 
2014 608.260.204.240 607.948.763.125 100 
2015 1.038.295.595.946,00 745.337.399.486 72 
2016 817.637.890.772,00 642.164.278.572 79 
2017 743.160.878.330,26 595.026.643.107 80 
2018 910.490.981.400,00 2.201.163.728.124 242 
 2.186.228.132.450,00  74 
Sumber : Bapenda Bojonegoro, 2019. 
Setiap kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat sumber daya alam 
berupa minyak dan gas bumi, biasanya setiap tahun selalu melakukan target 
Lifting (data produksi siap jual) minyak dan gas bumi untuk memprediksi 
pendapatan yang akan diterima oleh daerah dari pemerintah (pusat). Data ini yang 
dikemudian dimasukkan dalam APBD setempat. Seperti halnya Kabupaten 
Bojonegoro yang memeliki beberapa lapangan minyak dan gas bumi. Setiap tahun 
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tentunya targetnya berbeda beda, menyesuaikan kondisi di masing-masing 
lapangan minyak dan gas bumi. Termasuk juga faktor lainnya. 
 Data terkait Lifting minyak dan gas bumi yang didapatkan oleh peneliti 
dalam situs Bapenda Bojonegoro menggambarkan peningkatan yang signifikan 
tiap tahunnya. Bahkan dalam 4-5 tahun terakhir meningkat drastis. Data tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 5.4 
Data Lifting Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Bojonegoro 
No  Tahun Target Realisasi  % Ket 
Minyak Bumi (barel) (barel)   
1. 2010 19.214.990,00 22.020.376,18 114,600  
2. 2011 24.360.960,00 22.818.800,00 93,670  
3. 2012 24.609.040,00 22.697.350,00 92,232  
4. 2013 21.865.420,00 21.521.451,71 98,427  
5. 2014 45.407.770,00 20.865.197,23 89,777  
6. 2015 45.407.770,00 31.840.090,00 70,120 TW. IV 
7. 2016 65.919.060,00 67.468.600,00 102,351 TW. IV 
8. 2017 77.690.220,00 78.272.227,20 100,749 TW. IV 
9. 2018 77.434.444,82 79.608.350,90 102,807 TW. IV 
10. 2019 81.802.190,00 61.006.884,82 74,579 TW. III 
Sumber : Bapenda Bojonegoro, 2019. 
5.1.1 Gambaran Kecamatan Gayam dan Enam Desa Terdekat 
Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Gayam, sebuah kecamatan baru 
yang terbentuk pada tahun 2012. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang ke-
28 di Kabupaten Bojonegoro dan sampai saat ini Kabupaten Bojonegoro memiliki 
28 Kecamatan, artinya kecamatan ini merupakan kecamatan termuda bila 
dibandingkan 27 kecamatan lainnya. Fasilitas utama lapangan Banyu Urip yang 
dikelola oleh EMCL berada di kecamatan ini. 
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Pembentukan kecamatan ini melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2011 
yang kemudian diundangkan pada 28 Maret 2012 dengan luas wilayah 50,05 km2. 
Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Ngasem dan kecamatan 
Kalitidu yang terdiri dari 12 desa. Enam desa berasal dari kecamatan Ngasem, 
yaitu: desa Gayam, Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Begadon dan Ringin Tunggal. 
Kemudian enam desa lainnya berasal dari kecamatan Kalitidu, yaitu: desa Beged, 
Ngraho, Sudu, Cengungklung, Manukan dan Katur. Kecamatan ini berbatasan 
langsung dengan wilayah kecamatan Purwosari di sebelah barat, kecamatan 
Ngasem di sebelah selatan, kecamatan Malo di sebelah utara, dan kecamatan 
Kalitidu di sebelah timurnya.  
Berdasarkan laporan kependudukan yang disampaikan oleh pihak 
kecamatan Gayam yang ditemui oleh peneliti, jumlah penduduk kecamatan 
Gayam per Agustus 2019 adalah 34.372 jiwa dengan perincian 17.759 laki-laki 
dan 17.113 perempuan. 
Dari 12 desa di kecamatan Gayam, peneliti hanya akan mendeskripsikan 
secara umum kondisi enam desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu desa 
Gayam, Mojodelik, Brabowan, Bonorejo, Ngraho dan Sudu. Data tersebut disari 
oleh peneliti dari BPS (Kecamatan Gayam Dalam Angka, 2019) dan pengamatan 
langsung peneliti, yaitu sebagai berikut : 
1. Desa Gayam 
Desa ini memiliki luas wilayah 11.01 km2 dengan 406 Ha merupakan area 
persawahan yang kesemuanya merupakan sawah tadah hujan dengan produksi 
padi sebanyak 4,140 ton/tahun. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 6.583 jiwa 
yang terdiri dari 3.315 laki laki dan 3.268 perempuan yang tersebar di 40 RT pada 
8 RW dan 4 dusun dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,5%. 
Kendaraan bermotor yang dimiliki warga berupa mobil sebanyak 70 unit, sepeda 
motor 2,952 unit dan truk 13 unit. Sebagain wilayah geografis desa digunakan 
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fasilitas lapangan Banyu Urip seperti untuk lokasi sumur minyak C (Well Pad C). 
Bahkan sebagian pemukiman warga berbatasan langsung dengan pagar EMCL 
disisi timur. 
2. Desa Mojodelik 
Desa ini memiliki luas wilayah 9.65 km2 dengan 225 Ha merupakan area 
persawahan yang kesemuanya merupakan sawah tadah hujan dengan produksi 
padi sebanyak 2,287 ton/tahun. Jumlah  penduduk desa ini sebanyak 4.218 jiwa 
yang terdiri dari 2.119 laki-laki dan 2.099 perempuan yang tersebar di 21 RT pada 
5 RW dan 6 dusun dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,8%. 
Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga berupa mobil sebanyak 60 unit, 
sepeda motor 2,470 unit dan truk 18 unit. Sebagain wilayah geografis desa 
digunakan fasilitas lapangan Banyu Urip seperti untuk lokasi sumur minyak A dan 
B (Well Pad A dan B). Bahkan sebagian pemukiman warga berbatasan langsung 
dengan pagar EMCL disisi selatan. 
3. Desa Brabowan  
Desa ini memiliki luas wilayah 2.12 km2 dengan 122 Ha merupakan area 
persawahan yang 22 Ha merupakan sawah tadah hujan dan 100 Ha merupakan 
sawah irigasi dengan produksi padi sebanyak 1,755 ton/tahun. Jumlah  penduduk 
desa ini sebanyak 1.330 jiwa yang terdiri dari 671 laki-laki dan 659 perempuan 
yang tersebar di 8 RT pada 2 RW dan 3 dusun dengan pertumbuhan penduduk 
per tahun sekitar -6,4%. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga berupa 
mobil sebanyak 42 unit, sepeda motor 672 unit dan truk 5 unit. Sebagain wilayah 
geografis desa digunakan fasilitas lapangan Banyu Urip seperti area penyangga 
(buffer zone), bahkan sebagian pemukiman warga berbatasan langsung dengan 
pagar EMCL disisi utara. 
4. Desa Bonorejo 
Desa ini memiliki luas wilayah 2.42 km2 dengan 44 Ha merupakan area 
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persawahan yang kesemuanya merupakan sawah tadah hujan dengan produksi 
padi sebanyak 1857 ton/tahun. Jumlah  penduduk desa ini sebanyak 1.775 jiwa 
yang terdiri dari 901 laki-laki dan 874 perempuan yang tersebar di 8 RT pada 2 
RW dan 2 dusun dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 6,8%. 
Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga berupa mobil sebanyak 39 unit, 
sepeda motor 1,314 unit dan truk 12 unit. Sebagain wilayah geografis desa 
digunakan fasilitas lapangan Banyu Urip seperti untuk lokasi area perkantoran, 
bahkan sebagian pemukiman warga berbatasan langsung dengan pagar EMCL 
disisi barat. 
5. Desa Ngraho 
Desa ini memiliki luas wilayah 2.87 km2 dengan 191 Ha merupakan area 
persawahan yang kesemuanya merupakan sawah sawah irigasi dengan produksi 
padi sebanyak 3,906 ton/tahun. Jumlah  penduduk desa ini sebanyak 2.882 jiwa 
yang terdiri dari 1.464 laki-laki dan 1.418 perempuan yang tersebar di 14 RT pada 
2 RW dan 3 dusun dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,9%. 
Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga berupa mobil sebanyak 24 unit, 
sepeda motor 1,414 unit, truk 3 unit dan bus 1 unit. Sebagain wilayah geografis 
desa digunakan fasilitas lapangan Banyu Urip berupa akses utama masuk (jalan 
layang, flyover). 
6. Desa Sudu 
Desa ini memiliki luas wilayah 3.22 km2 dengan 244 Ha merupakan area 
persawahan yang kesemuanya merupakan sawah sawah irigasi dengan produksi 
padi sebanyak 3,638 ton/tahun. Jumlah  penduduk desa ini sebanyak 2.674 jiwa 
yang terdiri dari 1.355 laki-laki dan 1.319 perempuan yang tersebar di 16 RT pada 
7 RW dan 5 dusun dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar -5,6%. 
Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga berupa mobil sebanyak 38 unit, 
sepeda motor 1,334 unit, truk 9 unit dan bus 2 unit. Sebagain wilayah geografis 
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desa digunakan fasilitas lapangan Banyu Urip seperti untuk lokasi RWI (river water 
intake), bahkan sebagian pemukiman warga berbatasan langsung dengan fasilitas 
tersebut. 
5.1.2 Blok Cepu dan Masyarakat Sekitar 
Sebelum mendiskripsikan tentang Blok Cepu, peneliti akan mengupas 
sedikit tentang keberadaan ExxonMobil di Indonesia. Perusahaan ini sudah lebih 
dari 120 tahun melakukan operasinya di Indonesia, artinya mereka berada disini 
sejak sebelum Indonesia merdeka. Mereka beroperasi di berbagai wilayah 
nusantara. Berikut sejarah dan pencapaian dari perusahaan tersebut (disarikan 
dari www.exxonmobil.co.id) : 
 Tahun 1898: Kantor pemasaran dibuka di Indonesia 
 Tahun 1912: Dimulainya kegiatan eksplorasi 
 Tahun 1968: Menjadi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) di Provinsi 
Aceh 
 Tahun 1971: Penemuan Lapangan Gas Arun, di Provinsi Aceh 
 Tahun 1973: Penandatanganan kontrak LNG (Liquefied Natural Gas) 
untuk pertama kalinya dengan Jepang 
 Tahun 1980: Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) di lapangan 
Natuna D-Alpha 
 Tahun 1983: Penandatanganan kontrak LNG untuk Korea Selatan 
 Tahun 1993: Mobil mendirikan kantor perwakilan penjualan di Indonesia 
 Tahun 1996: Esso mendirikan kantor perwakilan penjualan di Indonesia 
 Tahun 1997: Pengiriman kargo yang ke-3.000 dari Lapangan Arun 
 Tahun 1998: Perayaan 100 tahun di Indonesia 
 Tahun 1999: Exxon dan Mobil merger menjadi ExxonMobil Corporation 
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 Tahun 2000: Operator TAC (Technical Assistance Contract) di Blok Cepu, 
sebagian wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 
 Tahun 2001: Penemuan cadangan minyak sekitar 450 juta barel pada 
lapangan minyak Banyu Urip, di Blok Cepu 
 Tahun 2003: Pendirian PT. EMLI (ExxonMobil Lubricants Indonesia) 
Tahun 2005: Penandatanganan Kontrak Kerja Sama untuk Blok Cepu, 
yang kemudian ExxonMobil Indonesia ditetapkan sebagai operator 
 Tahun 2006: Pengiriman kargo yang ke-4.000 dari Lapangan Arun 
 Tahun 2008: Produksi awal dari lapangan Banyu Urip dimulai melalui Early 
Processing Facility (EPF) atau disebut Fasilitas Produksi Awal yang mulai 
berproduksi dengan kapasitas 20.000 barel minyak per hari di tahun 2009. 
 Tahun 2011: Lima kontrak Engineering, Procurement and Construction 
(EPC) - Reka cipta, Pengadaan dan Konstruksi diberikan kepada lima 
konsorsium, sebuah fase dimulainya pengerjaan pengembangan penuh 
Lapangan Banyu Urip 
 Tahun 2015: 
 Oktober – ExxonMobil mengalihkan hak penyertaan Kontrak Kerja 
Sama pada Blok NSO dan Blok B Aceh kepada PT. Pertamina 
 Desember – Dimulainya produksi minyak di Central Production Facility 
(CPF) atau Fasilitas Pengolahan Pusat Lapangan Banyu Urip 
 Tahun 2016: Produksi sesuai dengan POD (plan of development) sebesar 
165.000 barel minyak per hari dari Lapangan Banyu Urip 
 Tahun 2019: Produksi minyak sebesar 220.000 barel per hari dari 
Lapangan Banyu Urip, sekaligus diselesaikannya pengembangan 
lapangan Kedung Keris yang diperkirakan akan menyumbang minyak 
sebesar 5.000 barel per hari. 
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Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan Blok Cepu telah ditandatangani 
pada 17 September 2005, yang mencakup wilayah kerja di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. ExxnonMobil Cepu Limited (EMCL), Ampolex Cepu Pte Ltd., PT. Pertamina 
EP Cepu (PEPC) dan empat Badan Usaha Milik Daerah: PT Sarana Patra Hulu 
Cepu (dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera 
(dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (dimiliki 
Pemerintah Kabupaten Blora) dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (dimiliki 
Pemerintah Propinsi Jawa Timur) yang tergabung menjadi kontraktor di bawah 
KKS Cepu.  
ExxonMobil memegang 45 persen dari total saham partisipasi Blok Cepu. 
KKS Cepu ini akan berlanjut hingga 2035. Sebuah Perjanjian Operasi Bersama 
atau Joint Operating Agreement (JOA) telah ditandatangani oleh pihak-pihak 
kontraktor, dimana ExxonMobil berperan sebagai operator dari KKS Cepu 
mewakili para Kontraktor. 
Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 35 / 2004 menyebutkan bahwa 
prioritas dalam penawaran Penyertaan Modal (Participating Interest – PI) harus 
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah ditunjuk oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. 
Perincian dari 10 persen penyertaan modal untuk empat BUMD adalah 
4,48 persen untuk PT. Asri Dharma Sejahtera (Kabupaten Bojonegoro), 2,24 
persen untuk PT. Petrogas Jatim Utama Cendana (Propinsi Jawa Timur), 2,18 
persen untuk PT. Blora Patragas Hulu (Kabupaten Blora), dan 1,09 persen untuk 
PT. Sarana Patra Hulu Cepu – Propinsi Jawa Tengah). Keempat BUMD ini bekerja 
dibawah satu konsorsium yang dinamakan Badan Kerja Sama (BKS). 
Lapangan Minyak Banyu Urip, merupakan pengembangan pertama di 
wilayah kerja Blok Cepu yang mencakup pengembangan lapangan minyak Banyu 
Urip sendiri, dengan penemuan cadangan minyak mentah diperkirakan sebesar 
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450 juta barel minyak yang telah diumumkan pada April 2001. Setelah melebihi 
tingkat rencana pengembangan lapangan 165.000 barel minyak per hari, Banyu 
Urip saat ini mencapai tingkat produksi lebih dari 220.000 barel minyak per hari, 
menyediakan 25 persen produksi minyak nasional. 
Produksi awal lapangan Banyu Urip dimulai pada Desember 2008 melalui 
early production facility (EPF) atau Fasilitas Produksi Awal yang berproduksi 
dengan kapasitas minyak 20.000 barel per hari pada bulan Agustus 2009. Dengan 
keunggulan dan inovasi dari manajemen proyek, kapasistas produksi terus 
meningkat menjadi lebih dari 80.000 barel per hari pada tahun 2015, dimana fase 
start-up telah dimulai. 
Kemudian, EMCL mengembangkan seluruh lapangan Banyu Urip terdiri 
dari Central Processing Facility (CPF) atau Fasilitas Pengolahan Pusat, jalur pipa 
darat dan lepas pantai, kemudian Floating Storage and Offloading (FSO) sebuah 
fasilitas penyimpanan dan alir-muat terapung, serta fasilitas- fasilitas infrastruktur 
pendukung lainnya. Keberadaan CPF terletak sekitar 10 km dari sisi tenggara kota 
Cepu di Jawa Tengah dan 20 km dari sisi barat daya kota Bojonegoro di Jawa 
Timur, yang berfungsi mengolah minyak yang dihasilkan dari Lapangan Banyu 
Urip. Dari minyak yang telah diolah tersebut, kemudian dialirkan melalui pipa 
minyak berkapasitas 20 inci, membentang sepanjang 72 km kearah pesisir 
Kabupaten Tuban. Dari pesisir Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban, minyak 
tersebut dialirkan melalui pipa dibawah laut sepanjang 23 km menuju fasilitas FSO. 
Minyak mentah kemudian diekspor dan diangkut, baik untuk pasar domestik 
maupun pasar internasional oleh kapal-kapal tanker. 
Pengembangan lapangan Banyu Urip dimulai pada tahun 2011 yang 
dibangun oleh lima kontraktor konsorsium yang dipimpin perusahaan Indonesia, 
460 subkontraktor dan pemasok Indonesia; dan lebih dari 17.000 pekerja 
Indonesia yang telah berkontribusi dalam tahap pengembangan. 
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Sejak tahun 2007, ExxonMobil telah melatih 110 teknisi operasi dan 
pemeliharaan dari daerah sekitar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka telah 
dilatih di wilayah operasi ExxonMobil di seluruh dunia dan sekarang telah kembali 
untuk mengoperasikan Fasilitas Banyu Urip. Lapangan Banyu Urip telah melebihi 
tingkat rencana pengembangan lapangan 165.000 barel minyak per hari dan telah 
mencapai tingkat produksi 220.000 barel minyak per hari - lebih dari 25 persen 
target produksi nasional. Sejak tahun inipula, ExxonMobil juga turut berkomitmen 
dalam program pengembangan masyarakat melalui tiga pilar utama: pendidikan, 
kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Sekitar US$ 33 juta telah 
diinvestasikan untuk pelaksanaan berbagai program yang telah memberikan 
manfaat kepada lebih dari 100.000 masyarakat Indonesia 
(www.exxonmobil.co.id). 
Seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, secara dominan warga desa-
desa di kecamatan Gayam merupakan petani tradisional, dimana sebagian desa 
menggunakan irigasi bengawan solo dan sebagian tadah hujan. Bagi petani yang 
tadah hujan, tentunya menanam padi hanya ketika musin penghujan datang, 
sehingga sulit untuk panen padi setahun dua kali. Biasanya selain padi, mereka 
menanam palawija seperti jagung dan kacang ijo.  
Selain di sektor pertanian, sebagian warga kecamatan Gayam bekerja 
pada sektor jasa/perdagangan, pertukangan dan wirasawasta lainnya. Namun 
jumlah mereka jauh sangat kecil bila dibandingkan dengan mereka yang bekerja 
sebagai petani atau buruh tani. Sejak masuknya ExxonMobil Cepu Ltd. sebagai 
operator Blok Cepu, sebagian warga terlibat dalam pekerjaan di proyek Migas 
tersebut. Mereka terserap di kontraktor-kontraktor EMCL mulai dari non skill 
sampai pekerjaan yang memerlukan skill.  Pekerjaan seperi security menjadi idola 
bagi pemuda setempat. Walau begitu, pekerjaan seperti office boy dan potong 
rumput juga tidak jalan menarik bagi mereka daripada menjadi buruh tani. 
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Secara historis, desa-desa sekitar wilayah lapangan minyak Banyu Urip 
diperintah oleh kepala desa. Para kepala desa ini kebanyakan adalah orang-orang 
desa yang kaya, yang sudah turun temurun. Mereka menguasai tanah yang luas 
dan mempekerjakan para buruh tani yang hanya memiliki petak tanah yang 
sempit. Orang-orang kaya desa ini pada gilirannya menjadi pemimpin. Mereka 
terpandang secara ekonomi, bisa baca tulis saja. Kekuasaan mereka semakin 
melimpah karena saat itu jabatan tersebut dipegang seumur hidup. Ketika jabatan 
kepala desa dibatasi masa periodenya 6 tahun sekali, kepemimpinan desa 
bergeser dan tidak dipegang oleh satu orang saja. Kendati demikian, sirkulasi 
kekuasaan ini tetaplah berputar di sekitar kerabat dekat sendiri yang memiliki 
kekuatan finansial untuk maju sebagai kepala desa. Selain kekayaan material, 
seorang pemimpin desa dikenal sebagai seorang pemberani. Menurut informan 
Kundori, bukanlah nilai budi seseorang yang menentukannya menjadi kepala 
desa, namun terkadang kekayaan dan kekuatan yang menjadikan mereka sebagai 
kepala desa.   
Para elit di masing-masing desa ini biasanya memiliki hubungan 
kekerabatan satu sama lain melalui praktek pernikahan. Misalnya, anak dari 
kepala desa A dinikahkan dengan anak kepala desa B, atau anak kepala desa 
dinikahkan dengan orang kaya di desa tersebut atau desa-desa yang berdekatan. 
Bangunan kekerabatan ini pada gilirannya melahirkan sekelompok elit desa kaya 
yang saling mendukung untuk berusaha menguasai sumberdaya desa atau 
memperebutkan kepemimpinan desa. Akibatnya, sirkulasi kepemimpinan desa 
pun berkutat pada lingkaran elit ini saja. Sampai-sampai muncul mitos bahwa anak 
seorang kepala desa bisa dipastikan berpeluang besar menjabat kepemimpinan  
desa.  
Di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian tersebut, hubungan 
kekerabatan bisa terlihat dengan jelas. Di Desa Mojodelik, Yuntik Rahayu (kepala 
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desa periode 2014 – 2019 dan 2020 – 2026) merupakan anak dari Sukaran yang 
pernah menjabat kepala desa sebelum Sandoyo (2008 – 2014). Cucu Soekarjo 
(mantan kepala desa Mojodelik sebelum Sukaran) bernama Pujiono menjabat 
kepala desa Gayam selama dua periode hingga digantikan oleh adiknya yang 
bernama Winto (2014 – 2019 dan 2020 – 2026).  
Adapun di Desa Brabowan, kepala desa pertama dijabat Haji Akrom, 
setelah lengser 1969, Akrom digantikan cucunya yang bernama Basit Arrahman. 
Basit adalah juga menantu Ngarsaid, mantan kepala desa Bonorejo yang 
kemudian turun temurun anaknya yang bernama Rahmad Aksan yang memimpin 
desa tersebut selama dua periode dan kemudian diteruskan oleh istrinya (2008 – 
2014). Pada periode 2014 – 2019 kepala desa dijabat Dasan, diluar kerabat, yang 
kemudian menjadi besan dari Sukono yang merupakan kepala desa Katur, 
Kecamatan Gayam (2014 – 2019, 2020 – 2026). Kemudian Rahman Aksan 
kembali terpilih menjadi kepala desa pada periode 2019 - 2025.  Di Desa Begadon, 
kepala desanya bernama Haryono menggantikan ayahnya. Haryono sendiri 
adalah menantu Haji Akrom, mantan kepala desa Begadon.  
Dengan demikian bisa digambarkan bahwa elit-elit desa di sekitar 
lapangan minyak Banyu Urip merupakan anak cucu dari para pendiri desa atau 
pendahulunya yang memiliki hubungan kekerabatan cukup kental sehingga 
mereka mampu mengontrol berbagai sumber daya dan memiliki posisi penting 
dalam pemerintahan desa.  Peran relasi dan kekerabatan inilah yang 
memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu kepala desa dengan kepala 
desa lainnya dalam banyak hal, termasuk hubungan atau sikap mereka terhadap 
keberadaan perusahaan (EMCL). 
Diluar unsur kekerabatan di tingkat elit, hampir bisa dikatakan bahwa 
seluruh warga kecamatan Gayam khususnya di enam desa yang menjadi lokasi 
penelitian memeluk agama Islam. Keberadaan masjid dan mushola mudah sekali 
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ditemukan di perkampungan dan pinggir jalan-jalan desa yang kadang-kadang 
letaknya satu sama lain tak berjauhan. Tak nampak gereja, pura atau rumah 
ibadah agama lain. Pada sore hari, anak-anak belia pergi mengaji dan saat senja 
adzan maghrib berkumandang, orang-orang tua pergi menjalankan shalat di 
masjid atau mushola-mushola terdekat. 
Penduduk warga kecamatan gayam bersuku Jawa, dan bahasa Jawa 
menjadi bahasa ibu mereka. Tradisi-tradisi lama masih dilakukan, seperti sedekah 
bumi atau istilah lokal “manganan” atau “nyadran”. Kegiatan ini biasanya dilakukan 
di tempat yang dianggap keramat seperti sendang, kuburan tua atau lokasi 
lainnya. Ritual sedekah bumi ini biasanya selalu disertai dengan pertunjukan 
kesenian Jawa seperti wayang atau tayuban. Ritual tahunan ini biasanya dilakukan 
setiap musim panen, tidak masalah apakah hasil panennya melimpah atau tidak, 
bagi masyarakat setempat panenan ini harus disyukuri dan disedekahi.  
Dalam kegiatan sedekah bumi atau manganan ini, kalau waktu dulu semua 
kebutuhan kegiatan ditanggung oleh warga dan pihak pemerintah desa, sejak 
adanya EMCL beroperasi di Blok Cepu, pihak pemerintah desa juga mengirimkan 
proposal bantuan kepada EMCL dan biasanya EMCL akan membantu sebagian 
kebutuhan manganan tersebut. Menurun Azi N. Alam, informan penelitian dari 
EMCL bahwa perusahaannya selalu membantu kebutuhan sedekah bumi warga 
sekitar berupa bantuan sewa pengeras suara, tenda, konsumsi dan kebuthan 
lainnya. Informan merasa bahwa perusahaan ingin berturut serta dalam 
melestarikan budaya dan kearifan masyarakat lokal. Ingin menjadi bagian dari uri-
uri  budaya masyarakat setempat. 
5.2 Deskripsi Informan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan fokusnya dalam menggali 
informasi utama melalui informan terpilih yang berada di enam desa di kecamatan 
Gayam yang paling dekat dengan fasilitas Lapangan Banyu Urip yang dioperatori 
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oleh EMCL. Mereka tinggal di enam desa lokasi penelitian, yaitu desa Gayam, 
Mojodelik, Brabowan, Bonorejo, Sudu dan Ngraho yang berjumlah sepuluh orang, 
terdiri dari 4 (empat) kepala desa, 1 (satu) anggota DPRD Kabupaten 
Bojonegoro, 2 (dua) LSM mitra EMCL, 1 (satu) tokoh masyarakat dan 2 (dua) 
penerima manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL. 
Kemudian peneliti menambah 2 (dua) orang lagi yang berasal dari unsur 
perusahaan (EMCL) dan unsur pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini 
pegawai Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Sehingga total 
informan dalam penelitian ini adalah 12 orang. 
Tabel 5.5 



















40 Mojodelik SMA Menikah Kepala Desa 
Trikasih (P) Tri Tokoh 
masyarakat 
47 Sudu SMA Menikah Kepala Desa 
Winto (L) Win Tokoh 
masyarakat 
45 Gayam S1 Menikah Kepala Desa 
Sukiran (L) Sukiran Tokoh 
masyarakat 
50 Brabowan  SMA Menikah Kepala Desa 
Parmani (L) Guru Tokoh 
masyarakat 
57 Brabowan S1 Menikah Guru SMPN 1 
Kalitidu 
Musyadad (L) Syadad LSM Mitra 
EMCL 
47 Gayam S1 Menikah Ketua Tropis 
M. Suparno (L) Parno  Tokoh 
masyarakat 
49 Gayam S1 Menikah Anggota DPRD 
Bojonegoro 
M. Kundori (L) Ndori LSM Mitra 
EMCL 
32 Ngraho S1 Menikah Ketua Ademos  
Daminanto (L) Dam Penerima 
manfaat 







28 Brabowan S1 Menikah  Sekretaris Desa 
Azi N. Alam (L) Azi Unsur 
Perusahaan  














S2 Menikah Kabid Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi, BAPPEDA 
Sumber: Data Penelitian 2020 
Dari gambaraan singkat diatas, informan yang terpilih tentunya telah 
melalui proses kesediaan dan berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan dalam penelitian ini. Ada beberapa kali tatap muka dan wawancara 
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selama proses penelitian ini berlangsung. Adapun deskripsi lebih menonjol 
mengenail informan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Yuntik Rahayu (kode dalam penelitian ini: inf1) 
Yuntik yang saat ini berusia 40 tahun merupakan kepala desa Mojodelik 
periode 2014 – 2019. Dan kembali terpilih dalam pemilihan kepala desa untuk 
periode 2020 - 2026. Dia merupakan anak dari mantan kepala desa Mojodelik 
beberapa periode sebelumnya (Sukaran). Sebelum menjadi kepala desa, dia 
berprofesi sebagai pengusaha yang secara langsung dan tidak langsung 
berhubungan dengan operasi lapangan Banyu Urip. Usaha ini dia geluti sampai 
dengan sekarang. Sejak lahir sampai sekarang dia tinggal di desa Mojodelik, 
sehingga sangat paham perubahan yang terjadi di desanya. 
Sebagai kepala desa, dia merasa perlu uluran tangan dari berbagai pihak, 
terutama EMCL untuk bersama sama membangun desa Mojodelik untuk menjadi 
lebih baik. Beberapa Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL terutama 
infrastruktur telah merubah wajah desa Mojodelik menjadi lebih maju dari pada 
tahun-tahun sebelumnya. 
2. Tri Kasih (kode dalam penelitian ini: inf2) 
Tri Kasih adalah kepala desa Sudu periode 2014 – 2020, mantan anggota 
DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2013 dari partai Pelopor dan saat 
ini berusia 47 tahun. Suaminya merupakan anggota DPRD 2014 – 2019 fraksi 
Golkar dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2019 – 2024. Informan juga anak 
dari mantan kepala desa Sudu beberapa periode sebelum yang bernama Kantar. 
Sejak lahir sampai dengan sekarang, Tri Kasih tinggal di desa Sudu dan tidak 
pernah merantau keluar daerah. Di desa Sudu sendiri ada fasilitas EMCL berupa 
“RWI (river water intake)”, sebuah fasilitas untuk mengambil air dari bengawan 
solo yang kemudian dialirkan kedalam waduk yang dibangun EMCL. Air tersebut 
dipergunakan untuk membantu kebutuhan produksi minyak mentah. 
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Sebagai kepala desa,Tri Kasih menilai bahwa program pengembangan 
masyarakat yang dilakukan oleh EMCL ada beberapa yang memberikan dampak 
bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu pembangunan 
infrastruktur jalan, sekolah, tanggul penahan tanah dan pelatihan rajut untuk 
wanita. Penjelasan cukup detail dipaparkan Tri Kasih saat ditemui di balai desa 
pada siang hari. 
3. Winto (kode dalam penelitian ini: inf3) 
Pria 45 tahun yang suka bermain sepakbola ini merupakan kepala desa 
Gayam periode 2014 – 2019 dan terpilih kembali pada periode 2020 - 2026. 
Informan menjadi kepala desa meneruskan kepemimpinan kakaknya yang lebih 
dulu menjadi kepala desa selama dua periode. Sebelum menjadi kepala desa, 
informan lebih sering tinggal di desa Mojodelik bersama kakek neneknya yang 
merupakan kepala desa tersebut. Desa Mojodelik merupakan desa yang 
berbatasan langsung dengan desa Gayam di sisi selatan. Informan juga puluhan 
tahun merantau di beberapa kota di Indonesia untuk belajar dan bekerja.  
Keputusan pulang kampung dan kemudian menjadi kepala desa juga 
didasari karena keberadaan EMCL yang menjadi magnet berbagai orang datang 
diwilayahnya, juga kenginan untuk mempercepat pembangunan yang ada 
didesanya. Terbukti berbagai fasilitas layak telah terbangun di desanya berkat 
kerjasama dengan EMCL. Mulai balai desa, lapangan sepakbola, jalan paving, 
sekolah, pasar desa dan lainnya.  
4. Sukiran (kode dalam penelitian ini: inf4) 
Pria berusia 50 tahun ini merupakan kepala desa Brabowan periode 2014 
– 2020 dan pada pemilihan kepala desa tahun ini dia gagal melanjutkan 
kepemimpinannya setelah kalah dalam Pilkades 18 Februari 2020. Sebelum 
menjadi kepala desa, Sukiran adalah perangkat desa setempat dengan jabatan 
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Kaur Pembangunan (Bayan), sehingga dia punya pengalaman birokrasi desa yang 
mumpuni. 
Ditemui pada sore hari di rumahnya, dia menjelaskan tentang perubahan 
yang ada didesanya cukup pesat. Terutama bidang infrastruktur seperti semua 
jalan di desanya sudah terbangun paving. Namun dia juga menyayangkan sejak 
berakhirnya proyek EPC (engineering procurement & construction), sebuah 
proyek besar pembangunan lapangan Banyu Urip, banyak masyarakat yang 
dulunya di proyek sekarang banyak yang tidak bekerja. Atau ada bekerja tapi 
pendapatannya tidak sebesar di proyek. 
5. Parmani (kode dalam penelitian ini: inf5) 
Tokoh masyarakat yang satu ini sudah banyak dikenal masyarakat lokal 
maupun Kabupaten Bojonegoro. Namanya Parmani, 57 tahun, biasa dipanggil 
Guru. Sebutan yang sesuai dengan profesinya sebagai guru negeri di SMPN 1 
Kalitidu, sekitar 5 KM dari tempat tinggalnya di desa Brabowan. Informan mengajar 
mata pelajaran PPKN. Ditengah masyarakat dia aktif mengkomunikasi persoalan 
masyarakat dengan perusahaan, baik atas nama masyarakat Brabowan maupun 
atas nama LSM yang dia dirikan, Forkomasbaja (Forum Komunikasi Masyarakat 
Banyu Urip – Jambaran). Lebih sering dia menyuarakan berbagai isu, ide dan 
gagasannya menggunakan media massa yang ada. 
Ditemui pada suatu kesempatan ketika dia pulang mengajar, dia 
menceritakan bagaimana perubahan dan akses masyarakat yang lebih mudah 
diwilayahnya bila dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Walau demikian, dia juga 
mengkritisi beberapa program yang kesinambungannya tidak diperhatikan oleh 
EMCL, kurang adanya program ekonomi yang langsung menciptakan lapangan 
kerja baru dan belum adanya irigasi pertanian dari bengawan solo. 
6. Musyadad (kode dalam penelitian ini: inf6) 
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Biasa dipanggil kang Syadad, 47 tahun, merupakan pendatang di desa 
Gayam. Sekitar 20 tahun lalu dia merantau ke desa ini dikarenakan menikah 
dengan perempuan setempat dan kemudian mengabdikan dirinya dengan 
mengajar di sekolah dan lembaga keagamaan di desa tersebut.  Dalam 
perjalanannya dia sempat mendirikan LSM dengan nama CHC (community health 
centre), sebuah LSM yang fokus pada bidang kesehatan. Sayangnya, lembaga ini 
tidak berjalan lama. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 2011, dia 
mendirikan LSM baru yang diberi nama Tropis Indonesia. Dia menjabat sebagai 
ketua hingga sekarang. Sejak tahun 2012 hingga sekarang, sudah puluhan 
program yang sudah dikerjasamakan dengan EMCL, terutama bidang 
penghijauan dan lingkungan hidup. 
Ketika ditemui pada malam hari, dia berujar banyak pembelajaran yang 
didapat selama menjadi mitra Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL. 
Baik yang langsung berhubungan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat 
maupun harapan yang disampaikan oleh perusahaan. Sebagai aktivis LSM, 
tentunya menjadi menarik ketika mampu mensinkronkan kedua hal tersebut. Dia 
juga bercerita bagaimana kondisi awal ketika dulu awal-awal tinggal di desa 
Gayam, dimana akses mau kemana sangat sulit karena kondisi infrastruktur jalan 
yang tidak mendukung. Saat itu masih banyak jalan tanah dan ketika musim 
penghujan sudah dipastikan kondisi jalan seperti tempat kerbau bermain. 
7. M. Suparno (kode dalam penelitian ini: inf7) 
Biasa dipanggil Parno, 49 tahun, saat ini merupakan anggota DPRD 
Kabupaten Bojonegoro dari fraksi PKB (partai kebangkitan bangsa) periode 2019 
– 2024. Tentunya sebagai angota DPRD, dia memiliki bekal pengetahuan tentang 
industri minyak dan gas bumi, termasuk tentan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) EMCL. Karena sebelum menjadi anggota DPRD, dia aktif 
sebagai pengurus Bapeka (Banyu Urip Peduli Pendidikan), sebuah LSM lokal yang 
99 
 
fokus pada isu dan pendampingan pendidikan. Sekitar 10 tahun, organisasi ini 
digandeng oleh EMCL untuk melakukan Program Pengembangan Masyarakat 
(PPM) di bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan peningkatan 
kapasitas pelajar.  
Sebagai penduduk asli desa Gayam, tentunya dia sangat paham tentang 
kondisi sebelum dan setelah EMCL menejadi operator di Blok Cepu, khususnya di 
lapangan Banyu Urip. Banyak hal yang diceritakan baik dari sisi pelaksanaan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL, harapan masyarakat kepada 
EMCL maupun bagaimana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 
yang sudah berjalan selama ini. 
8. M. Kundori (kode dalam penelitian ini: inf8) 
Awalnya pemuda yang satu ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan 
kepemudaan di kecamatan Gayam. Itu selaras dengan posisi dia sebagai Ketua 
Forum Karang Taruna Se-Kecamatan Gayam. Dia biasa dipanggi Ndori, 32 tahun, 
yang tinggal di desa Ngraho. Sebuah desa yang bersebelahan langsung dengan 
lapangan Banyu Urip di sisi depan atau utara. Sehingga akses masuk lapangan 
Banyu Urip, adanya flyover, berada di desa ini. Selain aktif dalam kepemudaan, 
dia juga menjabat sebagai direktur Ademos, sebuah LSM lokal yang didirikan oleh 
Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc (menteri sekretaris Negara) pada tahun 2008. 
Kemudian sejak 2009 sampai dengan sekarang, organisasi telah puluhan kali 
menjadi mitra EMCL dalam menjalankan Program Pengembangan Masyarakat. 
Saat ditemui di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari desanya, dia 
bercerita bagaimana tantangan yang dihadapi sebagai mitra EMCL untuk 
menjalankan Program Pengembangan Masyarakat agar sukses dan berkelanjutan 
di masyarakat. Termasuk juga bagaimana dia menceritakan harapan warga 
desanya tentang keberadaan EMCL, dimana mereka berharap bisa bekerja di 
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fasilitas EMCL. Sehingga setiap ada informasi lowongan kerja, mereka berlomba 
lomba untuk merebutnya.  
9. Daminanto (kode dalam penelitian ini: inf9) 
Sebagai pemuda desa yang hanya lulusan pendidikan SMP, Daminanto, 
32 tahun, sudah terbiasa bekerja di sawah atau pekerjaan serabutan lainnya. 
Sehingga sejak awal dia tidak begitu tertarik bekerja di proyek EMCL. Walau 
demikian, sebagai masyarakat setempat dia juga banyak memperhatikan 
pembangunan yang ada didesanya. Termasuk pelaksanaan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL. Diantaranya adalah program 
pengembangbiakan kambing. Pemuda ini menjadi penerima manfaat dari program 
kambing yang digulirkan oleh EMCL dan dia dipercaya sebagai ketua pengelola 
kambing tersebut. 
Ditemui siang hari ketika dia membersihkan kandang kambing yang 
dikelolanya, dia bercerita bagaimana tantangan yang harus dijalani untuk 
menjawab kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dia merasa program 
kambing selama periode pendampingan program berjalan dengan baik, namun 
ketika sudah tidak didampingi banyak persoalan yang kemudian muncul, yang 
terkadang dia merasa buntu untuk mencari jalan keluarnya. 
10. Basuki Riyanto (kode dalam penelitian ini: inf10) 
Pemuda berusia 28 tahun ini merupakan ketua Karang Taruna  desa 
Brabowan periode 2013 – 2019 dan pada tahun 2018 lalu, Riyan (nama 
panggilannya) terpilih menjadi Sekretaris Desa (Carik) melalui proses seleksi 
terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. 
Pendidikan terakhir Riyan adalah sarjana komputer pada salah satu kampus lokal 
di Bojonegoro.  
Dalam beberapa kali kesempatan saat ngrobrol bersama, dia menjelaskan 
sebagai penerima manfaat dari beberapa Program Pengembangan Masyarakat 
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(PPM) dia merasa bersyukur bisa terlibat langsung dengan program-program 
tersebut. Diawali dari program pengembangan karang taruna (Tangguh – taruna 
bangga usaha) pada tahun 2012, kemudian menjadi pengelola program 
agrowisata jambu Kristal dan pada tahun ini sebagai ketua tim pelaksana 
pembangunan PJU (penerangan jalan umum), telah merubah pandangannya 
tentang peran EMCL dalam membangun desanya. 
11. Azi N. Alam (kode dalam penelitian ini: inf11) 
Nama lengkapnya adalah Azi Nur Alam, yang ditunjuk sebagai VP PGA 
(Vice President untuk Public and Government Affairs), ExxonMobil Indonesia pada 
Agustus 2019 lalu.  Informan perusahaan ini menggantikan pendahulunya Erwin 
Maryoto. Azi sendiri bergabung dengan ExxonMobil Indonesia sejak tahun 2009 
dengan berbagai pengalaman di public dan government affair untuk bidang sektor 
swasta, pemerintahan dan dunia konsultan. Informan sendiri memegang gelar 
sarjana dalam ilmu hubungan internasional dari Universitas Paramadina Jakarta 
dan kemudian mendapatkan gelar pasca-sarjana di bidang keilmuan yang sama 
dari Universitas Indonesia. Selama karirnya di ExxonMobil, informan telah 
menduduki beberapa posisi, baik operasional maupun manajerial di Amerika 
Serikat maupun Indonesia. Informan sendiri sebelumnya juga memegang posisi 
sebagai Global Upstream Advisor untuk ExxonMobil Corporation di Houston, 
Texas, Amerika Serikat.  
Sebagai VP PGA ExxonMobil di Indonesia, informan bertanggung jawab 
dalam memimpin hubungan eksternal perusahaan dengan Pemerintah, 
masyarakat, media, para mitra, serta para pemangku kepentingan penting lainnya. 
Infroman saat ini memiliki dua orang anak, memiliki minat terhadap traveling, 
membaca, musik, film dan bermain golf. 
12. Ike Widiyaningrum (kode dalam penelitian ini: inf12) 
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Biasa dipanggil Bu Ike, 42 tahun, saat ini merupakan Kepala Bidang 
Perencaan Pembangunan Ekonomo, BAPPEDA (Badang Perencanaan 
Pembangunan Daerah) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bidang yang digeluti 
ini membuat dia selalu berhubungan dengan perusahaan yang melakukan CSR 
atau PPM. Hal ini dilakukan untuk mensikronkan perencaan dan pelaksanaan 
dengan program yang dirancang oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. 
Tentunya dengan harapan, antar program tidak terjadi tumpang tindih dan 
memberikan manfaat yang maksimal pada masyarakat. 
 Sebagai ASN yang sudah beberapa tahun mengabdi di jajaran 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dia mencerikan bahwa sejak tahun 2016 
memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu CSR/PPM baik yang dilakukan oleh 
perusahaan pada umumnya maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang 
industri minyak dan gas bumi. Termasuk bagaimana pelaksanaan PPM EMCL 
yang dia pandang sangat ideal, menjadi referensi pihak lainnya dan 
memperhatikan banyak faktor baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 
5.3  Temuan Penelitian dan Pembahasan 
Selanjutnya pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data hasil temuan 
penelitian dan memformulasikan sekaligus melakukan pembahasan pada temuan 
penelitian berdasarkan tujuan penelitian, yaitu 1) Mengidentifikasi Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL yang berdampak terhadap peningkatan 
kelancaran operasional perusahaan. 2) Mendeskripsikan langkah perusahaan 
(EMCL) dalam meningkatkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang 
berorientasi pada strategik. Diluar kedua tujuan tersebut, penelitian ini juga ingin 
memberikan rekomendasi model Program Pengembangan Masyarakat (PPM) 




5.3.1 Mengidentifikasi faktor kritikal Program Pengembangan Masyarakat 
(PPM) EMCL yang Berdampak Terhadap Peningkatan Kelancaran 
Operasional Perusahaan 
1. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL di Desa 
Sekitar Lapangan Banyu Urip. 
Selaras dengan EMCL melakukan operasinya di lapangan Banyu Urip, 
masyarakat sekitar sudah mulai menerima manfaat dari PPM EMCL atau dengan 
istilah lainnya pada waktu waktu itu. Program yang dijalankan mulai terlihat pada 
kurun tahun 2008 hingga sekarang. Pada waktu itu EMCL mulai melaksanakan 
produksi awal dari lapangan Banyu Urip. Tepatnya pada Agustus 2009, produksi 
minyak awal EMCL telah dihasilkan dari fasilitas awal yang disebut EPF (Early 
Production Facility) – GOSP (Gas & Oil Separation Plant)  dengan kapasitas 
produksi hingga 20.000 barrel minyak per hari. Saat ini fasilitas tersebut sudah 
tidak ada, semenjak EMCL telah mengoperasikan fasilitas CPF (Central 
Production Facility) lapangan Banyu Urip. 
Identifikasi tentang pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat 
(PPM) EMCL dijelaskan oleh Kepala Desa Mojodelik, Yuntik Rahayu, yang 
menyatakan bahwa: 
…..Program dari EMCL sudah bagus terutama di sektor infrastruktur dan 
kesehatan. Yang masih kurang adalah ekonomi, masih kurang dirasakan oleh 
masyarakat…. (Inf1.P1).  
 
Informan mengidentifkasi bahwa keberadaan EMCL membantu perubahan 
pada infrastruktur yang lebih baik di desanya, seperti hampir semua jalan paving 
didesanya dibangun oleh program EMCL. Termasuk sekolah, lapangan sepakbola 
dan lainnya.  Kemudian program kesehatan dirasakan membantu warganya 
secara langsung. Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya 
yaitu Kepala Desa Sudu, Trikasih, bahwa: 
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…..Program EMCL bisa langsung dirasakan masyarakat, seperti bangunan 
infrastruktur dan pelatihan rajut. Untuk pelatihan rajut sangat bermanfaat karena 
banyak order yang didapatkan masyarakat. Cuman kadang ada pembatalan 
pemesanan yang melalui pendamping, mungkin karena kualitas dan lainnya…. 
(Inf2.P1). 
 
Pada kesempatan berbincang secara langsung, informan menjelaskan 
bahwa keberadaan EMCL di desanya memberikan manfaat secara langsung 
dalam membangun sarana desa seperti pembangunan jalan, sekolah, TPQ 
(taman pendidikan al-qur’an), TPT (tanggul penahan tanah). Berbeda dengan 
Yuntik, Trikasih menjelaskan bahwa didesanya untuk program ekonomi terlihat 
manfaatnya yaitu program rajut. Demikian juga yang diungkapkan Winto, bahwa: 
…..Secara umum sudah bagus. Memang perlu ada beberapa hal yang perlu 
diperbaiki. Semisal sebelum program dimulai harus dilakukan survei lebih dulu dan 
koordinasi dengan pihak desa…..(Inf3.P1) 
 
Pengalaman selama ini, khususnya pelaksanaan program ekonomi atau 
wirausaha seperti program peternakan melalui kelompok kurang efektif. Terutama 
dalam hal keberlanjutannya. Informan mengungkapkan bahwa selama didampingi 
oleh EMCL dan mitranya, program tersebut berjalan dengan baik, namun pasca 
program berhenti dan berantakan. Bahkan menjadikan persoalan baru di tingkat 
kelompok atau masyarakat itu sendiri. Hal ini salah satunya karena pola pikir 
masyarakat dari agraris ke indurstri. Ini yang menjadi tantangan bersama. 
Informan menyadari bahwa hal terebut tidak hanya pengaruh dengan adanya 
EMCL saja, namun juga karena pengaruh tehnologi yang begitu cepat. 
Ketika berbincang santai di balai desa yang sedang diperbaikinya, 
informan yang juga sebagai kepala desa Gayam berujar bahwa pembangunan 
infrastruktur melalui bantuan dari EMCL didesanya mampu mempercepat 
pembangunan desa. Seperti jalan paving, jembatan, balai desa, sekolah, lapangan 
sepakbola dan lainnya. Dia menekankan untuk kedepan lebih serius menggarap 
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sektor ekonomi masyarakat, harus melakukan terobosan secara bersama sama. 
Hal yang mirip juga disampaikan oleh Sukiran dari desa Brabowan, bahwa: 
……..Alhamdulilah sudah banyak bantuan yang diberikan EMCL kepada desa. 
Sayangnya tahun ini ada pengurangan pada jumlah nominal program infrastruktur. 
Mungkin ini ada kaitannya dengan kebijakan Bupati dimana EMCL juga harus 
membantu program diluar wilayah operasi…. (Inf4.P1). 
 
Informan yang juga sebagai kepala desa Brabowan ini masih berharap 
bantuan EMCL di sektor infrastruktur nilainya minimal sama pada tahun 
sebelumnya atau perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Walau dia juga 
menyadari bawah APBDes Brabowan relatif besar, namun dia menilai bahwa 
masih belum cukup untuk menuntaskan pembangunan yang ada didesanya. 
Sehingga bantuan dari PPM EMCL masih diperlukan. Lebih singkat namun 
memberikan makna luas disampaikan oleh Parmani, tokoh masyarakat Brabowan 
dan kecamatan Gayam, bahwa: 
…..Keberadaan EMCL selama ini sangat mempengaruhi kehidupan fisik dan non 
fisik warga masyarakat sekitar lapagan minya Banyu Urip….(Inf5.P1). 
 
Sebagai tokoh masyarakat yang mengikuti dari awal perjalanan lapangan 
Banyu Urip dan Blok Cepu baik sebelum EMCL menjadi operator atau ketika blok 
ini sebelumnya dikelola oleh Humpus (perusahaan minyak milik Hutomo Mandala 
Putra, anak dari mantan presiden Indonesia Soeharto), Parmani menjelaskan 
bahwa banyak perubahan fisik seperti jalan lebih bagus dari sebelumnya. 
Termasuk bangunan pendidikan atau publik lainnya.  Hal tersebut juga nampak 
dari perubahan yang bersifat non fisik seperti pola pikir dan gaya hidup 
masyarakat. Baik yang positif maupun negatif. Gaya hidup yang dianggap negatif 
dia ceritakan bahwa dulu ketika banyak sawah warga yang dibeli oleh perusahaan, 
banyak warga yang kemudian sering menghabiskan duitnya di dunia malam atau 
bahkan kawin lagi.  
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Musyadad, sebagai ketua LSM Tropis Indonesia, salah satu mitra PPM 
EMCL, menggambarkan bahwa: 
…….Program Pengembangan Masyarakat EMCL telah dilaksanakan secara masif 
oleh EMCL bersama mitra EMCL di tiga kabupaten, yaitu Bojonegoro, Tuban dan 
Blora. Yang paling nampak adalah program infrastruktur…..(Inf6.P1) 
 
Penjelasan itu dimaknai bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan 
program di wilayah yang paling dekat dengan wilayah operasi atau fasilitas 
perusahaan. Namun juga di wilayah lainnya yang masih masuk wilayak geologis 
Blok Cepu. Salah satu mitra PPM EMCL lainnya, M. Kundori, ketua Ademos 
memaparkan bahwa: 
…..Program EMCL sudah bagus, terutama infrastruktur seperti sekolah. Hampir 
sekolah diwilayah sini sudah bagus. Dibidang ekonomi bisa dikatakan kurang 
berhasil. Semisal KBSR. Sampai hari ini tidak memberikan efek ke masyarakat. 
Bahkan mandeg tidak jelas. Rata-rata program ekonomi hanyak kelompoknya saja 
yang menikmatinya…(Inf8.P1). 
 
Kundori menjelaskan bahwa kurang berhasilnya program ekonomi 
disebabkan banyak faktor. Terutama ketika program tersebut sudah tidak 
didampingi oleh oleh mitra EMCL. Penerima manfaat lebih cenderung karena 
merasa sudah tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang mengontrolnya 
lagi.  
….Ada manfaat buat masyarakat. Semisal drainase, embung dan jembatan walau 
kurang strategis lokasinya. Memang ada yang kurang maksimal. Semisal embung, 
niatnya baik untuk memberikan air kepada warga, namun karena diawal kurang 
maksimal koordinasinya sehingga air dari embung kurang mencukupi untuk petani 
sekitarnya…(Inf9.P1). 
 
Sebagai warga masyarakat biasa, juga salah satu penerima manfaat 
program EMCL, informan berharap ketika EMCL menjalankan program-
programnya harus memastikan kesanggupan pemerintah desa atau kelompok 
masyarakat untuk mengelola fasilitas yang sudah dibangun tersebut. Seperti 
lapangan bola yang dulu dibangun tapi beberapa tahun kemudian fasilitas tersebut 
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mangkrak, jarang digunakan oleh masyarakat. Senada dengan ini, ketua karang 
taruna desa Brabowan, Basuki Riyanto menjelaskan tentang program EMCL 
didesanya bahwa: 
…..Bagus karena banyak kebutuhan masyarakat yang diberikan EMCL dan desa-
desa di Kecamatan Gayam lebih maju dari tahun tahun sebelumnya….(Inf10.P1) 
 
Menurut informan, kemajuan yang nampak tidak hanya didesanya namun 
juga desa-desa di Kecamatan Gayam adalah program infrastruktur yang selama 
ini digulirkan oleh EMCL. Program tersebut tidak hanya membantu pembangunan 
desa, tapi juga membantu penghasilan warga setempat khususnya selama 
periode pembangunan program tersebut. 
Informan dari unsur pemerintah kabupaten Bojonegoro, Ike 
Widiyaningrum, yang bekerja di Bappeda (Badan perencanaan pembangunan 
daerah) mengungkapkan bahwa PPM yang dilaksanakan oleh EMCL sudah 
sesuai dengan program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Bahkan satu 
program dengan program yang lainnya bisa saling mendukung dan melengkapi. 
….Program PPM EMCL selama ini sudah linier dan mendukung program Pemkab 
Bojonegoro. Dalam membuat perencanaan program EMCL senantiasa berkoordinasi dan 
melakukan sinkronisasi dengan Pemkab terkait dengan prioritas program, strategi dan 
arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemkab. Sehingga program yang dilaksanakan 
sifatnya mendukung program Pemkab dan tidak ada duplikasi program dan 
anggaran…(Inf12). 
 
Dengan demikian, bahwa warga di kecamatan Gayam yang merupakan 
kepala desa, tokoh masyarakat, lembaga mitra PPM EMCL dan penerima manfaat 
termasuk juga perwakilan pemerintah kabupaten Bojonegoro memahami bahwa 
pelaksanaan program EMCL sudah berjalan dengan baik dan dinilai berhasil, 
khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, balai desa dan 




2. Dampak Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 
Keberadaan perusahaan tentunya diharapkan memberikan dampak bagi 
masyarakat sekitar, mulai peluang tenaga kerja, peluang bisnis dan multi player 
effect lainnya. Termasuk juga dalam pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) EMCL. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif 
maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 
Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau 
hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang 
dipengaruhi. (KBBI Online, 2018).  Dari penjelasan tersebut maka kita dapat 
membagi dampak kedalam dua pengertian yaitu dampak positif dan negatif. 
Tentunya, untuk keberadaan EMCL masyarakat berharap ada dampak positif yang 
ditimbulkan. Seperti yang diungkapkan oleh Yunti Rahayu, bahwa: 
……keberadaan EMCL ada dampaknya untuk pembangunan desa. Semisal 
pembangunan jalan di daerah sendang lego mampu memperlancar warga untuk 
mengangkut hasil pertanian ketika musim panen tiba. Ini tentunya bisa 
meningkatkan ekonomi petani….(Inf1.P2). 
 
Hampir senada dengan penyataan diatas, pernyataan yang sama juga 
disampaikan oleh Trikasih tentang dampak pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) EMCL bahwa: 
…..Dampaknya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti program 
rajut. Dan untuk infrastruktur juga langsung bisa dirasakan masyarakat secara 
langsung…(Inf2.P2). 
 
Walau yang menerima manfaat untuk program ekonomi di desa Sudu 
(rajut) hanya terbatas pada puluhan perempuan, namun setidaknya program 
tersebut sudah mampu menambah pendampatan keluarga. Berbeda dengan 
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program infrastruktur seperti jalan cor beton yang mampu dinikmati oleh semua 
warga Sudu dan mampu memperlancar transportasi masyarakat. Senada dengan 
itu juga disampaikan oleh Sukiran bahwa: 
…….Dampak program EMCL, khususnya infrastruktur dirasakan manfaat secara 
langsung oleh masyarakat….(Inf4.P2) 
 
Informan menjelaskan setidaknya selama masa pekerjaan infrastruktur 
tersebut banyak warga yang terlibat dalam pekerjaan dan mendapatkan 
penghasilan, termasuk fasilitas yang dibangun sampai dengan sekarang masih 
bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan masyarakat. 
Sayangnya program ekonomi belum kelihatan hasilnya. Semisal jambu dan 
kambing. Masih diperlukan waktu untuk membuktikan dampak dari program 
tersebut. Lebih luas tidak sekedar dampak fisik, Parmani menjelaskan bahwa: 
…..Dampaknya positif. Sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. 
Program EMCL membuka pola pikir masyarakat, yang dulu jauh dari kemajuan 
atau pandangan sempit, sekarang mampu berpandangan secara 
luas…..(Inf5.P2)  
 
Yang dimaksud dengan penyataan tersebut adalah interaksi yang terus 
menerus antara masyarakat setempat dengan pendatang, baik itu pekerja EMCL 
dan kontraktornya, mitra program EMCL atau ketika pelaksanaan program EMCL 
yang dilakakukan secara musyawarah sehingga masyarakat terlatih untuk 
berdiskusi dan menerima pendapat dari orang lain. Termasuk juga dengan jalan 
yang relatif lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu, sehingga memudahkan 
warga masyarakat untuk mendapatkan barang dari luar atau mengirimkan barang 
keluar untuk dipasarkan. Salah satu pegiat LSM, Musyadad mengungkapkan 
bahwa: 
……Diakui atau tidak ternyata masyarakat merasakan betapa beruntungnya 
warga yang menerima dampak langsung dari program yang telah dilaksanakan 




Sebagai mitra PPM EMCL, Musyadad mengungkapkan lebih lanjut kalau 
program yang dilaksanakan selama ini bukan program basa-basi namun betul-
betul program yang didukung dengan anggaran nyata plus peningkatan kualitas 
LSM mitra dan masyarakat. Terbukti banyak infrastruktur yang terbangun dengan 
baik dan munculnya beberapa usaha binaan program yang terus berkembang 
meski program telah selesai seperti catering, usaha sablon, menjahit, budidaya 
perikanan, pertanian organic dan pengembangan batik. Hal itu juga diperkuat 
dengan pernyataan mantan pegiat LSM mitra EMCL yang sekarang menjadi 
anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Suparno bahwa: 
…..Ada dampak yang kelihatan dalam pembangunan desa. Contohnya 
infrastruktur sekolah bila dibandingkan 5-7 tahun lalu tidak seperti sekarang. 
Kita lihat sekolah-sekolah di Gayam dan Brabowan misalnya, rata-rata sudah 
bagus….(Inf7.P2). 
 
Dulunya Suparno aktif dalam pendampingan program EMCL melalui 
lembaganya yang bernama Bappeka (Banyu Urip Peduli Pendidikan). Sekitar 
lima tahun ini, lembaganya digandeng EMCL untuk melaksanakan program 
pendidikan di sekitar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Lebih khusus 
infrastruktur pendidikan. Baik itu yang bersifat renovasi sekolah, membangun 
fasilitas yang baru atau peningkatan kualitas siswa. Tentunya dengan fasilitas 
yang baik, proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah diharapkan lebih baik 
dan pada akhirnya anak didik yang dihasilkan kualitasnya lebih baik. Pegiat LSM 
mitra EMCL lainnya, M. Kundori juga memaparkan bahwa:  
…..Ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat namun presentasinya 
masih kecil. Kalau terhadap pembangunan desa berdampak pada infrastruktur 
publik yang semakin lebih baik….(Inf8.P2). 
 
Informan berharap ada dampak yang lebih besar dari keberadaan EMCL. 
Terutama melalui Program Pengembangan Masyarakat di bidang ekonomi. 
Sehingga kelak masyarakat akan lebih mandiri dari bidang ekonomi. Kundori juga 
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menyadari bahwa selama ini, untuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat 
masih banyak tantangannya. Salah satu penerima manfaat program EMCL, 
Basuki Riyanto mengakui terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan 
EMCL. Informan menyatakan bahwa: 
….Pengembangan ekonomi karang taruna, seperti program TANGGUH (taruna 
bangga usaha). Saat itu langsung bisa dirasakan masyarakat dan berguna sampai 
dengan sekarang….(Inf10.P2). 
 
Program TANGGUH (taruna bangga usaha) yang dijelaskan oleh Ketua 
Karang Taruna Brabowan merupakan program untuk karang taruna yang 
dilaksanakan pada tahun 2012 - 2014 lalu untuk memberikan kesempatan kepada 
karang taruna setempat dalam mengembangakan kepemimpinan pemuda 
sekaligus menciptakan peluang usaha ekonomi lokal. Mereka selain dilatih secara 
intensif, juga diberikan kesempatan magang, juga praktek dalam kepemimpinan 
dan usaha ekonomi. 
Lebih lanjut, informan dari unsur pemerintah kabupaten Bojonegoro, Ike 
Widiyaningrum menerangkah bahwa sejak adanya EMCL di kabupaten 
Bojonegoro yang menjadi operator Blok Cepu telah memberikan dampak terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Bojonegoro. Baik itu menyangkut 
mutiplayer efect yang dihasilkan, pendapatan dari DBH Migas maupun dari 
pelaksanaan program pengembangan masyarakat. 
……Program PPM EMCL telah mempercepat pencapaian program pembangunan 
di Kabupaten Bojonegoro dan memberi manfaat bagi masyarakat baik dalam 
pemberian lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan maupun kegiatan 
yang sifatnya pemberdayaan usaha produktif. Tentunya program ini harus 
mempunyai sifat untuk menumbuhkan kemandirian, daya saing serta 
keberlanjutan bagi masyarakat sasaran program….(Inf12). 
 
Dengan demikian, dampak Program Pengembangan Masyarakat (PPM) 
EMCL terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di sekitar 
lapangan minyak Banyu Urip adalah: 1) program bidang infrastruktur sangat 
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dirasakan dampaknya untuk pembangunan desa dan masyarakat mendapatkan 
pendapatan dalam pekerjaan tersebut, 2) program bidang ekonomi sebagian 
belum berhasil dan hasilnya belum bisa dirasakan oleh orang banyak, 3) perlu 
dilakukan upaya lebih serius dalam pelaksanaan program ekonomi. 
3. Pelibatan Masyarakat Setempat Dalam Pelaksanaan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL.  
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan 
masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan 
program tersebut. Apalagi mereka sudah terlibat perencaan, pelaksanaan sampai 
dengan evaluasi. Menurut Jim Ife (1995) community development mempunyai 22 
prinsip. Satu prinsip dengan prinsip yang lainnya saling berkaitan dan saling 
melengkapi. Prinsip-prinsip ini diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses 
atau tidaknya suatu kegiatan Pengembangan Masyarakat dan dianggap konsisten 
dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis. Prinsip tersebut 
mendasari pendekatan Pengembangan Masyarakat bagi semua praktik kerja 
masyarakat. Salah satunya adalah Participation, yaitu pengembangan masyarakat 
harus selalu berupaya memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat semua 
orang terlibat secara aktif dalam proses aktivitasnya. Tentang hal ini, Yuntik 
Rahayu menyatakan bahwa: 
….EMCL sudah melibatkan masyarakat secara langsung, seperti program 
pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Memang ada yang kurang maksimal, 
semisal untuk pelaksanaan PIK (pusat informasi kesehatan), remaja kurang 
dilibatkan…(Inf1.P3). 
 
Terutama program infrastruktur, menurut Yuntik, dalam menjalankan 
programnya EMCL membentuk tim pelaksana program yang terdiri dari perwakilan 
perangkat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. Sehingga warga 
masyarakat terlibat aktif dan merasa memiliki dari program tersebut.  Hal tersebut 
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juga menjadi alat control masyarakat terhada program. Sedangkan untuk PIK 
(pusat informasi kesehatan), dia menyarankan untuk keterlibatan remaja dalam 
PIK tidak harus menjadi staf program, tapi bisa dalam bentuk yang lainnya. 
Semisal menjadi relawan kesehatan. Penegasan yang sama juga dinyatakan oleh 
Trikasih, bahwa: 
…..Program infrastuktur telah melibatkan langsung pemerintah desa dan 
masyarakat setempat…(Inf2.P3). 
 
Lebih lanjut Trikasih mengharapan agar kedepan BEMDes (badan usaha 
milik desa) mulai dilibatkan terutama dalam program ekonomi. Semisal untuk 
program rajut yang sudah berjalan baik di desa Sudu dengan melibatkan ibu-ibu, 
diharapkan BUMDes Sudu dilibatkan dalam menangani rajut, semisal dengan 
menyediakan bahannya. Sehingga perputaran uang akan lebih banyak di desa 
setempat. Hal senada juga dinyatakan oleh Winto, bahwa: 
……EMCL sudah melibatkan masyarakat secara langsung saat pelaksanaan 
program. Namun ketika perencanaan diawal kurang melibatkan, tidak ada survey dan 
koordinasi dengan desa lebih dulu……(Inf3.P3). 
 
Penyataan ini didasari ketika ada beberapa program, terutama non 
infrastruktur, dia merasa tanpa sepengetahuan desa apakah sudah dilakukan 
survei dan pemetaan kebutuhan diawal, namun sudah mau dilaksanakan. 
Sehingga mau ditolal oleh pemerintah desa terkadang eman. Tapi ketika 
dilaksanakan, terkadang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Walau 
dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dan masyarakat dilibatkan. Hal ini juga 
dinyatakan oleh kepala desa lainnya, Sukiran, bahwa: 
…..Sebenarnya semua program EMCL sudah sesuai semua dan melibatkan 
masyarakat….(Inf4.P3). 
 
Sukiran lebih mengkritisi terkait dengan masalah rekrutmen tenaga kerja 
yang dilakukan oleh EMCL. Ada beberapa mekanisme yang perlu dibenahi. Hal ini 
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karena jika ada rekrutmen tenaga kerja, komunikasi EMCL tidak langsung dengan 
desa yang paling terdampak atau paling dekat dengan lapangan Banyu Urip. 
Tetapi desa yang agak jauh, walau masih sama-sama di wilayah kecamatan 
Gayam. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu menuntuk kepada dia sebagai 
kepala desa untuk selalu mencari peluang pekerjaan di EMCL atau kontraktornya. 
Tokoh masyarakat setempat, Parmani, menambahkan bahwa: 
……Secara umum sudah melibatkan masyarakat. Tetapi masih perlu 
dimaksimalkan. Lebih khusus di sektor kesehatan dan ekonomi….(Inf5.P3). 
 
Penglihatan dari Parmani ini didasari masih banyaknya warga masyarakat 
yang secara ekonomi belum mandiri dan isu kesehatan yang masih terjadi di 
sekitar lapangan minyak Banyu Urip. Namun begitu, dia menyadari bahwa hal itu 
bukanlah tugas utama dari EMCL. Namun tugas dari pemerintah daerah. Salah 
satu pegiat LSM mitra EMCL, Musyadad, mengkonfirmasi keterlibatan tersebut, 
bahwa: 
…..Betul. EMCL melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Program 
Pengembangan Masyarakat melalui kerja sama dengan LSM sebagai 
representasi dari masyarakat….(Inf6.P3).  
 
Melalui LSM tersebut, Musyadad menjelaskan bahwa masyarakat 
dilibatkan dalam perencaanaan, monitoring dan evaluasi program. Seperti 
program infrastruktur disana dibentuk Tim Pelaksana program yang berasal dari 
anggota masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa. Tentunya dalam 
pelaksanaan program, ini menjadi alat kontrol dan keterlibatan semuanya. 
Penguatan pernyataan ini juga diutarakan oleh Suparno, bahwa: 
……Secara umum sudah melibatkan. Tetapi masih perlu dimaksimalkan. Lebih 
khusus di sektor ekonomi…..(Inf7.P3). 
 
Perhatian pada sektor ekonomi ini sama seperti apa yang disampaikan 
oleh Parmani diatas. Selain belum ada program ekonomi yang terlihat secara 
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masif, juga program ekonomi lebih dinikmati beberapa orang saja. Sehingga 
terkadang membuat kecemburuan masyarakat yang lainnya. Hal sedikit berbeda 
dijelaskan oleh Kundori, bahwa: 
…..Masyarakat dan pemerintah desa terlibat, bentuknya melalui saluran 
komunikasi langsung terkait ide dan gagasan, dan juga bentuk 
proposal….(Inf8.P3). 
 
Informan mengungkapkan bahwa selama ini EMCL telah membuka ruang 
selebar lebarnya terkait usulan dari masyarakat dan pemerintah desa secara 
langsung. Seperti proposal yang selama ini dikirim oleh mereka ke EMCL. Artinya 
ini adalah bentuk partisipasi dan komunikasi semua pihak untuk bersama sama 
mengatasi persoalan di masyarakat. Walau begitu, salah satu warga Bonorejo, 
Daminanto mengkritik sebagai berikut: 
….EMCL lebih hanya melibatkan unsur pemerintah desa saja. Walau setelah itu 
masyarakat dilibatkan.…(Inf9.P3). 
 
Sebagai anggota masyarakat dan juga penerima manfaat program EMCL, 
dia berharap EMCL juga mendengarkan dan melibatkan aktif masyarakat secara 
langsung. Sehingga mengetahui isi hati dan kebutuhan masyarakat, tanpa disaring 
lagi oleh pemerintah desa atau kelompok-kelompok tertentu di dalam desa.  
Salah satu penerima manfaat program di desa Brabowan, Basuki Riyanto, 
sedikit menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. 
Dia mengungkapkan bahwa: 
….EMCL telah melibatkan semua. Masyarakat atau perwakilannya diajak 
sosialisasi sampai dengan evaluasi.…(Inf10.P3). 
 
Apalagi selama dia aktif di desa, baik menjadi ketua karang taruna desa 
dan menjadi perangkat desa, ketika Program Pengembangan Masyarakat EMCL 
dilaksanakan semua dikoordinasi dengan pemerintah desa sejak awal. Bahkan 
biasanya dilakukan sosialisasi program yang pelaksanaannya di balai desa 
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dengan mengundang semua perwakilan masyarakat. Tentunya denan harapan 
perwakilan tersebut akan menyampaikan kepada semua masyarakat. 
Dengan demikian, pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksaan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL adalah: 1) EMCL melibatkan 
secara penuh pihak pemerintah desa dalam pelaksanaan program, 2) masyarakat 
merasa kurang dilibatkan terutama program di sektor kesehatan dan ekonomi. 
4. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL yang Dirasakan 
Manfaatnya dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat. 
Dalam menjalankan setiap Program Pengembangan Masyarakat, tentunya 
azas manfaat program untuk masyarakat harus diperhatikan. Termasuk program 
yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang 
dijelaskan oleh Jim Ife (1995) tentang community development yang mempunyai 
22 prinsip, salah satunya defining need, yaitu pengembangan masyarakat harus 
mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang teridentifikasi. Definisi 
kebutuhan masyarakat harus oleh masyarakat sendiri. Terkait manfaat program 
dan kebutuhan masyarakat, Yuntik Rahayu menyatakan bahwa: 
…….program ekonomi belum terlihat manfaatnya. Karena masih banyak 
ekonomi warga yang kurang mampu……(Inf1.P4). 
 
Walau begitu, Yuntik juga menyadari diperlukan upaya bersama sama 
semua pihak, tidak hanya oleh EMCL. Semisal mengidentifikasi sumber 
pendapatan baru bagi ibu-ibu di rumah atau program yang dilakaukan LSM 
Padang Bulan selama ini di desa Mojodelik tidak hanya memberantas buta huruf 
tapi juga meningkatkan ketrampilan warga sehingga dengan ketrampilan itu 
mereka bisa memperbaiki ekonominya. Dia juga memberikan contoh bahwa warga 
Mojodelik banyak yang sudah memproduksi ledre, tapi mereka masih kirim ke 
agen di Kecamatan Padangan. Tidak langsung dipasarkan sendiri oleh warga, 
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sehingga margin keuntungannya juga terbatas. Pada sisi lainnya, Trikasih juga 
menyampaikan pendapatnya bahwa: 
….Hampir semua program sudah bisa dirasakan. Semisal pembangunan 
infrastruktur di desa ini juga hampir rampung karena bantuan dari EMCL. Hanya 
saja pengangguran masih tinggi di Sudu. Masyarakat masih ingin dilibatkan 
bekerja di EMCL……(Inf2.P4) 
 
Untuk mengatasi tersebut, dia menyarankan untuk setiap program harus 
ada tindak lanjutnya dan dikontrol terus menerus. Dia memberikan contoh kegiatan 
pelatihan service HP, AC dan lainnya waktu itu untuk warga desa Sudu 
sebenarnya tujuannya baik, namun setelah pelatihan tidak ada tindak lanjutnya. 
Jadi setelah pelatihan tidak ada kegiatan dari pemuda yang telah dilatih. Lebih 
luas, Winto mengungkapkan juga bahwa: 
…..ada beberapa program yang sudah tepat dan bermanfaat. Dan ada beberapa 
yang masih belum tepat sasaran…..(Inf3.P4). 
 
Winto menjelaskan panjang lebar terkait program yang dirasa sudah tepat 
dan bermanfaat. Semisal program kesehatan dalam bentuk pengobatan dan 
pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi sudah tepat. Tetapi perlu untuk 
ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitasnya. Kemudian program ekonomi belum 
ada yang berhasil, masih banyak yang gagal. Dan setelah program selesai lebih 
banyak dinikmati oleh kelompok itu saja. Kemudian Biogas bagus dan langsung 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi biayanya mahal semisal itu dibuat 
sendiri oleh masyarakat. Serta untuk program pendidikan juga sudah tepat, baik 
untuk pembangunan maupun peningkatkan kualitas gurunya. Pendapat itu juga 
diperkuat oleh Sukiran, bahwa: 





Informan hanya mengkritisi sesuatu diluar program pengembangan 
masyarakat, yaitu terkait proses rekrutmen tenaga kerja. Sukiran merasa setiap 
ada lowongan pekerjaan di lapangan Banyu Urip kurang dimaksimalkan untuk 
warga yang berada paling dekat dengan wilayah fasilitas tersebut. Walau satu sisi 
Sukiran juga menyadari bahwa ada keterbatas jumlah tenaga kerja yang direkrut, 
termasuk juga kualifikasinya. Lebih jauh Parmani, tokoh masyarakat setempat 
menjelaskan bahwa: 
…..Sebenarnya sudah sesuai. Namun tindak lanjutnya yang kurang. Rata-rata 
putus di tengah jalan….(Inf5.P4). 
 
Parmani yang merupakan guru SMP menguraikan program ekonomi belum 
terlihat berhasil sehingga manfaatnya kurang dirasakan. Menurutnya, EMCL 
kurang maksimal dalam menjalankan program tersebut.  Contohnya pelatihan-
pelatihan yang sudah dilakukan selama ini kurang dicarikan pemasarannya. 
Sehingga rata-rata program tersebut atau penerima manfaatnya berhenti di tengah 
jalan. 
Salah satu pelaku atau mitra Program Pengembangan Masyarakat (PPM) 
EMCL, Musyadat mengungkapkan pendapatnya bahwa: 
….Sebagian besar sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan hanya sebagian kecil 
saja yang belum sesuai, karena yang sebagian kecil tersebut tidak muncul dari 
kehendak pemdes setempat dan masyarakat…..(Inf6.P4). 
 
Sehingga yang tidak sesuai tersebut membuat program tersebut kurang 
terasa manfaatnya. Ada juga program yang sesuai kebutuhan masyatakat namun 
masih belum terlihat keberhasilannya. Informan mencontohkan tentang program 
Koperasi Simpan Pinjam. Karena tidak dikelola dengan prinsip-prinsip berkoperasi 
yang baik dan benar, mulai iuran anggota yang tidak berjalan dan pinjaman tanpa 
menggunakan agunan. Sehingga progam tersebut hilang tanpa jejak. Informan 
mencontohkan program tersebut berlangsung sekitar tahun 2009. 
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Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari desa Gayam, Suparno, 
mengungkapkan lebih lanjut bahwa perusahaan harus lebih maksimal dalam 
mengelola Program Pengembangan Masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.  
…..Program ekonomi belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama 
dampak yang ditimbulkan dari program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat 
belum kelihatan. Untuk dampak program infrastruktur, sangat kelihatan untuk 
pembangunan desa ….(Inf7.P4). 
 
Penilaian itu didasari pada mangkraknya pengelolaan program KBSR 
(kandang belajar sapi rakyat) di desa Brabowan. Padahal dari awal program ini 
dicanangkan, program ini bisa menjadi contoh pengelolaan peternakan sapi yang 
menguntungkan, sekaligus sebagai sarana belajar masyarakat sekitar dalam 
peternakan. Namun karena banyak faktor internal dan eksternal, membuat 
pengelolaannya sampai sekarang tidak jelas.  
Tokoh pemuda kecamatan Gayam yang juga ketua Forum Karang Taruna 
Kecamatan Gayam, Kundori, mengungkapkan bahwa program ekonomi relatif 
perlu ditingkatkan dan harus fokus, karena faktor masyarakat sendiri yang masih 
asing dengan cara pandang bisnis. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat 
pertanian sehingga baginya, EMCL dan masyarakat harus memiliki komitmen 
yang sama. 
….program yang dijalankan sebenarnya sudah sesuai kebutuhan masyarakat, 
walau bentuk aktivitas programnya harus disesuaikan lebih memahami pada 
karakter, kultur dan program desa. Bahkan selaras dengan kabupaten….(Inf8.P4). 
 
Cerita lain disampaikan oleh salah satu penerima manfaat Program 
Pengembangan Masyarakat EMCL asal desa Bonorejo, Daminanto. Sebagai 
pengelola program kambing bantuan EMCL, dia merasa belum bisa merasakan 
manfaatnya sampai dengan sekarang setelah satu tahun yang lalu program 
tersebut diserah terimakan kepada desa. Hal ini karena terlalu banyak kendala 
yang dihadapi selama mengelola program ini. Semisal ketika diawal program 
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diberikan bantuan 200 ekor kambing indukan, sekarang tinggal sekitar 115 ekor 
kambing. Pengurangan jumlah tersebut dikarenakan mati yang disebabkan 
berbagai faktor mulai makanan yang kurang, kesehatan kambing dan cuaca. Hal- 
hal seperti ini yang harus dibantu mencarikan solusi, sehingga program yang 
sudah dilakukan tersebut berjalan dengan baik. Informan mengungkapkan sedikit 
perasaannya mengenai keterlibat masyarakat bahwa: 
....Masih belum sesuai kebutuhan masyarakat. Ada baiknya masyarakat itu diajak 
diskusi semua sejak awal, sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat…..(Inf9.P4). 
 
Pendapat sedikit berbeda disampaikan penerima manfaat lainnya asal 
desa Brabowan, Basuki Riyanto. Informan mengungkapkan bahwa: 
……. Sudah sesuai sebenarnya. Semua proram EMCL baik. Tergantung kita 
menyikapinya dan melaksanakan program tersebut…(Inf10.P4). 
 
Bagi Riyan, nama panggilan Basuki Riyanto, sebenarnya semua Program 
Pengembangan Masyarakat EMCL bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk 
program agrowisata jambu Kristal yang dia kelola bersama pengurus karang 
taruna desa Brabowan. Memang ada beberapa program yang belum berkembang 
dan belum terlihat manfaatnya. Semisal program kambing di desa Brabowan 
belum terlihat manfaatnya karena pengelolanya belum berjalan dengan baik. 
Informan menilai itu bukan karena EMCL, tapi masyarakat yang diberikan bantuan. 
Dengan demikian, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL 
yang sudah dirasakan manfaatnya dan sesuai kebutuhan masyarakat adalah: 1) 
program kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sesuai kebutuhan dan 
manfaatnya, 2) program ekonomi belum terlihat manfaatnya. Seperti program 
KBSR, kambing dan simpan pinjam, 3) diperlukan kerjasama yang baik dan 
sungguh-sungguh antara mitra EMCL, pemerintah desa dan penerima manfaat 
dalam menjalankan program tersebut. 
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5. Dukungan Masyarakat Terhadap Operasional Perusahaan  
Dalam menjalankan operasionya, tentunya perusahaan minyak 
membutuhkan dukungan dari masyarakat, lingkungan dan stakeholder setempat. 
Atau diistilahkan social licence to operate (SLO) yang diasumsikan menjadi 
sesuatu yang lebih mahal daripada aturan atau ijin yang berlaku pada umumnya. 
Karena sulit untuk diukur berdasarkan ukuran-ukuran formal yang berlaku. 
Sehingga dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait menjadi sangat 
penting bagi keberadaan sebuah industri. Social license to operate dapat 
didefinisikan sebagai tingkat penerimaan masyarakat yang berkelanjutan oleh 
pemangku kepentingan, di berbagai tingkatan, yang dapat dicabut pada setiap 
tahap siklus hidup proyek berdasarkan perubahan persepsi, dan mencerminkan 
hubungan antara perusahaan dan eksternal pemangku kepentingan (Franks et al., 
2010). 
Bentuk dukungan masyarakat dan stakeholder tentunya berbeda beda. 
Tergantung tingkat persoalan dan permasalahan yang dihadapinya. Yuntik 
Rahayu mengungkapkan bagaimana persoalan yang terjadi antara perusahaan 
dan masyarakat harus diselesaikan, tidak hanya menyangkut operasional 
perusahaan namun juga Program Pengembangan Masyarakat yang dijalankan, 
bahwa: 
…..Tentunya rasa terimakasih sebagai kepala desa dan masyarakat yang 
mendapat manfaat dari program tersebut. Kemudian menjaga yang sudah 
diberikan oleh perusahaan. Jika ada persoalan, harus duduk bersama untuk 
mencari solusi secara bersama sama….(Inf1.P5). 
 
Lebih lanjut Yuntik mengungkapkan, Jika ada masalah perusahaan 
dengan masyarakat menyangkut operasional perusahaan, harus ada koordinasi 
yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Karena hal ini akan mampu 
mengurai persoalan yang terjadi. Hal yang sama disampaikan oleh Trikasih. 
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Sebagai desa yang dekat dengan fasilitas EMCL berupa RWI (river water intake), 
sebuah fasilitas pengambilan air bengawan solo untuk kepentingan produksi 
EMCL, Trikasih menyadari akan banyak dinamika yang terjadi dalam operasional 
EMCL. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik, bahwa: 
….Mengkomunikasikan jika ada persoalan di masyarakat dengan perwakilan 
perusahaan secara langsung….(Inf2.P5).  
 
Informan tidak segan segan untuk memberikan masukan kepada 
perusahaan baik itu menyangkut operasional perusahaan maupun dengan 
pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL. Karena 
keberadaan EMCL maupun warga sekitar tidak bisa dipisahkan dan harus saling 
mendukung. Lebih luas hal ini disampaikan oleh Winto, bahwa: 
…..Kepentingan perusahaan akan tetap didukung, yang penting masyarakat dan 
perusahaan saling mendukung. Yang penting adanya keterbukaan diantara kita 
semua……(Inf3.P5). 
 
Bagi Winto, sebagai kepala desa Gayam, dia berharap perusahaan dapat 
memprioritas masyarakat terdampak atau desa yang paling dekat dengan fasilitas 
EMCL. Walau dia juga menyadari bawah desa Gayam maupun desa sekitarnya 
juga mendapatkan DBH (dana bagi hasil) minyak yang cukup besar dari 
pemerintah, namun peran perusahaan juga penting untuk membantu 
kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dia berujar ada beberapa persoalan yang 
sampai sekarang masih sering dihubung hubungkan dengan keberadaan EMCL, 
yaitu tanaman jagung yang terkena lampu tidak dapat berbuah dan  ini harus dicari 
solusinya. Termasuk juga cuaca panas selalu dihubungkan dengan keberadaan 
operasi EMCL, padahal hal tersebut belum tentu benar. Bahkan curah hujan yang 
sedikit di sekitar sini, masyarakat juga berpikir itu karena ada proyek di sekitar sini. 
Hal-hal seperti inilah bagi Winto yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. EMCL 
harus membuktikan dengan ilmu pengetahuan. 
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Begitu pula yang disampaikan oleh Sukiran, kepala desa Brabowan yang 
beberapa kali melakukan mediasi terkait isu dan persoalan yang berkembang di 
masyarakat terkait operasional EMCL. Namun dia meyakinkan bahwa pemerintah 
desa mendukung keberadaan EMCL, bahwa: 
…..Sebagai kepala desa akan saling bantu membantu. Melakukan mediasi terkait 
permasalahan yang terjadi. Kita pasti mendukung agar produksi perusahaan 
lancar….(Inf4.P5. 
 
Setiap ada masalah harus dikomunikasikan dan koordinasi. Berbagai pihak 
harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika itu berasal dari 
perusahaan, harus mengetahui alasan perusahaan dan harus dicarikan solusi 
bersama. Dan bila berlanjut pada tuntutan kompensasi, juga harus disesuaikan 
dengan kemampuan perusahaan. Lebih tegas terkait gambaran dukungan 
masyarakat disampaikan oleh Parmani, bahwa: 
…..Kalau ekonomi warga masyarakat meningkat atau sejahtera (tidak harus 
bekerja di EMCL), mereka tidak akan mengganggu atau mengurusi EMCL lagi. 
Karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya….(Inf5.P5). 
 
Baginya, EMCL dalam menjalankan operasionalnya harus meminimalkan 
dampak yang ditimbulkan. Bukan karena masyarakat telah diberikan Program 
Pengembangan Masyarakat, namun karena niat baik perusahaan untuk 
mengembangkan masyarakat sekitar. Harus memilah antara program yang 
diberikan EMCL dan dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. 
Harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lain lagi yang 
disampaikan oleh Musyadad, ketua LSM Tropis. Informan berujar salah bentuk 
dukungan masyarakat kepada EMCL adalah menjaga dan melestarikan program-
program yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non fisik agar program 
tersebut bisa secara berkelanjutan serta ada manfaatnya untuk masyarakat. 
Kemudian kepada berbagai pihak untuk membangun komunikasi dengan 
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perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah lahirnya 
sebuah program agar betul-betul tepat sasaran. Tegasnya bahwa: 
……kita akan membantu. Bagaimanapun juga kepentingan bersama harus 
didahulukan diatas kepentingan pribadi atau golongan. Suksesnya perusahaan 
adalah suksesnya pemerintah dan suksesnya pemerintah adalah suksesnya 
rakyat dan rakyat adalah kita.…(Inf6.P5). 
 
Informan merasa bahwa keberadaan EMCL di wilayah kecamatan Gayam 
menjadi penting, tidak hanya untuk masyarakat sekitar. Namun juga untuk 
kepenting daerah dan Negara, sehingga informan merasa perlu menyarankan 
untuk bersama-sama mensukseskan operasional perusahaan. Kalimat lebih bijak 
juga disampaikan oleh informan lainnya, Suparno, warga desa Gayam yang baru 
terpilih menjadi angota DPRD Kabupaten Bojonegoro, bahwa:  
…..Invetarisasi semua masalahnya dulu. Dicari sumber masalahnya apa dulu. 
Setelah tau perlu dijelaskan. Semua perlu duduk bersama untuk 
menyelesaikannya….(Inf7.P5). 
 
Penyataan tersebut dimaksudkan agar semua persoalan yang terjadi, baik 
menyangkut operasional EMCL maupun kegiatan EMCL lainnya, jika ada 
perhatian dan isu di masyarakat untuk duduk bersama mencari jalan keluar. 
Bentuk dukungan dari informan lainnya, Kundori, warga desa Ngraho yang 
juga ketua LSM Ademos, sedikit berbeda dengan lainnya. Informan akan 
mendukung operasional EMCL, namun jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, 
informan akan menyampaikan kritik secara langsung kepada EMCL dan 
mengkomunikasikan melalui pemerintah untuk duduk bersama membahas 
permasalah yang terjadi. 
…….Ikut menjaga bersama dan saling mendukung…(Inf8.P5). 
 
Informan ini juga memberikan pendapat, agar masyarakat dan perusahaan 
melihat dulu permasalahannya. Kalau masalah tersebut terbukti perusahaan yang 
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salah maka diperlukan secara objektif untuk juga mengkritisi. Namun bisa masalah 
tersebut dari masyarakat, maka diperlukan untuk mensosialisasikan terkait 
kebijakan perusahaan yang mungkin sudah pada posisi benar. Lain lagi yang 
disampaikan oleh Daminanto, informan asal desa Bonorejo. Walau tidak serta 
merta memberikan dukungan sepenuhnya ke perusahaan, namun juga juga tidak 
pada posisi antipati kepada perusahaan. Karena sebenarnya kedua belah pihak 
sama-sama memerlukan, bahwa: 
……Mengambil jalan tengah. Tidak semua tuntutan harus direalisasikan, pasti ada 
jalan tengahnya….(Inf9.P5). 
 
Daminanto mengungkapkan juga bahwa terkadang banyak tuntutan dari 
warga yang terkadang tidak rasional, dan setelah dijelaskan oleh perusahaan 
dengan cara lebih informal atau kekeluargaan biasanya warga juga mengerti. 
Termasuk juga untuk aktif memberikan laporan kepada pihat terkait, baik itu 
perusahaan maupun masyarakat. 
Informan yang juga ketua karang taruna desa Brabowan, Basuki Riyanto, 
mengungkapkan bahwa: 
…..Menjaga nama baik perusahaan. Menceritakan hal-hal positif perusahaan 
kepada masyarakat. Ikut menjaga keamanan proyek atau fasilitas perusahaan. Minimal 
memberikan informasi yang dibutuhkan….(Inf9.P5). 
 
Bagi Riyan, nama panggilan Basuki Riyanto, jika ada sesuatu terkait 
dengan operasional EMCL, termasuk dengan dampak yang ditimbulkan dari 
operasinya, lebih baik disampaikan secara prosedural dan jangan sampai 
mengganggu operasi perusahaan. Karena sebagai perusahaan yang bertetangga 
dengan masyarakat sekitar, pastinya EMCL juga tidak akan diam untuk mencari 
jalan keluar untuk kebaikan bersama. 
Informan dari unsur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ike 
Widiyaningrum mengungkapkan bahwa program EMCL selama ini sudah sesuai 
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dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan program yang diprioritaskan 
oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Walau demikian, hal tersebut tetap harus 
dioptimalkan agar semakin memberikan manfaat lebih. 
……. Sejauh ini sudah sesuai. Perlu dioptimalkan agar secara mekanisme dan riil 
kebutuhan bisa lebih terarah. Sekaligus sebagai upaya edukasi bagi masyarakat 
terkait kebutuhan dan kesesuaikan dengan program Pemkab…(Inf12.P5). 
 
Terkait dengan dukungan masyarakat terhadapa kelancaran operasional 
perusahaan, bagi Bu Ike, dengan sendirinya akan timbul jika program-program 
yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat bisa dilaksanakan dan dirasakan 
oleh masyarakat setempat. Dan Pemerintah Kabupaten akan hadir sesuai dengan 
kewenangannya, apakah itu menyangkut isu-isu kelancaran operasional 
perusahaan ataupun terkait dengan pelaksanaan CSR/PPM. 
Dengan demikian, dukungan masyarakat, stakeholder dan LSM terhadap 
operasional perusahaan adalah: 1) ikut menjaga keamanan proyek dan fasilitas 
perusahaan, 2) mengkomunikasi kepada perusahaan jika terjadi sesuatu antara 
perusahaan dengan masyarakat ataupun sebaliknya, 3) membantu memfasilitasi 
dan mengusulkan jalan keluar secara bersama-sama. 
Faktor kritikal program pengembangan masyarakat (PPM) EMCL yang 
berdampak terhadap kelancaran operasional perusahaan di sekitar wilayah 
operasi dapat digambarkan dalam Diagram 5.6.  Menjelaskan bahwa, pertama, 
pelaksanaan PPM menurut masyarakat, stakeholder dan tokoh masyarakat 
lainnya menyatakan pelaksanaan PPM EMCL sudah berjalan dengan baik dan 
dinilai berhasil, khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, 
balai desa dan fasilitas publik lainnya. Kedua, PPM EMCL terhadap upaya 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di sekitar lapangan minyak 
Banyu Urip nampak dari program bidang infrastruktur yang sangat dirasakan 
dampaknya, namun saying untuk program bidang ekonomi sebagian belum 
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berhasil atau hasilnya belum bisa dirasakan oleh orang masyarakat. Sehingga 
perlu dilakukan upaya lebih serius dalam pelaksanaan program ekonomi tersebut. 
Ketiga, PPM yang manfaatnya dan sesuai kebutuhan masyarakat adalah program 
kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sedangkan program ekonomi belum 
terlihat manfaatnya. Seperti program KBSR, kambing dan simpan pinjam. 
Keempat,  Pada gilirannya dukungan masyarakat, stakeholder dan LSM terhadap 
operasional perusahaan diwujudkan dengan ikut menjaga keamanan proyek dan 
fasilitas perusahaan, mengkomunikasi kepada perusahaan jika terjadi sesuatu 
antara perusahaan dengan masyarakat ataupun sebaliknya, serta membantu 
memfasilitasi dan mengusulkan jalan keluar secara bersama-sama. Sehingga 
membentuk sebuah proposisi sebagai berikut: 
Gambar 5.6. 
Diagram Pelaksanaan PPM EMCL dan Faktor Kritikal Pelaksanaannya 
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Proposisi minor 1: Program pengembangan masyarakat (PPM) yang 
dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat yang dirasakan manfaatnya 
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secara langsung mempengaruhi faktor kritikal dari pelaksanaan PPM di sekitar 
wilayah operasi EMCL. 
Proposisi minor 2: PPM di bidang ekonomi, diperlukan partisipasi yang aktif dari 
masyarakat dan exit startegy sebelum program berakhir sudah dilaksanakan. Hal 
ini akan mempengaruhi keberlanjutan sebuah PPM. 
5.3.2 Mendeskripsikan Langkah Perusahaan Dalam Meningkatkan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang Berorientasi 
Pada Strategik. 
Sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang kehadiran 
masyarakat dan desa setempat lebih dulu ada daripada sumber daya yang 
ditemukan tersebut, tentunya EMCL sadar bahwa selain memberikan kontribusi 
pendapatan untuk perusahaan dan Negara, juga perlu memperhatikan 
masyarakat sekitar. Apa yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut bisa 
diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis meminimumkan dampak 
negatif dan memaksimumkan dampak positif operasi perusahaan terhadap 
seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan 
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (CSR Indonesia, 2013). 
Program Pengembangan Masyarakat EMCL mengacu pada visi misi 
perusahaan yang menitikberatkan pada manfaat jangka panjang dan 
berkesinambungan. Program difokuskan pada tiga pilar, yaitu pendidikan, 
kesehatan, pengembangan ekonomi, serta dukungan terhadap kegiatan sosial.  
Program dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan, peningkatan kapasitas, 
serta pendampingan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Peneliti 
hanya akan membatasi kegiatan PPM EMCL selama periode 2015 – 2019 yang 
berlangsung di enam desa di kecamatan Gayam yaitu desa Gayam, Mojodelik, 
Bonorejo, Brabowan, Ngraho dan Sudu. Data yang didapatkan peneliti berasal dari 
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berbagai sumber referensi, wawancara maupun bukti langsung yang didapatkan 
peneliti di lapangan. Gambaran program tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1. Desa Gayam 
Pendidikan Ekonomi Kesehatan Infrastruktur 
- Renovasi MTs Gayam 
- Pembangunan SMPN 
1 Gayam 
- Pembangunan gedung 
karang taruna 
- Pendidikan karakter 
PAUD/TK/SD 
- Peningkatan kapasitas 
perangkat desa 

























































Ki: Pembangunan lapangan sepakbola desa Gayam yang sudah bisa digunakan untuk latihan 
dan turnamen. 
Ka: Program air bersih. 





2. Desa Mojodelik 
Pendidikan Ekonomi Kesehatan Infrastruktur 
- Pemberantaran buta 
huruf dan bantuan 
pendidikan S1 
- Peningkatan kapasitas 
perangkat desa 
- Program SID (sistem 
informasi desa) 















































Ki: Pekerjaan jalan paving dan TPT desa Mojodelik 
Ka: Pelaksanaan program kesehatan desa Mojodelik 
Sumber: dokumen penelitian 2019. 
3. Desa Bonorejo 























































Program Kambing dan Infrastruktur Desa Bonorejo 
  
Ki: Program peternakan kambing desa Bonorejo 
Ka: Pembangunan jembatan desa Sedahkidul – Bonorejo 
Sumber: dokumentasi penelitan 2019. 
4. Desa Brabowan 
Pendidikan Ekonomi Kesehatan Infrastruktur 
- Perbaikan fasilitas TK  
- Pendidikan karakter 
PAUD/TK/SD 
- Peningkatan kapasitas 
perangkat desa 





























ruas jalan desa 










Program Ekonomi dan Infrastruktur Desa Brabowan 
  
Ki: Program agrowisata jambu kristal desa Brabowan 
Ka: Pekerjaan PJU yang dilakukan pemuda desa Brabowan 
Sumber: dokumen penelitian 2019. 
5. Desa Sudu 
Pendidikan Ekonomi Kesehatan Infrastruktur 
- Peningkatan Kapasitas 









- Peningkatan kapasitas 
perangkat desa 






asosiasi usaha  
- Pengembangan 
kerajinan rajut 







jamban warga  






selama 3 tahun 
- Gapura ( 2 unit) 
- Pembangunan 
TPQ ( 204 m) 
- Jalan Cor 




Program Infrastruktur Desa Sudu 
 
 
Pekerjaan jalan cor beton desa Sudu 
Sumber: dokumentasi penelitian 2019. 
6. Desa Ngraho 
Pendidikan Ekonomi Kesehatan Infrastruktur 
- Renovasi SDN 
Ngraho 
- Renovasi gedung 
yayasan Al Munada 









- Budi daya jamur 
tiram 













- Jalan paving 
dan TPT poros 
desa 
- Drainase 













Program Ekonomi dan Infrastruktur Desa Ngraho 
  
Ki: Wakil Bupati Bojonegoro dan petinggi EMCL melakukan panen jamur tiram. 
Ka: Pembangunan jalan paving ruas desa Ngraho. 
Sumber : dokumen penelitian 2019. 
Dari data yang didapatkan peneliti bahwa Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) EMCL terbagi dalam 4 bidang: pendidikan, pengembangan 
ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. Pelaksanaan PPM tersebut dilakukan 
melalui kerja sama EMCL dengan para mitra yang terdiri dari LSM, Yayasan, 
Universitas, lembaga penelitian dan lembaga lainnya yang bersifat tidak profit. 
Program tersebut diluar beberapa kegiatan bantuan perusahaan yang 
bersifat charity seperti bantuan kegiatan agustusan, sedekah bumi, perlengkapan 
olahraga, bantuan ulang tahun kecamatan/kabupaten, festival Banyu Urip, 
perlengkapan kelompok kesenian dan lain sebagainya.  
Kegitan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dipahami sebagai 
Corporate Philanthropy yang memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma 
(charity) dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya, sebagaimana 
dikemukakan oleh Kotler (2005: 144): “Corporate Philanthropy is a direct 
contribution by a corporation to a charity or cause, most often in the form of cash 
grants, donations and or in kind services”. Corporate Philanthropy adalah tindakan 
perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari 
kekayaannya sebagai ungkapan terimakasih atas kontribusi masyarakat. 
Dari program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh 
perusahaan, tentunya perusahaan memikirkan strategi dan tujuan dari program 
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tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Azi N. Alam, vice president Public & 
Government Affairs EMCL, bahwa tujuan utama atau inti dari program 
pengembangan masyarakat adalah : 
1) Untuk membantu kelancaran operasional perusahaan, “social license 
to operate”, agar kegiatan perusahaan di wilayah tersebut berjalan 
lancar, diterima oleh stakeholder dan masyarakat setempat 
2) Sebelum melaksanakan PPM, EMCL melakukan mekanisme 
konsultasi kepada Pemerintah Pusat, SKKMigas, Pemerintah Daerah, 
termasuk dengan stakeholder dan masyarakat setempat. 
Perencanaan program yang dijalankan oleh EMCL selain memperhatikan 
kebutuhan masyarakat, juga menekankan pada mekanisme konsultasi dengan 
berbagai pihak yang berupa diskusi langsung maupun usulan tertulis. Namun 
demikian, informan perusahaan menjelaskan bahwa: 
……….Tidak semua masukan diakomodir, karena ada batasan-batasan atau 
menyesuaikan dengan prinsip-prinsip PPM EMCL…...(Inf11.P1). 
 
Apa yang disampaikan oleh EMCL tersebut selaras dengan yang 
disampaikan oleh SKKMigas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi), seperti yang ditemukan peneliti dalam dalam buletin 
BUMI edisi 64 tahun 2018 yang diterbitkan oleh SKKMigas, dijelaskan bahwa 
perencanaan program pengembangan masyarakat harus berbasis kepada 
AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), studi sosial, dan hasil 
musyawarah dengan masyarakat setempat. Selain itu, harus juga dilakukan kerja 
sama dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat.  
Prinsip “licence to operate” dalam menjanlankan program pengembangan 
masyarakat EMCL tentunya didasarkan pada tingkat penerimaan masyarakat 
yang berkelanjutan oleh pemangku kepentingan, di berbagai tingkatan, yang dapat 
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dicabut pada setiap tahap siklus hidup proyek berdasarkan perubahan persepsi, 
dan mencerminkan hubungan antara perusahaan dan eksternal pemangku 
kepentingan (Franks et al., 2010). Termasuk perusahaan memprioritaskan 
pelaksanaan program di sekitar wilayah operasi atau wilayah yang paling dekat 
dengan fasilitas atau aset perusahaan. Informan perusahaan menjelaskan bahwa: 
…….Ini sesuai dengan tujuan dari PPM diatas, apa yang kita lakukan perlu 
mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, stakeholder dan pemerintah 
daerah. Tentunya juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat…..(Inf11.P2). 
 
Dalam dokumen Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 017/PTK/iii/2005 (revisi 
terbaru tahun 2018) tentang pedoman program pengembangan masyarakat untuk 
KKKS (kontraktor kontrak kerjasama), istilah untuk perusahaan yang 
mendapatkan kontrak mengelola industri hulu Migas di lingkungan kegiatan usaha 
hulu Migas, ada prinsip-prinsip program pengembangan masyarakat untuk industri 
hulu migas yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Salah satunya adalah komitmen 
KKKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan 
sekitarnya (daerah terdampak langsung). 
Dari penjelasan tersebut tentunya menggambarkan harapan agar 
operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gejolak 
maupun gangguan dari masyarakat sekitar. Perusahaan akan terus membuat 
langkah untuk meningkatkan program pengembangan masyarakat (PPM) yang 
berorientasi pada kelancaran operasional perusahaan, seperti yang disampaikan 
oleh informan perusahaan Azi N. Alam, bahwa: 
…..Kita harus perhatian terhadap dinamika yang terjadi pada masyarakat 
setempat dan cepat tanggap terhadap dinamika tersebut. Juga tetap menjaga 
reputasi perusahaan…..(Inf11.P3). 
 
Terkait operasional EMCL, Parmani, seorang informan dari desa 
Brabowan mengungkapkan agar EMCL dalam menjalankan operasionalnya harus 
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meminimalkan dampak yang ditimbulkan, baik secara lingkungan maupun dampak 
yang lainnya. Informan mengungkapkan lebih lanjut, bukan karena masyarakat 
telah diberikan program pengembangan masyarakat, terus EMCL seenaknya 
dalam melakukan operasionalnya. Sehingga informan berharap agar berbagai 
pihak memilah antara program pengembangan masyarakat yang diberikan oleh 
EMCL dan dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Informan 
menegaskan yang pada intinya EMCL harus memperhatikan masyarakat dan 
lingkungan sekitar. Ketika masyarakat sekitar diperhatikan dan ekonomi maju, 
maka pada gilirannya juga akan mendukung keberadaan perusahaan, bahwa: 
……..Kalau ekonomi warga masyarakat meningkat atau sejahtera, ttidak harus 
bekerja di EMCL, mereka tidak akan mengganggu atau bahkan tidak akan 
mengurusi EMCL. Karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya 
sendiri…..(Inf5.P8). 
 
Kelancaran operasional perusahaan tentunya menjadi harapan dari 
perusahaan, sama dengan harapan akan keberhasilan program pengembangan 
masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada kelancaran operasional 
perusahaan itu sendiri. Bagi perusahaan, seperti yang disampaikan Azi N. Alam 
bahwa program pengembangan masyarakat yang dijalankan harus berjalan 
dengan efektif baik dalam meningkatkan kelancaran operasional perusahaan 
maupun meningkatkan tarap hidup masyarakat sekitar. Informan menjelaskan 
bahwa program yang efektif itu tergantung kasus per kasus atau dinamika yang 
terjadi di masing-masing masyarakat. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik 
sendiri sendiri. Di wilayah satu sebuah program bisa berhasil dan dipraktikan di 
wilayah yang lain belum tentu berhasil. Sehingga perlu gambaran sosial ekonomi 
di masing-masing wilayah secara utuh. Informan menegaskan bahwa program 
pengembangan masyarakat harus bisa efektif membantu meningkat sosial 
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ekonomi masyakat, apakah yang bersifat tangible atau intangible. Program juga 
harus bisa mengantisipasi gejolak yang terjadi di kemudian hari di masyarakat. 
Dengan demikian langkah perusahan dalam meningkatkan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada strategik adalah: 1) 
melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat 
sekitar, 2) melaksanakan program di wilayah operasi atau yang terdampak secara 
langsung agar mendapatkan dukungan masyarakat atau “social license to 
operate”, 3) melaksanakan mekanisme konsultasi kepada pemerintah pusat, 
SKKMigas, pemerintah daerah, termasuk dengan stakeholder terkait dan 
masyarakat setempat dalam penyusunan program pengembangan masyarakat, 4) 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL terbagi dalam 4 bidang: 
pendidikan, pengembangan ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. Pelaksanaan 
PPM tersebut dilakukan melalui kerja sama EMCL dengan para mitra yang terdiri 
dari LSM, Yayasan, Universitas, lembaga penelitian dan lembaga lainnya yang 
bersifat tidak profit. 
5.3.3 Model Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang Memberikan 
Dampak Positif Dalam Peningkatan Kelancaraan Operasional 
Perusahaan 
Kehadiran perusahaan Migas di suatu daerah biasanya memuncul 
dinamika dan tantangan baru bagi masyarakat sekitar. Termasuk kehadiran EMCL 
yang menjadi operator Blok Cepu. Semisal peluang bekerja dengan pendapatan 
lebih baik, peluang bisnis, mendapatkan program pengembangan masyarakat di 
berbagai bidang dan tentunya DBH (dana bagi hasil) untuk daerah yang pada 
gilirannya akan pada masuk APBDes. Selain dampak positif tersebut, potensi 
dampak yang kurang baik juga bisa terjadi. Semisal persaingan usaha antara 
pengusaha lokal dan nasional, persaingan mendapatkan pekerjaan, adanya suara 
bising, berkurangnya lahan pertanian atau isu lingkungan lainnya. Sehingga 
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tantangan tersebut harus bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan dan terus 
dikomunikasikan dengan masyarakat. Hal ini agar pandangan negatif terhadap 
keberadaan industri Migas bisa dikurangi. Seperti yang disampaikan oleh Ogula, 
et al. (2012) yang membingkai pandangan mereka tentang CSR melalui 
pengalaman kemiskinan, hilangnya ekonomi tradisional, erosi nilai-nilai tradisional, 
dan degradasi lingkungan.  
Untuk itu diperlukan upaya sungguh-sungguh perusahaan dalam 
menjalankan program pengembangan masyarakat. Mulai dari perencanaan dan 
pemetaan yang baik, keterlibatan stakeholder terkait, pelaksanaan yang sesuai 
serta monitoring dan evaluasi berkala.  
Menurut Porter dan Kramer (2006) bahwa praktik CSR merupakan investasi 
jangka panjang, pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan image 
perusahaan sehingga daya saing akan meningkat. Pada era persaingan yang 
semakin kompetitif, reputasi dan image perusahaan sangat menetukan 
kemampuan perusahaan dalam bersaing. Perusahaan yang bisa memperhatikan 
unsur unsur stakeholder dengan melibatkan mereka dalam keputusan 
manajemen, akan membuat reputasi dan image perusahaan di masyarakat 
menjadi baik. 
Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti menemukan dokumen penelitian 
sejenis yang dilakukan oleh Ifa Khoiria Ningrum (2015) dengan judul  “Pemahaman 
Corporate Social Responsibility Bagi Masyarakat Lokal Sekitar Wilayah Explorasi 
ExxonMobil Cepu Ltd. di Bojonegoro Jawa timur” dengan temuan penelian awal 
mengenai dampak sosial sebagai berikut: 
1. Kemampuan penduduk lokal melakukan diversifikasi usaha, umumnya 
rendah, karena keterbatasan pendidikan dan tidak dimilikinya ragam 
ketrampilan yang memadai untuk survival 
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2. Terjadinya kesenjangan tuntutan kebutuhan profesionalisme dunia industri 
dengan kualitas SDM penduduk lokal 
3. Kemungkinan resistensi sosial dan konflik yang akan timbul di kalangan 
penduduk lokal umumnya dipicu oleh adanya perlakuan yang dinilai tidak 
adil dari dunia industri yang masuk ke wilayah setempat 
4. Industrialisasi dalam beberapa hal, menyebabkan memudarnya daya 
kohesi sosial sesama penduduk lokal dan bahkan memicu timbulnya 
kecemburuan sosial 
Masukan kepada perusahaan terkait pelaksanaan program 
pengembangan masyarakat disampaikan oleh informan dari Mojodelik, Yuntik 
Rahayu. Informan berharap agar EMCL bersama sama dengan pemerintah desa 
Mojodelik untuk membuat ekonomi penduduk desa menjadi mandiri. Program 
ekonomi yang sudah dijalankan selama ini harus ditata lebih baik lagi dengan 
melatih sumber daya masyarakat untuk terus ditingkatkan menjadi lebih baik 
…..Kita perlu memikirkan hal tersebut secara bersama sama, tidak hanya saya 
sendiri sebagai kepala desa. Tapi juga perlu bantuan dari perusahaan. Jika 
masyarakat sejahtera, tentunya masyarakat tidak akan merepoti EMCL 
lagi….(Inf1.P8). 
 
Informan lainnya yang juga tokoh masyarakat setempat, Parmani, 
mengungkapkan agar program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh 
EMCL harus memperhatikan kesinambungan atau keberlanjutan. Khususnya 
pada program ekonomi. Informan menjelaskan ketika masyarakat didampingi 
selama periode program biasanya program berjalan dengan baik, dan ketika 
sudah tidak didampingi, program tersebut berantakan. Sehingga exit strategy dari 
program tersebut harus diperhatikan sejak awal. Informan kemudian 
mengungkapkan bahwa:  
………Program infrastruktur harus mulai dikurangi dan beralih kepada program 
ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Termasuk mutu 
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pendidikan terys ditingkatkan. Dan kalau ini berhasil, memperhatikan sektor pertanian 
dengan membuat irigasi dari bengawan solo, ini akan sangat membantu ekonomi warga. 
Karena petani yang paling dibutuhkan adalah air (Inf5.P8)…... 
 
Beberapa kali kata keberlanjutan selalu diucapkan oleh Parmani. Hal ini 
didasarkan pada pengamatannya beberapa program EMCL seperti KBSR 
(kandang belajar sapi rakyat) yang berada di desa Brabowan, sekarang sudah 
tidak terlihat aktivitas secara nyata. Sehingga kerisauan ini yang membuat 
informan menyampaikan agar perusahaan memperhatikan keberlanjutan sebuah 
program.  
Menurut Shadiq (2019) bahwa keberlanjutan (sustainability) sebuah 
program mendisain “Kerangka Fikir Logis” (Logical Framework) sebagai pedoman 
implementasi program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator 
yang jelas dan teknik analisis dengan memperhitungkan kondisi serta asumsi 
resiko pada tahap penyusunan program. Kerangka Fikir Logis dimanfaatkan 
sebagai alat (tools) untuk melaksanakan penilaian serta monitoring dan evaluasi 
dengan mengkombinasikan “logika vertikal dan logika horizontal”. Kerangka fikir 
logis menghubungkan antara target (goals), tujuan (objectives), keluaran 
(outputs), aktivitas (activities) dan masukan (inputs) menjadi saling berintegrasi, 
serta menyiapkan satu formula strategi keluar (exit strategy) untuk memastikan 
keberlanjutan (sustainability) pasca program berakhir. 
Dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat, tentunya 
keterlibatan masyarakat menjadi hal penting dan itu juga menjadi prioritas 
perusahaan dalam melaksanakan program. Informan perusahaan, Azi N. Alam, 
menjelaskan bahwa perusahaan berharap masyarakat tidak hanya menjadi pihak 
penerima program saja, tetapi juga harus terlibat aktif sehingga hasilnya bisa 
dirasakan secara langsung. Hal ini diharapkan agar keberlanjutan program bisa 
terlaksana. Informan menegaskan bahwa: 
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……Harapan EMCL ketika nantinya pendampingan program selesai, hasilnya 
masih bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri….(Inf11.P8)…… 
 
Setiap tahun EMCL selalu menyusun program pengembangan masyarakat 
dengan biaya yang cukup besar. Informan menggambarkan bahwa sejak tahun 
2013 sampai dengan sekarang, sudah sekitar USD 23,000,000,- sudah 
diinvestasikan perusahaan untuk menjalankan program pengembangan 
masyarakat di seluruh Indonesia. Tentunya dana tersebut paling banyak untuk 
program di kabupaten Bojonegoro, sebagai wilayah Utama operasi EMCL. 
Berdasarkan saran atau masukan dalam penelitian Ningrum (2015) 
tentang CSR EMCL, diantaranya adalah: 1) pelaksanaan CSR harus 
memperhatikan pengertian CSR menurut pemahaman masyarakat lokal, 2) 
perlunya pelaksanaan CSR yang efektif berbasis masyarakat lokal melalui 
penunjukan mitra pelaksana CSR dari lembaga di desa masing-masing penerima 
CSR sebagai bagian dari upaya memberdayakan masyarakat setempat, sebagai 
sarana sosialisasi kebijakan perusahaan, dan wadah sosial kemasyarakatan di 
desa, 3) perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sekitar tentang 
tata cara pembentukan lembaga mitra sebagai pengelola CSR sesuai dengan 
prinsip-prinsip CSR dan tujuan perusahaan, 4) perlu pemetaan pembangunan 
infrastruktur jalan beton sampai ke desa-desa yang jauh dari lokasi tambang 
mengingat tekstur tanah di Kabupaten Bojonegoro yang tergolong tanah bergerak, 
5) perlu dilakukan pemulihan tekstur tanah dengan penanaman kembali lahan di 
sekitar lokasi tambang atau program penghijauan pada area yang telah dibangun 
dilengkapi dengan resapan air hujan. 
Namun dalam penelitan tersebut masih belum digali data pendukung lebih 
mendalam, baik dari perusahaan atau pemerintah daerah terkait laporan program 
pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh EMCL. Sehingga beberapa hal 
terkait dengan perhatian terhadap persoalan tersebut dapat dibandingkan. 
142 
 
Semisal rekomendasi pembangunan jalan beton, dimana saat itu kebijakan 
pemerintah kabupaten Bojonegoro bukan jalan beton namun pembangunan jalan 
paving dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam merawat jalan mengingat 
tanah Bojonegoro yang mudah gerak. Sehigga EMCL pada waktu itu lebih banyak 
membangun jalan paving di desa-desa yang menjadi wilayah operasinya. Karena 
prinsip EMCL dalam menjalankan program pengembangan masyarakat 
diantaranya adalah mengikuti atau menyesuaikan kebijakan dari pemerintah 
daerah. Informan perusahaan, Azi N. Alam menegaskan bahwa : 
….Sebelum melaksanakan program, EMCL melakukan mekanisme konsultasi 
kepada Pemerintah Pusat, SKKMigas, Pemerintah Daerah, termasuk dengan 
stakeholder dan masyarakat setempat….(Inf11.P1). 
 
Selama ini, EMCL telah merasa bangga dengan capaian yang telah 
dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan program pengembangan 
masyarakat maupu operasional perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan 
beberapa penghargaan yang diperolehnya dari beberapa lembaga atas 
kontribusinya dalam program pengembangan masyarakat. Diantara yang 
mendapat apresiasi tersebut adalah program air bersih dan pendidikan. Selain 
mendapatkan apresiasi dari lembaga lainnya, EMCL juga merasa bangga atas 
dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholder terkait sehingga 
operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan produksi minyak dari 
lapangan Banyu Urip sebesar 220,000 barel per hari telah tercapai pada tahun 
2019.  
Bagi EMCL, dana yang dikeluarkan tersebut sudah seimbang dengan 
keberhasilan program pengembangan masyarakat maupun dukungan yang 
diberikan masyarakat terhadap kelancaran operasional perusahaan. Dengan dana 
tersebut, secara garis beras kegiatan operasi perusahaan berjalan dengan lancar, 
mendapatkan dukungan semua pihak baik masyakat setempat, pemerintah 
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daerah dan pemerintah pusat. Sehingga dana yang dikeluarkan tersebut selaras 
dengan hasil atau kelancaran operasi kami.  
……Saat ini lapangan Banyu Urip menghasilkan minyak bumi sebesar 220,000,- 
barel per hari atau sekitar 25% produksi minyak mentah nasional. Keberhasilan ini 
membuat EMCL menjadi produsen minyak bumi nomor satu Indonesia. Tentunya 
dengan jumlah produksi tersebut, hal tersebut juga seimbang dengan dana yang 
dikeluarkan dalam program pengembangan masyarakat….(Inf11.P.9. 
 
Dengan demikian model program pengembangan masyarakat yang 
memberikan dampak positif dalam peningkatan kelancaraan operasional 
perusahaan adalah: 1) program pengembangan masyarakat EMCL yang 
memperhatikan keberlanjutannya, 2) melaksanakan program ekonomi yang 
berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru masyarakat, 3) melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan atau yang 
sudah selesai dilaksanakan secara terukur, 4) anggaran yang dikeluarkan oleh 
EMCL harus seimbang dengan kesuksesan program dan dukungan masyarakat 
setempat. 
5.4 Program Pengembangan Masyarakat EMCL yang Berdampak 
Peningkatan Kelancaran Operasional 
Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), EMCL 
sebagai perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola 
potensi minyak bumi di Blok Cepu, tentunya juga berharap bahwa pelaksanaan 
program kemasyarakatan tersebut akan berdampak pada peningkatan 
kelancaraan operasional perusahaan. Tidak adanya gejolak sosial di masyarakat 
setempat akan menjadi nilai positif dari keberadaan perusahaan dan pada 
akhirnya akan mampu menjaga reputasi perusahaan di depan publik. Seperti yang 
diungkapkan oleh Azi N. Alam sebagai informan dari unsur perusahaan: 
…Tentu kita memiliki harapan yang demikian, Program Pengembangan 





Lebih lanjut, Informan menjelaskan salah contoh program yang dianggap 
mampu membantu kelancaran operasional perusahaan adalah pembangunan 
jalan cor beton di desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dimana 
lebih dari 500 meter jalan yang telah dibangun, selain dapat digunakan oleh 
masyarakat setempat, juga digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas di RWI 
(river water intake). RWI merupakan salah satu fasilitas EMCL untuk mengambil 
air dari Bengawan Solo yang kemudian dialirkan ke fasilitas produksi di lapangan 
Banyu Urip dalam rangka membantu produksi minyak di lapangan tersebut. 
Hal senada juga dikatakan oleh informan lainnya yaitu Tri Kasih, Kepala 
Desa Sudu periode 2014 – 2020, bahwa program tersebut bermanfaat untuk 
semua kelompok masyarakat dan mampu memperlancar aktivitas warga 
setempat, termasuk ekonomi masyarakat setempat. Informan menjelaskan bahwa 
usulan program jalan cor yang nilainya hampir Rp 2 miliar tersebut telah melalui 
diskusi panjang yang melibatkan perwakilan perusahaan, pemerintah desa dan 
unsur lainnya. Tentunya diskusi tersebut untuk menggali kebutuhan dan harapan 
dari masyarakat terkait dengan keberadaan EMCL di wilayah tersebut. Sehingga 
pembangunan desa bisa dilaksanakan secara bersama sama melibatkan berbagai 
komponen yang ada. 
Apa yang disampaikan oleh informan tersebut, tentunya selaras dengan 
penjelasan yang pernah diungkapkan oleh Mapstone (2017) tentang social license 
to operate yang menegaskan bahwa isu tersebut terus menjadi yang terdepan dan 
utama dalam wacana baik industri ekstraktif maupun industri dalam pengelolaan 
sumber daya alam lebih luas. Sehingga social license to operate dapat 
didefinisikan sebagai tingkat penerimaan masyarakat yang berkelanjutan oleh 
pemangku kepentingan, di berbagai tingkatan, yang dapat dicabut pada setiap 
tahap siklus hidup proyek berdasarkan perubahan persepsi, dan mencerminkan 
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hubungan antara perusahaan dan eksternal pemangku kepentingan (Franks et al., 
2010). 
Pada kasus desa Sudu ini, informan perusahaan menilainya sebagai salah 
satu bentuk dinamika yang terjadi dalam operasional perusahaan, termasuk ketika 
ada usulan kebutuhan program yang berangkat dari masyarakat setempat maka 
sudah menjadi kwajiban perusahaan untuk memperhatikannya, bahwa: 
……Kita harus aware terhadap dinamika yang terjadi pada masyarakat setempat 
dan cepat tanggap terhadap dinamika tersebut. Juga tetap menjaga reputasi 
perusahaan (Inf11.P3). 
 
Contoh program lainnya yang mampu meningkatkan kelancaran 
operasional terjadi sekitar 10 tahun yang lalu ketika EMCL membangun jalan aspal 
dari Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu menuju desa Gayam, Kecamatan 
Gayam. Ini merupakan jalan aspal pertama yang ada di wilayah tersebut. Karena 
sebelumnya jalan di wilayah tersebut hanya dari tanah liat dan sebagian 
macadam. Seperti yang diungkapkan informan asal desa Brabowan, Kecamatan 
Gayam, Parmani, bahwa: 
…..dulu jalan disini sangat jelek sekali. Istilahnya jalan tersebut bisa untuk mandi 
kerbau. Namun setelah EMCL masuk kesini dan membangun jalan aspal, akhirnya 
aktivitas warga menjadi lancar. Jujur kita mengakui itu kerena kontribusi EMCL 
(Inf5.P10). 
 
Selain akan adanya kebutuhan perubahan lingkungan yang lebih baik 
melalui kontribusi Program Pengembangan Masyarakat EMCL, sebagian 
masyarakat di wilayah tersebut juga menuntut akan adanya keterlibat masyarakat 
lokal dalam kegiatan perusahaan. Berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 
sering muncul sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk berperan serta lebih 
maksimal. Seperti keterlibatan tenaga kerja lokal, keterlibatan perusahaan lokal 
dalan proses pengadaan barang dan jasa, maupun program kemasyarakatan 
yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah 
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menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi 
Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga 
Perda inilah yang kemudian menjadi penguat dari masyarakat untuk melakukan 
tuntutan dan harapannya. 
Dengan demikian bahwa pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) EMCL telah berdampak pada peningkatan kelancaran 
operasional perusahaan, terutama pada program kemasyarakatan yang 
merupakan kebutuhan mendasar dan utama masyarakat setempat, yang selama 
ini mereka mengalami keterbatasan sumber daya. Seperti pembangunan jalan cor 
beton desa Sudu dan pembangunan jalan aspal desa Sumengko ke desa Gayam.  
5.5 Faktor Kritikal Pada Pelaksanaan Program Pengembangan 
Masyarakat EMCL yang Berorientasi Strategik 
Ada banyak faktor kritikal yang menjadi acuan dari setiap pelaksanaan 
Program Pengembangan Masyarakat atau CSR dimanapun dilakukan. 
Diantaranya adalah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada 
partisipasi sepenuhnya seluruh warga masyarakat. Dalam PBB (1955) 
menjelaskan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang 
untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga 
masyarakat dengan partisipasi yang aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan 
prakarsa masyarakat itu sendiri.  
Proses keterlibatan masyarakat ini juga dilakukan oleh EMCL ketika 
melaksanakan programnya. Sehingga masyarakat penerima manfaat program 
tidak anggap sebagai subyek, tapi merupakan obyek utama dari pelaksaan 
program tersebut. Sehingga sukses atau tidaknya sebuah program diantaranya 
tergantung dari masyarakat penerima manfaat. Seperti yang diungkapan oleh 
informan asal desa Brabowan, Kecamatan Gayam, Basuki Riyanto, bahwa: 
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….EMCL telah melibatkan semuanya. Masyarakat atau perwakilannya diajak 
sosialisasi sampai dengan evaluasi program (Inf10.P3). 
 
Dalam pelaksanaannya, informan menjelaskan bahwa ruang yang 
diberikan oleh EMCL atau mitra programnya untuk penerima manfaat program 
terkadang kurang digunakan secara maksimal, sehingga ada hal-hal yang kurang 
berhasil dari pelaksanaan program tersebut. Menurut pengalaman informan yang 
selama ini aktif di desa, baik menjadi ketua karang taruna desa dan menjadi 
perangkat desa, ketika Program Pengembangan Masyarakat EMCL dilaksanakan 
semua dikoordinasikan dengan pemerintah desa sejak awal. Bahkan biasanya 
dilakukan sosialisasi program yang pelaksanaannya di balai desa dengan 
mengundang semua perwakilan masyarakat. Tentunya dengan harapan 
perwakilan tersebut akan menyampaikan kepada semua masyarakat yang tidak 
hadir dalam pertemuan. 
Ruang partisipasi yang diberikan ini tentunya dimaksudkan agar 
masyarakat setempat menjadi lebih baik dalam banyak hal. Seperti apa yang 
diungkapkan oleh Tropman, dkk (1993) yang mengemukakan, bahwa : "….locality 
development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat serta 
untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah denga tujuan agar 
mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri, untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula”. 
Selain faktor kritis diatas, ada faktor kritis lainnya yang harus diperhatikan 
oleh perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Jim Ife (1995) tentang 
community development yang mempunyai 22 prinsip. Satu prinsip dengan prinsip 
yang lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip ini 
diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses atau tidaknya suatu kegiatan 
Pengembangan Masyarakat dan dianggap konsisten dengan semangat keadilan 
sosial dan sudut pandang ekologis. Prinsip tersebut mendasari pendekatan 
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Progam Pengembangan Masyarakat bagi semua praktik kerja masyarakat. Dua 
diantaranya dari 22 prinsip tersebut adalah empowerment dan participation. 
Dengan demikian, pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan 
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL telah dilaksanakan secara 
maksimal melalui pihak pemerintah desa atau perwakilan kelompok masyarakat 
setempat. Termasuk juga diperlukan kerjasama yang baik dan sungguh-sungguh 
antara EMCL, mitra pendamping program, pemerintah setempat dan penerima 







Dalam pembahasan di bab terakhir ini peneliti akan mendeskripsikan 
uraian secara umum atas kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian. Ada empat 
sub bab yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu: 1) kesimpulan, 2) implikasi 
penelitian, 3) rekomendasi, dan 4) keterbatasan penelitian. 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan umum dari penelitian ini yang berdasarkan fokus penelitian, 
tujuan penelitian dan hasil analisis menunjukan bahwa: 
1. Faktor kritikal Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL yang 
berdampak terhadap peningkatan kelancaran operasional perusahaan adalah: 
a. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL di 6 
(enam) desa Kecamatan Gayam telah dipahami oleh kepala desa, tokoh 
masyarakat, lembaga mitra dan penerima manfaat bahwa pelaksanaan 
program tersebut sudah berjalan dengan baik dan dinilai berhasil, 
khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, balai 
desa dan fasilitas publik lainnya.  
b. Dampak Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di 6 (enam) desa 
Kecamatan Gayam pada bidang infrastruktur sangat dirasakan dampaknya 
untuk pembangunan desa dan masyarakat mendapatkan pendapatan 
tamahan ketika pelaksanaan pekerjaan, namun untuk program 
pengembangan masyarakat bidang ekonomi sebagian belum berhasil dan 






c. Partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL dalam bentuk perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi telah melibatkan secara penuh pihak 
pemerintah desa. Namun untuk masyarakat biasa kurang dilibatkan 
terutama pada bidang kesehatan dan ekonomi. Mereka lebih cenderung 
menjadi penerima manfaat atau obyek dari program tersebut.  
d. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL di bidang ekonomi 
sudah sesuai kebutuhan masyarakat namun manfaatnya belum bisa 
dirasakan secara langsung. Seperti program KBSR, kambing dan simpan 
pinjam. Agar terlihat manfaatnya, diperlukan kerjasama yang baik dan 
sungguh-sungguh antara mitra EMCL, pemerintah desa dan penerima 
manfaat dalam menjalankan program tersebut. 
e. Dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa dan LSM mitra 
EMCL  terhadap operasional perusahaan dilakukan dengan ikut menjaga 
keamanan proyek dan fasilitas perusahaan, mengkomunikasi kepada 
perusahaan jika terjadi sesuatu antara perusahaan dengan masyarakat 
dan membantu memfasilitasi atau mengusulkan jalan keluar secara 
bersama-sama jika terjadi persoalan. 
Sehingga bisa ditarik lebih konkrit bahwa faktor kritikal pelaksanaan PPM 
EMCL yang berdampak terhadap kelancaran operasional perusahaan terletak 
pada: keberhasilan sebuah program, dampak dari pelaksanaan program, adanya 
partisipasi masyarakat, dirasakan langsung oleh masyarakat, adanya kerjasama 
dalam pelaksanaan dan adanya dukungan langsung masyarakat 
2. Deskripsi langkah perusahaan dalam meningkatkan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada strategik adalah: 
a. Perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat yang 





b. Perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat di 
wilayah operasi atau yang terdampak secara langsung agar mendapatkan 
dukungan masyarakat secara langsung atau “social license to operate” 
c. Perusahaan melaksanakan mekanisme konsultasi kepada pemerintah 
pusat, SKKMigas, pemerintah daerah, masyarakat setempat dan juga 
dengan stakeholder terkait dalam penyusunan Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM). 
d. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) EMCL terbagi dalam 4 
bidang: pendidikan, pengembangan ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. 
Pelaksanaan PPM tersebut dilakukan melalui kerja sama EMCL dengan 
para mitra yang terdiri dari LSM, Yayasan, Universitas, lembaga penelitian 
dan lembaga lainnya yang bersifat tidak profit, dengan harapan lembaga-
lembaga tersebut mampu memfasilitasi kesejahteraan masyarakat 
setempat.  
3. Model Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang memberikan dampak 
positif dalam peningkatan kelancaraan operasional perusahaan adalah: 
a. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang memperhatikan 
keberlanjutannya pasca pelaksanaan program 
b. Melaksanakan program ekonomi yang berfokus pada penciptaan lapangan 
kerja baru dan sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang sedang 
dijalankan atau yang sudah selesai dilaksanakan secara terencana 
d. Anggaran yang dikeluarkan EMCL seimbang dengan kesuksesan program 








6.2 Implikasi Penelitian 
 Penelitian ini menghasilkan beberapa impilkasi teoritis dan implikasi 
praktis. Impikasi teoritis dalam penelitian ini, antara lain: 
6.2.1. Implikasi Teoritik 
1. Hasil penelitian ini mendukung panduan menurut ISO 26000 tentang 
Guidance on social responsibility atau panduan tentang tanggung jawab 
sosial yang merupakan suatu standar yang memuat tentang panduan 
perilaku tanggung jawab sosial organisasi. Pedoman ini dikeluarkan oleh 
ISO (International Organization for Standardization) pada 1 November 
2010 ini terdiri: 6 bab, 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu dan 6 
praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. Subjek tujuh inti yang 
dibahas di dalam ISO 26000 adalah: 
a. Organizational governance: sebuah sistem pengambilan dan 
penerapan keputusan organisai atau perusahaan dalam rangka 
pencapaian tujuan tersebut. 
b. Human rights: sebuah hak dasar yang berhak dimiliki semua orang 
sebagai manusia; hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
c. Labour practices: segala kebijakan dan praktik terkait dengan 
pekerjaan yang dilakukan atas nama perusahaan. 
d. The environment: bagaimana dampak keputusan dan kegiatan 
perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. 
e. Fair operating procedures: perilaku etis dari organisasi saat 
berinteraksi dengan organisasi dan individu lain. 
f. Consumer issues: tanggung jawab perusahaan terhadap penyedia 
barang atau jasa terhadap keberadaan konsumen dan pelanggannya. 
g. Community involvement and development: keterlibatan organisasi 





2. Penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Erlington (1997) 
bahwa CSR atau program pengembangan masyarakat tidak hanya 
sebagai bantuan dalam bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan, 
jembatan, lapangan sepakbola, drainase, tetapi juga dalam bidang 
pengembangan ekonomi masyarakat dan penghijauan serta pertanian 
organic. Konsep CSR yang dikemukakan oleh Elkington (1997), bahwa 
harus memperhatikan tiga hal, yakni masyarakat, perusahaan dan 
lingkungan. Rumusan itu dikenal dengan istilah triple bottom lines atau 3P: 
Profit, People dan Planet.  Yaitu pandangan bahwa perusahaan harus 
memperhatikan 3P. Selain mengejar (profit) perusahaan juga mesti 
memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat 
sekitar (people) dan tentunya juga turut berkonstribusi aktif dalam menjaga 
kelestarian lingkungan (planet).  
3. Kebutuhan untuk mendapatkan ijin sosial dalam suatu operasi perusahaan 
baru-baru ini berada pada peringkat ketiga pada daftar sepuluh tantangan 
industri teratas (Ernst dan Young, 2015). Kemudian Mapstone (2017) 
menjelaskan bahwa isu tersebut terus menjadi yang terdepan dan utama 
dalam wacana baik industri ekstraktif maupun industri dalam pengelolaan 
sumber daya alam lebih luas. Social license to operate merupakan tingkat 
penerimaan masyarakat yang berkelanjutan oleh pemangku kepentingan, 
di berbagai tingkatan, yang dapat dicabut pada setiap tahap siklus hidup 
proyek berdasarkan perubahan persepsi, dan mencerminkan hubungan 
antara perusahaan dan eksternal pemangku kepentingan (Franks et al., 
2010). Perusahaan seperti EMCL dapat melihat tingkatan dalam social 
licence to operate, sehingga perusahaan mengetahui di posisi mana 





Boutilier and Thomson (2011) menjelaskan komponen normatif social 
license to operate adalah: Social Legitimacy, Credibility dan Trust. 
4. Dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat maupun 
operasional perusahaan, keberadaan stakeholder menjadi penting bagi 
EMCL. Hal tersebut nampak dari upaya pemetaan stakeholder yang 
dilakukan selama ini. Tentunya hal tersebut memperkuat teori Freeman 
(1984) yang mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan individu atau 
kelompok yang dapat dipengaruhi atau memengaruhi oleh suatu 
pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat 
mendefenisikan stekeholder adalah orang dengan suatu perhatian atau 
kepentingan pada permasalahan tertentu. Jenis stakeholder ini sering 
diidentifikasikan dengan suatu dasar tertentu sebagimana dikemukakan 
Freeman (1984). 
6.2.2. Implikasi Praktis 
Implikasi praktis dalam penelian ini adalah memberikan gambaran tentang 
model program pengembangan masyarakat yang bisa diterapkan, serta 
memberikan dampak positif dalam peningkatan kelancaraan operasional 
perusahaan adalah:  
a. Program pengembangan masyarakat EMCL harus memperhatikan 
keberlanjutannya dari sebuah proram yang sedang atau telah 
dijalankan. Kontrol program melalui monitoring dan evaluasi menjadi 
penting. Kemudian secara umum dapat berpegang teguh pada prinsip-
prinsip CSR yang berlaku secara universal dan peraturan yang berlaku 
di suatu Negara/daerah. 
b. Menurut temuan dari penelitian ini bahwa perusahaan Migas dalam 
menjalankan program pengembangan masyarakat yang efektif sesuai 





masyarakat, penciptaan peluang tenaga kerja baru, dilakukan di 
wilayah operasi atau yang paling dekat dengan fasilitas perusahaan, 
melakukan konsultasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait, 
termasuk melibatkan masyarakat setempat mulai perencanaan, 
pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 
6.3 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan, implikasi penelitian secara teoritis dan praktis, 
maka rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi perusahaan 
a. Sebelum melaksanakan program pengembangan masyarakat, ada 
baiknya perusahaan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan 
masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam program. 
Memetakan faktor-faktor kritikal selama berlangsungnya program. 
Kemudian juga dilakukan penggalian data tentang potensi 
ekonomi, sosial dan budaya desa penerima manfaat program 
pengembangan masyarakat EMCL. Data yang didapatkan tersebut 
dipadu dengan dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. 
b. Diperlukan kerja keras dan terukur dalam melakukan kegiatan 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh EMCL dengan 
melibatkan stakeholder terkait dan penerima manfaat program 
tersebut, termasuk memastikan catatan monitoring dan evaluasi 
tersebut dilakukan tindak lanjutnya. 
c. Program pengembangan masyarakat yang memerlukan 
keberlanjutan, seperti program ekonomi harus dipikirkan exit 





memastikan bahwa setelah program berakhir atau tidak 
didampingi, program tersebut masih bisa berjalan dengan baik. 
d. Mulai mengurangi program pengembangan masyarakat yang 
bersifat infrastruktur, karena infrastruktur publik di desa-desa sudah 
mulai membaik akhir-akhir ini. Baik melalui bantuan EMCL maupun 
pihak pemerintah. Sehingga sekarang merupakan waktu yang tepat 
untuk memikirkan program ekonomi, terutama yang berfokus pada 
penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 
e. Diperlukan komunikasi yang lebih efektif antara perusahaan 
dengan stakeholder terkait dan penerima manfaat program, 
sehingga mereka merasa memiliki terhadap program tersebut, 
termasuk pada akhirnya keberadaaan atau dukungan perusahaan 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat mendapatkan 
pengakuan. 
2. Bagi Masyarakat. 
a. Masyarakat sekitar lapangan Banyu Urip perlu memahami bahwa 
tidak semua masyarakat atau desa di Kabupaten Bojonegoro 
mendapatkan program pengembangan masyarakat dari EMCL. 
Sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin 
untuk mengembangkan kapasitas dan kesempatan untuk 
berkembang menjadi lebih baik. 
b. Diperlukan inisiatif dan komunikasi dari masyarakat sekitar dengan 
pihak pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk 
mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan dasar atau 
utama masyarakat dalam memformulasikan program 





c. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program 
pengembangan masyarakat EMCL sangat berguna agar program 
yang dijalankan berlangsung efektif, memberikan manfaat lebih 
maksimal bagi dirinya maupun komunitasnya, serta memperhatikan 
keberlanjutannya.   
6.4 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang 
sekiranya dapat disempurnakan dalam penelitian berikutnya, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya terfokus pada masyarakat di enam desa kecamatan 
Gayam yang merupakan wilayah terdekat dari lapangan minyak Banyu 
Urip. Sehingga diperlukan pembanding dari masyarakat diluar enam desa 
tersebut. Baik di sekitar lapangan minyak Banyu Urip, maupun di lapangan 
minyak lainnya yang masih dioperatori oleh EMCL, semisal lapangan 
Kedung Keris di kecamatan Kalitidu. Bahkan dimungkinkan pada 
masyarakat sekitar jalur pipa EMCL yang membentang 72 KM dari 
kabupaten Bojonegoro sampai dengan kabupaten Tuban, dimana ada 
puluhan desa yang dilalui oleh jalur pipa tersebut. 
2. Tokoh masyarakat yang menjadi informan kunci pada penelitian ini 
terbatas pada tokoh formal (kepala desa), tokoh masyarakat (LSM mitra 
EMCL, DPRD) perusahaan dan masyarakat penerima manfaat program. 
Sedangkan dari unsur pengamat atau tokoh diluar masyarakat setempat 
yang peduli pada isu CSR atau program pengembangan masyarakat 
(PPM) belum dilibatkan. Sehingga pemahaman secara utuh terhadap 
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